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ABSTRAK

Adi Fathurrozi, 2026. Peran Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan
Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kecamatan
Tlogosari Kabupaten Bondowoso (Analisis Magasid al-Shariah Jasser
Auda). Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
Pembimbing I: Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. Pembimbing
IT: Dr. H. Pujiono, M.Ag.

Kata Kunci: Peran Paralegal, Akses Bantuan Hukum, Masyarakat Tidak
Mampu, Maqasid al-Shariah Jasser Auda

Akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu masih terhambat oleh
kendala ekonomi, geografis, dan struktural, meskipun telah dijamin oleh Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Di Kecamatan
Tlogosari, kondisi masyarakat agraris dan rendahnya literasi hukum menjadikan
paralegal aktor strategis yang menjembatani komunitas dengan sistem keadilan
formal.

Fokus penelitian ini mencakup tiga aspek utama: menganalisis peran
paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak
mampu, mengkaji strategi yang digunakan paralegal dalam memperluas akses
tersebut, serta menelaah praktik pendampingan paralegal melalui perspektif
Magqasid al-Shariah Jasser Auda di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus
empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan
kunci, observasi partisipatif terhadap proses mediasi dan pendampingan non-
litigasi, serta kajian dokumen. Analisis data dilakukan dengan model interaktif
Miles, Huberman, dan Saldafia, melalui tahapan kondensasi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan, disertai triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan: pertama, paralegal berperan membuka
akses bantuan hukum melalui pemberian informasi hukum, konsultasi awal,
pendampingan administratif, mediasi non-litigasi, dan rujukan ke LKBH Abu
Zairi. Kedua, strategi paralegal bersifat partisipatif dan adaptif melalui pendekatan
kekeluargaan, jemput bola, dan koordinasi multi-aktor. Ketiga, praktik
pendampingan selaras dengan enam fitur sistemik Maqasid al-Shariah Jasser
Auda: sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, hierarki yang saling berkaitan,
multidimensionalitas, dan kebermaksudan.



ABSTRACT

Adi Fathurrozi, 2026. The Role of Paralegals in Enhancing Access to Legal Aid
for the Underprivileged in Tlogosari Subdistrict, Bondowoso Regency
(A Magqasid al-Shariah Analysis Jasser Auda). Thesis. Family Law
Study Program, Postgraduate School, State Islamic University of Kiai
Haji Achmad Siddiq Jember. Supervisor I: Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus
Sa'adah, M.H.I. Supervisor II: Dr. H. Pujiono, M.Ag.

Keywords: Role of Paralegals, Access to Legal Aid, Underprivileged
Communities, Jasser Auda’s Maqgasid al-Shariah

Access to justice for underprivileged communities in Indonesia remains
constrained by economic, geographical, and structural barriers, despite the
guarantees provided by Law Number 16 of 2011 on Legal Aid. In Tlogosari
Subdistrict, an agrarian social structure and low legal literacy render paralegals
strategically important intermediaries between local communities and the formal
justice system.

This study focuses on three main aspects: analysing the role of paralegals
in enhancing access to legal aid for underprivileged communities, examining the
strategies they employ to expand such access, and assessing paralegal assistance
practices through the perspective of Jasser Auda’s Maqasid al-Shariah in
Tlogosari Subdistrict, Bondowoso Regency.

The research adopts a qualitative approach with an empirical case study
design. Data were collected through in-depth interviews with key informants,
participant observation of mediation and non-litigation assistance, and document
analysis. Data were analysed using Miles, Huberman, and Saldana’s interactive
model data condensation, data display, and conclusion drawing while validity was
ensured through source triangulation and technique triangulation.

The findings show that, first, paralegals open access to legal aid through
legal information, initial consultation, administrative assistance, non-litigation
mediation, and referrals to LKBH Abu Zairi. Second, their strategies are
participatory and adaptive, utilising kinship approaches, proactive outreach, and
multi-actor coordination. Third, paralegal practices align with Jasser Auda’s six
systemic features of Maqasid al-Shariah: cognitive nature, wholeness, openness,
interrelated hierarchy, multidimensionality, and purposefulness.
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BAB1
PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian

Prinsip fundamental kesetaraan di hadapan hukum menegaskan bahwa
setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang setara tanpa diskriminasi.
Konstitusi Indonesia menjamin kesamaan kedudukan tersebut melalui Pasal
27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Jaminan tersebut
diperkuat oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa "Setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum'. Prinsip ini selaras
dengan Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang
menegaskan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas
perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

Namun, dalam kenyataan empiris, masyarakat tidak mampu sering kali
terpinggirkan dari sistem peradilan akibat keterbatasan ekonomi, rendahnya
literasi hukum, serta kurangnya distribusi tenaga advokat di daerah. Hambatan
struktural dan prosedural, seperti biaya perkara yang tinggi, kompleksitas
administrasi hukum, dan minimnya pendampingan, semakin memperlebar
kesenjangan akses keadilan. Laporan Indonesian Access to Justice Index 2019

menunjukkan bahwa kendala utama dalam implementasi bantuan hukum

" Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27

ayat (1).
2 Tim Kuasa DPR RI, Resume Permohonan Perkara Nomor 018/PUU-1V/2006 (2006).



adalah ketimpangan distribusi advokat dan rendahnya kesadaran masyarakat
terhadap hak mereka atas bantuan hukum®

Sebagai langkah konkret tanggung jawab negara dalam menjamin
akses keadilan yang inklusif, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya
melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum. Instrumen hukum ini menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan
jasa hukum profesional yang diberikan secara cuma-cuma kepada individu
maupun kelompok masyarakat tidak mampu oleh pemberi bantuan hukum
yang terakreditasi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan hak bagi masyarakat
miskin dan menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan
persamaan di hadapan hukum. Melalui undang-undang ini, negara
menempatkan bantuan hukum bukan sekadar sebagai kebijakan sosial,
melainkan sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara
yang tidak mampu. Dalam pelaksanaannya, pengaturan lebih lanjut mengenai
tata cara pemberian bantuan hukum diatur melalui peraturan pelaksana,
termasuk ketentuan mengenai peran pihak-pihak yang membantu perluasan
akses bantuan hukum di tingkat masyarakat*.

Pengaturan yang lebih khusus mengenai paralegal dalam pemberian
bantuan hukum terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan

Hukum. Peraturan ini menegaskan bahwa paralegal memiliki posisi penting

3 Dio Ashar Wicaksana, ef al., Access to Justice Index in Indonesia (2nd ed.) (Jakarta:
Indonesia Judicial Research Society, 2022), 105-107.
* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.



dalam pemberian bantuan hukum, khususnya pada layanan nonlitigasi, di
bawah koordinasi organisasi bantuan hukum. Dalam kerangka tersebut,
paralegal berperan dalam penyuluhan hukum, konsultasi, mediasi,
pendampingan, dan bentuk layanan lain yang bertujuan mendekatkan
masyarakat miskin dengan akses keadilan’. Dengan regulasi ini, paralegal
memperoleh pengakuan hukum yang jelas sebagai semi-profesional, bukan
sekadar relawan sosial, sehingga dapat berperan aktif dalam memastikan
bahwa masyarakat miskin dan rentan bisa mendapatkan layanan hukum yang
memadai dan berkeadilan.

Dengan dasar pengaturan tersebut, paralegal dapat dipahami sebagai
aktor penting dalam memperluas akses bantuan hukum di tingkat akar rumput.
Keberadaan paralegal menjadi relevan karena mereka hadir lebih dekat dengan
masyarakat, memahami konteks sosial setempat, serta mampu menjembatani
kebutuhan hukum masyarakat dengan lembaga bantuan hukum formal. Dalam
posisi ini, paralegal tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi
hukum, tetapi juga sebagai fasilitator penyelesaian masalah hukum secara
nonlitigasi.

Paralegal berfungsi sebagai agen pemberdayaan hukum masyarakat
yang menggunakan pengetahuan dasar hukum untuk membantu masyarakat
memahami persoalan hukumnya dan menemukan solusi yang tepat. Dalam
praktiknya, paralegal menjalankan beberapa peran penting, yaitu sebagai

edukator hukum, mediator konflik, pendamping masyarakat, dan fasilitator

> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. (Jakarta: Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021).



akses terhadap layanan hukum formal. Di Kecamatan Tlogosari, Kabupaten
Bondowoso, peran tersebut menjadi penting karena paralegal hadir di tengah
masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan ekonomi, rendahnya literasi
hukum, dan kendala akses terhadap lembaga hukum formal®.

Dimensi normatif dari peran paralegal tersebut berhadapan dengan
tantangan empiris yang kompleks di daerah, salah satunya di Kecamatan
Tlogosari, Kabupaten Bondowoso. Secara sosiologis, masyarakat di wilayah
ini memiliki karakteristik agraris dengan tingkat literasi hukum yang masih
rendah, dimana kepatuhan pada budaya patronase tradisional kerap
berkelindan dengan kendala geografis dan finansial untuk mengakses pusat
layanan peradilan di ibukota kabupaten. Kehadiran paralegal di Tlogosari
menempati  posisi  strategis dalam mendokumentasikan kasus dan
memfasilitasi = mediasi diluar pengadilan. Namun, efektivitas peran
multidimensional mereka kerap terbentur pada minimnya pengakuan
proporsional serta tantangan struktural di lapangan. Oleh karena itu, praktik
pendampingan di wilayah ini menjadi lokus yang sangat relevan untuk
mengukur sejauh mana keadilan substantif dapat dijangkau oleh kelompok
masyarakat tidak mampu.

Urgensi pemilihan Kecamatan Tlogosari sebagai lokus penelitian
didasarkan pada realitas empiris yang menunjukkan tingginya ketergantungan
masyarakat pada penyelesaian sengketa alternatif. Berdasarkan data awal dan

observasi pra-penelitian pada pertengahan tahun Juli hingga Agustus 2025

6 Zainul Fanani dan Firdaus Dwi CK, "Analisis Penanganan dan Pemberdayaan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Bondowoso Berbasis Kearifan
Lokal Daerah," Journal of Social, Humanities, 1(2) (2022): 168-198.



bersama perwakilan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Abu Zairi,
ditemukan rekam jejak penyelesaian puluhan kasus masyarakat miskin yang
didominasi oleh persoalan hukum keluarga dan keperdataan seperti sengketa
pembagian harta bersama (gono-gini), penelantaran ekonomi pasca-
perceraian, hingga jeratan utang rentenir. Kasus-kasus krusial tersebut berhasil
dimediasi dan didampingi secara non-litigasi oleh paralegal. Fakta bahwa
konflik-konflik ini dapat diselesaikan di luar pengadilan membuktikan bahwa
kehadiran paralegal secara empiris telah menjadi garda terdepan dalam
memutus kebuntuan akses keadilan di wilayah tersebut.

Kehadiran ini termanifestasi melalui fungsi esensial paralegal sebagai
instrumen vital dalam arsitektur bantuan hukum. Secara operasional, paralegal
memiliki fungsi untuk menjembatani kesenjangan hukum dengan memberikan
layanan pra-litigasi dan advokasi berbasis komunitas. Dalam pelaksanaannya,
tugas utama paralegal adalah membantu, mendampingi, serta memberikan
navigasi hukum dasar bagi masyarakat kurang mampu yang tengah
berhadapan dengan problematika hukum. Terminologi "kurang mampu"
dalam konteks ini tidak terjadi di ruang hampa, melainkan lahir dari
konstruksi ketidakmampuan struktural. Kelompok ini menjadi rentan karena
akses mereka untuk mendapatkan bantuan hukum secara mandiri sangatlah
sulit, terhambat oleh berlapisnya kendala finansial, rumitnya birokrasi
peradilan, serta jarak geografis yang menjauhkan mereka dari pusat-pusat

layanan hukum formal.



Merespons ketimpangan struktural tersebut, eksistensi paralegal yang
terkoordinasi di bawah naungan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum
(LKBH) Abu Zairi menjadi sebuah intervensi institusional yang strategis.
Melalui LKBH ini, para paralegal disiagakan secara proaktif di tengah
masyarakat untuk siap sedia membantu kelompok yang tidak mampu. Secara
sosiologis dan yuridis, "masyarakat tidak mampu" yang menjadi subjek
pendampingan ini mencakup individu atau kelompok rentan yang berada di
bawah garis kemiskinan (financially deprived), kelompok buta hukum yang
minim literasi hak-hak konstitusionalnya, serta mereka yang secara sosial-
politik termarjinalisasi sehingga tidak memiliki daya tawar yang seimbang di
hadapan hukum.

Pemenuhan fasilitas bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu
berpijak pada prinsip welfare state dan keadilan distributif. Teori-teori hukum
modern mengamanatkan bahwa negara, bersama dengan entitas civil society
seperti Organisasi Bantuan Hukum (OBH), wajib menyediakan fasilitas
afirmatif seperti layanan cuma-cuma (pro bono), penyederhanaan prosedur,
serta ketersediaan pos bantuan hukum terdesentralisasi untuk mengeliminasi
hambatan struktural tersebut’. Pemanfaatan fasilitas dan instrumen afirmatif
inilah yang pada akhirnya bermuara pada satu orientasi fundamental, yakni
terwujudnya Access to Justice (Akses terhadap Keadilan) yang menjadi tujuan

utama dari setiap layanan paralegal.

7 Maemanah, “Tanggung Jawab Negara Dalam Bantuan Hukum Bagi Masyarakat
Miskin : Memastikan Akses Keadilan Dan Kesetaraan Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum “The
Juris” Viii, No. 2 (2024): 695-704.



Konseptualisasi Access to Justice secara tegas menuntut bahwa setiap
individu, betapapun lemah status ekonomi dan sosialnya, harus mendapatkan
hak, perlindungan, dan pemulihan hukum yang sama rata. Ketiadaan modal
finansial tidak boleh menjadi justifikasi untuk mereduksi perlindungan hukum
seseorang. Oleh karena itu, diskursus mengenai efektivitas pemenuhan
bantuan hukum ini memerlukan instrumen analisis yang komprehensif, yakni
dengan mengintegrasikan tinjauan Access to Justice dan Magqasid Syariah.
Pemilihan kedua kerangka analisis ini sangat relevan, mengingat pemenuhan
hak-hak kelompok marginal (mustadhafin) merupakan titik temu antara tujuan
hukum positif dan tujuan syariat Islam.

Secara umum, perlindungan terhadap masyarakat tidak mampu
merupakan bagian tak terpisahkan dari pilar-pilar Maqasid Syariah. Upaya
paralegal dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat miskin, seperti mencegah
penelantaran ekonomi pasca-perceraian atau membebaskan warga dari jeratan
rentenir berkorelasi langsung dengan upaya pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs),
perlindungan harta benda dari eksploitasi (hifz al-mal), pemeliharaan akal (4ifz
al-aql), hingga penjagaan keturunan dan martabat keluarga (hifz al-nasl).
Memastikan masyarakat miskin tidak tertindas oleh sistem adalah manifestasi
dari terwujudnya kemaslahatan umum (maslahah mursalah) yang menjadi
esensi dari Magasid Syariah itu sendiri.

Menyadari signifikansi peran dan irisan teoretis yang sangat mendalam
tersebut, agenda ke depan yang tidak kalah krusial adalah merumuskan

langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas paralegal dalam



mendampingi masyarakat tidak mampu. Peningkatan peran ini dapat
dieksekusi melalui berbagai cara, seperti penguatan literasi hukum materiil
melalui pelatihan yang berkesinambungan, pembentukan standar operasional
mediasi komunitas yang diakui secara legal-formal, serta penguatan sinergitas
tata kelola antara LKBH Abu Zairi dengan struktur pemerintahan desa
setempat. Dengan skema peningkatan kapasitas yang komprehensif ini,
paralegal diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai penyelesai konflik sesaat,
tetapi mampu bertransformasi menjadi pilar utama dalam membangun
kesadaran hukum dan mewujudkan keadilan substantif untuk masyarakat tidak
mampu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk
menganalisis peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi
masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso.
Penelitian  ini  menggunakan = pendekatan interdisipliner = dengan
mengintegrasikan teori Access to Justice (Hukum Positif) dan Magqasid al-
Shariah sebagai landasan analisis. Atas dasar itu, penelitian ini diberi judul
“Peran Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten

Bondowoso (Analisis Magasid al-Shariah Jasser Auda).”.

. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka

permasalahan yang ada di dalam penelitian ini adalah :



. Bagaimana peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi

masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso?

. Bagaimana strategi yang dilakukan paralegal dalam meningkatkan akses

bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari,

Kabupaten Bondowoso?

. Bagaimana praktik pendampingan paralegal dalam meningkatkan akses

bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari,
Kabupaten Bondowoso menurut perspektif Magasid Al-Shariah Jasser

Auda?

. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini

adalah:

1.

Menganalisis peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum
bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten

Bondowoso.

. Menganalisis strategi yang dilakukan paralegal dalam meningkatkan akses

bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari

Kabupaten Bondowoso.

. Menganalisis praktik pendampingan paralegal dalam meningkatkan akses

bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari,
Kabupaten Bondowoso menurut perspektif Magasid Al-Shariah Jasser

Auda.
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D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum,
khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, bantuan hukum, paralegal,
dan pemberdayaan hukum masyarakat. Secara teoretis, penelitian ini
memberikan kontribusi dalam membaca peran paralegal sebagai
pendamping hukum berbasis komunitas dalam meningkatkan akses bantuan
hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Melalui perspektif Magasid al-Shariah Jasser Auda, penelitian ini
tidak hanya menempatkan bantuan hukum sebagai layanan yuridis, tetapi
juga sebagai praktik sosial yang berorientasi pada kemaslahatan.
Pendekatan sistemik Jasser Auda digunakan untuk membaca praktik
pendampingan  paralegal  secara  utuh,  kontekstual, terbuka,
multidimensional, saling berhubungan, dan berorientasi pada tujuan
kemaslahatan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat
kajian tentang hubungan antara bantuan hukum, pemberdayaan masyarakat,
dan perlindungan hak-hak dasar dalam perspektif hukum Islam. Selain itu,
penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang
membahas paralegal, bantuan hukum non-litigasi, akses bantuan hukum
bagi masyarakat tidak mampu, dan praktik pendampingan hukum berbasis

komunitas dalam perspektif Magasid al-Shariah.
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2. Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
bagi paralegal, Organisasi Bantuan Hukum, LKBH Abu Zairi, pemerintah
desa, pemerintah daerah, masyarakat tidak mampu, dan peneliti
selanjutnya.

a. Bagi paralegal, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk
memperkuat peran pendampingan hukum, baik dalam bentuk edukasi
hukum, konsultasi awal, mediasi, pendampingan non-litigasi, maupun
rujukan kepada lembaga bantuan hukum atau advokat. Dengan
demikian, paralegal dapat menjalankan perannya secara lebih terarah,
proporsional, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Bagi Organisasi Bantuan Hukum dan LKBH Abu Zairi, penelitian ini
dapat menjadi masukan dalam memperkuat pembinaan, pelatihan,
koordinasi, pencatatan kasus, dan penyusunan standar pendampingan
paralegal. Hal ini penting agar praktik bantuan hukum yang dilakukan
paralegal tidak hanya bersifat spontan, tetapi memiliki arah kerja yang
lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah, penelitian ini dapat
menjadi dasar pertimbangan dalam mendukung perluasan akses bantuan
hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui kerja sama kelembagaan,
penguatan peran paralegal, penyediaan ruang konsultasi hukum, serta

dukungan kebijakan lokal yang berpihak kepada masyarakat rentan.
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d. Bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten
Bondowoso, penelitian ini diharapkan dapat mendorong hadirnya
layanan bantuan hukum yang lebih dekat, mudah dijangkau, mudah
dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya
penguatan peran paralegal, masyarakat tidak mampu diharapkan lebih
berani memahami, menyampaikan, dan memperjuangkan hak-hak
hukumnya.

e. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan
untuk mengembangkan kajian mengenai peran paralegal, bantuan
hukum masyarakat, mediasi komunitas, dan analisis Maqasid al-Shariah
dalam praktik hukum sosial di tingkat akar rumput.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian
1. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada wilayah Kecamatan

Tlogosari, Kabupaten Bondowoso. Subjek penelitian meliputi paralegal

yang berada dalam binaan atau koordinasi Organisasi Bantuan Hukum,

masyarakat tidak mampu penerima bantuan hukum, advokat pendamping
atau perwakilan LKBH Abu Zairi, serta tokoh masyarakat yang mengetahui
proses penyelesaian persoalan hukum di tingkat lokal.

Secara substansi, penelitian ini difokuskan pada peran paralegal
dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu
melalui edukasi hukum, konsultasi awal, mediasi, pendampingan non-

litigasi, dan rujukan hukum. Analisis penelitian menggunakan perspektif
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Magqasid al-Shariah Jasser Auda melalui enam fitur sistemik, yaitu sifat

kognitif, keutuhan, keterbukaan, hierarki yang saling terkait,

multidimensionalitas, dan kebermaksudan. Pengumpulan data lapangan

dilaksanakan pada periode 2 Februari 2025 sampai dengan 20 April 2026.
2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan
pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus empiris, sehingga temuan
penelitian sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan praktik
pendampingan hukum masyarakat di Kecamatan Tlogosari. Oleh karena
itu, hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara
langsung ke wilayah lain.

Keterbatasan lain terletak pada minimnya arsip kasus tertulis dan
terbatasnya dokumen resmi di lapangan, karena sebagian persoalan hukum
masyarakat diselesaikan secara kekeluargaan dan nonformal. Untuk
mengurangi keterbatasan tersebut, peneliti memperkuat verifikasi data
melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta triangulasi sumber dan
teknik.

F. Definisi Istilah
Untuk menghindari perbedaan pemahaman terhadap istilah-istilah pokok
dalam penelitian ini, maka beberapa istilah utama dijelaskan sesuai dengan
konteks judul penelitian, yaitu “Peran Paralegal dalam Meningkatkan Akses
Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kecamatan

Tlogosari Kabupaten Bondowoso: Analisis Magqasid al-Shariah Jasser Auda.”.
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1. Paralegal

Paralegal dalam penelitian ini adalah individu yang berasal dari
komunitas lokal Kecamatan Tlogosari yang telah mendapatkan pelatihan
dasar hukum dan terdaftar serta bernaung di bawah lembaga bantuan
hukum LKBH Abu Zairi, sehingga berwenang memberikan layanan
bantuan hukum nonlitigasi sesuai Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021
tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Dalam konteks tesis
ini, peran paralegal dibatasi pada kegiatan edukasi hukum, konsultasi awal,
mediasi sederhana, pendampingan administratif, dan rujukan perkara ke
advokat atau organisasi bantuan hukum, tanpa menjalankan fungsi advokat
di persidangan.

2. Akses Bantuan Hukum

Akses bantuan hukum dalam penelitian ini dimaknai sebagai
keterjangkauan dan kemampuan masyarakat tidak mampu di Kecamatan
Tlogosari untuk memperoleh informasi, konsultasi, dan pendampingan atas
masalah hukum mereka secara cuma-cuma melalui mekanisme bantuan
hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum dan peraturan pelaksananya. Akses yang
dimaksud tidak hanya menyangkut ketersediaan layanan, tetapi juga
mencakup pemahaman terhadap hak, keberanian untuk mengakses lembaga
bantuan hukum, serta keberhasilan mereka dalam menjangkau prosedur
penyelesaian sengketa baik litigasi maupun nonlitigasi melalui

pendampingan paralegal.
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3. Masyarakat tidak Mampu
Masyarakat tidak mampu dalam penelitian ini adalah individu atau
kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi, sosial,
geografis, atau pengetahuan hukum sehingga sulit memperoleh bantuan
hukum secara mandiri. Kelompok ini mencakup warga yang membutuhkan
pendampingan hukum karena tidak memiliki kemampuan memadai untuk
mengakses advokat, lembaga hukum formal, atau mekanisme penyelesaian
perkara.
4. Magqasid al-Shariah Jasser Auda
Magasid al-Shariah Jasser Auda dalam penelitian ini adalah kerangka
sistemik tujuan-tujuan syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda
dengan menekankan enam fitur sistem, yaitu sifat kognitif, keutuhan,
keterbukaan, hierarki yang saling terkait, multidimensionalitas, dan
kebermaksudan. Kerangka ini digunakan untuk menilai sejauh mana peran
dan strategi paralegal dalam pendampingan masyarakat tidak mampu di
Kecamatan Tlogosari berkontribusi pada perlindungan jiwa (hifz al-nafs),
harta (hifz al-mal), dan keberlangsungan keluarga (hifz al-nasl) bagi pihak-
pihak yang berperkara di ranah hukum keluarga dan keperdataan.
Berdasarkan definisi istilah di atas, yang dimaksud dengan judul
penelitian ini adalah kajian tentang fungsi dan keterlibatan paralegal dalam
membantu masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten
Bondowoso untuk memperoleh akses bantuan hukum melalui edukasi hukum,

konsultasi awal, mediasi, pendampingan non-litigasi, dan rujukan hukum.
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Praktik tersebut dianalisis melalui perspektif Magasid al-Shariah Jasser Auda
untuk melihat sejauh mana pendampingan paralegal berorientasi pada
kemaslahatan, perlindungan hak dasar, serta penjagaan jiwa, harta, keluarga,
dan martabat masyarakat tidak mampu

. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri atas tiga bagian utama, yaitu
bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Penyusunan sistematika ini
dimaksudkan agar pembahasan mengenai peran paralegal dalam
meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di wilayah
Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso melalui analisis Magqasid al-
Shariah dapat dipahami secara runtut, terarah, dan sesuai dengan fokus
penelitian.

Bagian awal: mencakup halaman sampul, halaman judul, halaman
persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, abstrak dalam
bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel,
daftar gambar atau bagan jika ada, daftar lampiran, serta pedoman transliterasi
Arab-Latin.

Bagian inti: tesis terdiri atas enam bab, yaitu pendahuluan, kajian
pustaka, metode penelitian, paparan data dan analisis, pembahasan, serta
penutup. Rincian isi setiap bab diuraikan sebagai berikut:

Bab Satu: Pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran umum tentang

arah penelitian yang dilakukan. Di dalamnya dibahas konteks penelitian, fokus
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penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan
keterbatasan penelitian, definisi istilah, serta sistematika penulisan.

Bab Dua: Kajian Pustaka. Bab ini memuat penelitian terdahulu, kajian
teori, dan kerangka konseptual. Penelitian terdahulu digunakan untuk
menunjukkan posisi penelitian dan celah kajian, sedangkan kajian teori
menjadi dasar dalam menganalisis peran paralegal, strategi paralegal dalam
meningkatkan akses bantuan hukum, serta praktik pendampingan hukum
paralegal melalui perspektif Magqasid al-Shariah Jasser Auda.

Bab Tiga: Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan pendekatan dan
jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian,
sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta
tahapan-tahapan penelitian. Bab ini menunjukkan cara peneliti memperoleh,
mengolah, dan mempertanggungjawabkan data secara ilmiah.

Bab Empat: Paparan Data dan Analisis. Bab ini menyajikan data hasil
penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Paparan data disusun sesuai fokus penelitian, yaitu peran paralegal dalam
meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu serta
bentuk praktik pendampingan hukum yang berlangsung di Kecamatan
Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Bab Lima: Pembahasan. Bab ini memuat analisis mendalam terhadap
temuan penelitian dengan menggunakan perspektif Maqasid al-Shariah
melalui enam fitur sistemik Jasser Auda, yaitu sifat kognitif, keutuhan,

keterbukaan, hierarki yang saling terkait, multidimensionalitas, dan
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kebermaksudan. Pembahasan diarahkan untuk menafsirkan makna temuan,
mengaitkannya dengan teori, serta menunjukkan kontribusi penelitian.

Bab Enam: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan
penelitian, implikasi penelitian, serta saran. Kesimpulan disusun berdasarkan
fokus penelitian, sedangkan saran diberikan sebagai rekomendasi bagi
paralegal, lembaga bantuan hukum, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan
penelitian selanjutnya.

Bagian akhir: tesis terdiri atas daftar rujukan, pernyataan keaslian

tulisan, lampiran-lampiran penelitian, dan riwayat hidup penulis.



BAB 11
KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha et al. pada tahun 2025 dengan
judul “Pendampingan Hukum oleh Paralegal sebagai Upaya Peningkatan
Akses Keadilan”. Penelitian ini membahas peran paralegal dalam proses
pendampingan hukum dengan menekankan aspek teknis dan prosedural.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa paralegal memiliki kontribusi penting
dalam membantu masyarakat memahami persoalan hukum dan
memperoleh pendampingan awal. Persamaan penelitian Nugraha et al.
dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran paralegal dalam
memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat. Sedangkan
perbedaannya, penelitian Nugraha et al. lebih menekankan pendampingan
hukum sebagai mekanisme akses keadilan, sementara penelitian ini
memfokuskan kajian pada peran paralegal di Kecamatan Tlogosari
Kabupaten Bondowoso dengan analisis Magasid al-Shariah melalui
pendekatan sistemik Jasser Auda®.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Maemanah pada tahun 2024 dengan judul
“Tanggung Jawab Negara dalam Bantuan Hukum bagi Masyarakat
Miskin”. Penelitian ini mengkaji kewajiban negara dalam menyediakan
bantuan hukum bagi kelompok masyarakat miskin sebagai bagian dari

perlindungan hak konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

¥ Naufal Satria Nugraha, et al., "Pendampingan Hukum Oleh Paralegal Sebagai Upaya
Peningkatan Akses Keadilan," Media Hukum Indonesia (MHI), 2(5) (2025): 352-360.
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bantuan hukum merupakan instrumen penting untuk menjamin persamaan
di hadapan hukum. Persamaan penelitian Maemanah dengan penelitian ini
adalah sama-sama membahas bantuan hukum bagi masyarakat tidak
mampu. Sedangkan perbedaannya, penelitian Maemanah lebih berorientasi
pada tanggung jawab negara, sedangkan penelitian ini menempatkan
paralegal sebagai aktor pendamping hukum berbasis komunitas yang
berperan langsung di tingkat masyarakat®

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sumarsih pada tahun 2022 dengan judul
“Peran Lembaga Bantuan Hukum Mewujudkan Access to Justice”.
Penelitian ini membahas peran lembaga bantuan hukum sebagai institusi
formal dalam membantu masyarakat memperoleh keadilan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa lembaga bantuan hukum memiliki peran penting,
tetapi masih menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan layanan.
Persamaan penelitian Sumarsih dengan penelitian ini adalah sama-sama
membahas bantuan hukum dan akses masyarakat terhadap layanan hukum.
Sedangkan perbedaannya, penelitian Sumarsih berfokus pada lembaga
bantuan hukum sebagai institusi formal, sementara penelitian ini berfokus
pada paralegal sebagai pendamping hukum yang lebih dekat dengan
masyarakat tidak mampu di wilayah Kecamatan Tlogosari'.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Zaidan et al. pada tahun 2025 dengan judul

“Sinergi Paralegal dan Advokat dalam Mewujudkan Pendampingan Hukum

? Maemanah, "Tanggung Jawab Negara dalam Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin:
Memastikan Akses Keadilan dan Kesetaraan di Indonesia," The Juris, 8(2) (2024): 695-704.

% Sumarsih, "Peran Lembaga Bantuan Hukum Mewujudkan Access to Justice,"
Muhammadiyah Law Review, 6(1) (2022): 20-25.
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yang Holistik”. Penelitian ini mengkaji hubungan kerja antara paralegal dan
advokat dalam memberikan layanan hukum yang lebih menyeluruh. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara paralegal dan advokat dapat
memperkuat kualitas pendampingan hukum. Persamaan penelitian Zaidan
et al. dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran paralegal
dalam proses bantuan hukum. Sedangkan perbedaannya, penelitian Zaidan
et al. lebih menekankan hubungan kelembagaan antara paralegal dan
advokat, sementara penelitian ini menitikberatkan pada peran paralegal
dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu
dan menilainya melalui Magqasid al-Shariah"'.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan pada tahun 2025 dengan judul
“Analisis Peran Paralegal dalam Hak Memberikan Pelayanan Bantuan
Hukum bagi Masyarakat yang Terjerat Kasus Pinjaman Online”. Penelitian
ini membahas peran paralegal dalam membantu masyarakat yang
menghadapi persoalan hukum akibat pinjaman online. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa paralegal dapat membantu masyarakat memahami
posisi hukumnya dan memperoleh arahan penyelesaian masalah.
Persamaan penelitian Ramadhan dengan penelitian ini adalah sama-sama
membahas peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum kepada
masyarakat rentan. Sedangkan perbedaannya, penelitian Ramadhan terbatas

pada kasus pinjaman online, sementara penelitian ini mengkaji peran

" Muhammad Abyan Zaidan, ef al., "Sinergi Paralegal dan Advokat dalam Mewujudkan
Pendampingan Hukum yang Holistik," Customary Law Journal, 2(3) (2025): 1-10.
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paralegal dalam berbagai persoalan hukum masyarakat tidak mampu di
Kecamatan Tlogosari'’.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan pada tahun 2020 dengan judul
“Peran Paralegal dalam Perlindungan serta Pemenuhan Hak Hukum
Masyarakat”. Penelitian ini menekankan pentingnya keberadaan paralegal
dalam membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan pengetahuan
hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paralegal berperan sebagai
penghubung antara masyarakat dan sistem hukum formal. Persamaan
penelitian Kurniawan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas
paralegal sebagai aktor yang membantu pemenuhan hak hukum
masyarakat. Sedangkan perbedaannya, penelitian Kurniawan lebih bersifat
deskriptif-normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan jenis studi kasus empiris di Kecamatan Tlogosari
Kabupaten Bondowoso".

7. Penelitian yang dilakukan oleh Bedi Setiawan Alfahmi pada tahun 2020
dengan judul “Bantuan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Penegakan
Hukum Hak Asasi Manusia: Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam Mewujudkan
Access to Justice”. Penelitian ini mengkaji bantuan hukum dari perspektif
yuridis dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

bantuan hukum merupakan bagian penting dari perlindungan hak

"2 Yogha Aditya Ramadhan dan Ichwan Setiawan, "Analisis Peran Paralegal dalam Hak
Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat yang Terjerat Kasus Pinjaman Online,"
Humaniorum, 3(3) (2025): 68-74.

* Neo Adhi Kurniawan, "Peran Paralegal dalam Perlindungan serta Pemenuhan Hak
Hukum Masyarakat," Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS), 3(1) (2020): 28-33.
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masyarakat miskin. Persamaan penelitian Alfahmi dengan penelitian ini
adalah sama-sama membahas bantuan hukum bagi masyarakat tidak
mampu. Sedangkan perbedaannya, penelitian Alfahmi berada pada level
kajian normatif terhadap regulasi bantuan hukum, sementara penelitian ini
mengkaji praktik pendampingan paralegal secara empiris di tingkat
masyarakat'.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Yuliawan pada tahun 2020
dengan judul “Efektivitas Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di
Kabupaten Semarang”. Penelitian ini membahas efektivitas pelaksanaan
bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pelaksanaan bantuan hukum masih menghadapi hambatan dalam
aspek keterjangkauan, pemahaman masyarakat, dan pelaksanaan layanan.
Persamaan penelitian Susilo dan Yuliawan dengan penelitian ini adalah
sama-sama membahas bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau tidak
mampu. Sedangkan perbedaannya, penelitian Susilo dan Yuliawan lebih
menilai efektivitas program bantuan hukum, sementara penelitian ini
menelaah peran paralegal sebagai aktor pendamping hukum berbasis
komunitas".

9. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Moonti pada tahun 2025

dengan judul “Penguatan Peran dan Fungsi Paralegal dalam Meningkatkan

'* Bedi Setiawan Alfahmi, “Bantuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Penegakan
Hukum Hak Asasi Manusia ( Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
Tentang Bantuan Hukum Dalam Mewujudkan Access To Justice )” (Universitas Islam Indonesia,
2020).

5 Adhi Budi Susilo dan Indra Yuliawan, "Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum
Terhadap Kab Semarang," Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), 10(1) (2020): 10-23.



24

Akses Keadilan di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango”. Penelitian ini
membahas penguatan peran paralegal di tingkat desa. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa paralegal memiliki fungsi penting dalam memperluas
akses keadilan masyarakat desa. Persamaan penelitian Ahmad dan Moonti
dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran paralegal dalam
konteks masyarakat desa. Sedangkan perbedaannya, penelitian Ahmad dan
Moonti lebih berorientasi pada penguatan fungsi paralegal secara praktis,
sementara penelitian ini menganalisis peran paralegal dalam meningkatkan
akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dengan menggunakan
perspektif Magqasid al-Shariah'.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Nurrun Jamaludin pada tahun 2022 dengan
judul “Peran Paralegal LKBHI dalam Penanganan Perkara Non Litigasi”.
Penelitian ini membahas keterlibatan paralegal dalam penyelesaian perkara
di luar pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paralegal memiliki
peran penting dalam konsultasi, mediasi, dan pendampingan non-litigasi.
Persamaan penelitian Jamaludin dengan penelitian ini adalah sama-sama
membahas paralegal dalam pendampingan perkara non-litigasi. Sedangkan
perbedaannya, penelitian Jamaludin lebih menekankan aspek teknis
penanganan perkara non-litigasi, sementara penelitian ini menilai praktik
pendampingan paralegal melalui Magqasid al-Shariah dengan pendekatan

sistemik Jasser Auda'’.

' Tbrahim Ahmad dan Roy Marthen Moonti, "Penguatan Peran dan Fungsi Paralegal
dalam Meningkatkan Akses Keadilan di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango," Transformasi
Masyarakat: Jurnal Inovasi Sosial dan Pengabdian, 2(1) (2025): 176-189.

"7 Nurrun Jamaludin, "Peran Paralegal LKBHI dalam Penanganan Perkara Non Litigasi,"
Journal of Indonesian Law, 3(2) (2022): 193-208.
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Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, dapat dipahami bahwa
kajian mengenai paralegal dan bantuan hukum telah banyak dilakukan, baik
dari aspek kelembagaan, tanggung jawab negara, efektivitas layanan, maupun
pendampingan non-litigasi. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih
menempatkan paralegal pada aspek teknis-prosedural atau kelembagaan.
Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji peran paralegal
berbasis komunitas dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi
masyarakat tidak mampu di wilayah semi-rural seperti Kecamatan Tlogosari
Kabupaten Bondowoso. Selain itu, kajian yang menggunakan Magasid al-
Shariah dengan pendekatan sistemik Jasser Auda untuk membaca praktik
pendampingan hukum paralegal juga masih terbatas. Oleh karena itu,
penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menempatkan
paralegal sebagai aktor pendamping hukum masyarakat tidak mampu dan
menganalisis praktiknya melalui enam fitur sistemik Jasser Auda, yaitu sifat
kognitif, keutuhan, keterbukaan, hierarki yang saling terkait,
multidimensionalitas, dan kebermaksudan.

Berikut adalah tabel Pemetaan Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No. Penulis dz.“} Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian
Judul Penelitian

1 Nugraha et al. | Sama-sama Penelitian Paralegal
(2025), membahas terdahulu  lebih | memiliki
“Pendampingan peran paralegal | menekankan kontribusi
Hukum oleh | dalam aspek teknis | penting  dalam
Paralegal sebagai | membantu pendampingan membantu
Upaya masyarakat hukum  sebagai | masyarakat
Peningkatan memperoleh upaya akses | memahami
Akses Keadilan” | akses bantuan | keadilan, persoalan hukum

hukum. sedangkan dan memperoleh
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Penulis dan

No. oo Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian

Judul Penelitian
penelitian ini | pendampingan
mengkaji  peran | awal.
paralegal di
Kecamatan
Tlogosari dengan
analisis Magasid
al-Shariah
melalui
pendekatan
sistemik  Jasser
Auda.

2 Maemanah Sama-sama Penelitian Bantuan hukum
(2024), membahas terdahulu merupakan
“Tanggung Jawab | bantuan hukum | berfokus pada | bagian dari
Negara dalam | bagi tanggung jawab | tanggung jawab
Bantuan Hukum | masyarakat negara, sedangkan | negara untuk
bagi Masyarakat | tidak mampu. | penelitian ini | menjamin
Miskin” berfokus pada | persamaan di

paralegal sebagai | hadapan hukum
pendamping bagi masyarakat
hukum  berbasis | miskin.
komunitas.

3 Sumarsih (2022), | Sama-sama Penelitian Lembaga
“Peran Lembaga | membahas terdahulu bantuan hukum
Bantuan Hukum | bantuan hukum | berfokus pada | berperan penting
Mewujudkan dan akses | lembaga bantuan | dalam
Access to Justice” | masyarakat hukum formal, | mendorong

terhadap sedangkan akses keadilan,
layanan penelitian ini | meskipun masih
hukum. berfokus pada | menghadapi
paralegal sebagai | hambatan dalam
aktor yang lebih | pelaksanaan
dekat dengan | layanan.
masyarakat tidak
mampu.

4 Zaidan et al. | Sama-sama Penelitian Sinergi paralegal
(2025), “Sinergi | membahas terdahulu dan advokat
Paralegal dan | peran paralegal | menekankan dapat
Advokat  dalam | dalam proses | sinergi memperkuat
Mewujudkan pemberian kelembagaan kualitas
Pendampingan bantuan antara  paralegal | pendampingan
Hukum yang | hukum. dan advokat, | hukum  secara
Holistik” sedangkan lebih

penelitian ini | menyeluruh.
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Penulis dan

No. o Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian

Judul Penelitian
menitikberatkan
pada peran
paralegal  dalam
meningkatkan
akses bantuan
hukum bagi
masyarakat tidak
mampu.

5 Ramadhan Sama-sama Penelitian Paralegal
(2025), “Analisis | membahas terdahulu terbatas | membantu
Peran  Paralegal | peran paralegal | pada kasus | masyarakat
dalam Hak | dalam pinjaman online, | memahami
Memberikan memberikan sedangkan posisi hukum
Pelayanan bantuan hukum | penelitian ini | dan memperoleh
Bantuan Hukum | kepada mengkaji berbagai | arahan
bagi Masyarakat | masyarakat persoalan hukum | penyelesaian
yang Terjerat | rentan. masyarakat tidak | masalah dalam
Kasus Pinjaman mampu di | kasus pinjaman
Online” Kecamatan online.

Tlogosari.

6 Kurniawan Sama-sama Penelitian Paralegal
(2020),  ““Peran | membahas terdahulu = lebih | berperan sebagai
Paralegal =~ dalam | paralegal bersifat deskriptif- | penghubung
Perlindungan sebagai  aktor | normatif, antara
serta Pemenuhan | yang sedangkan masyarakat yang
Hak Hukum | membantu penelitian ini | mengalami
Masyarakat” pemenuhan menggunakan keterbatasan

hak hukum | pendekatan pengetahuan

masyarakat. kualitatif dengan | hukum dengan
jenis studi kasus | sistem  hukum
empiris. formal.

7 Bedi Setiawan | Sama-sama Penelitian Bantuan hukum
Alfahmi (2020), | membahas terdahulu merupakan
“Bantuan Hukum | bantuan hukum | merupakan kajian | instrumen
di Indonesia | bagi normatif terhadap | penting dalam
dalam Perspektif | masyarakat regulasi  bantuan | perlindungan
Penegakan tidak mampu. | hukum, sedangkan | hak masyarakat
Hukum Hak penelitian ini | miskin dan
Asasi  Manusia: mengkaji praktik | perwujudan
Telaah  Yuridis pendampingan persamaan di
terhadap Undang- paralegal  secara | hadapan hukum.
Undang Nomor empiris di tingkat
16 Tahun 2011 masyarakat.

tentang Bantuan
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Penulis dan

No. Judul Penelitian Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian
Hukum dalam
Mewujudkan
Access to Justice”

8 Susilo dan | Sama-sama Penelitian Pelaksanaan
Yuliawan (2020), | membahas terdahulu menilai | bantuan hukum
“Efektivitas bantuan hukum | efektivitas masih
Bantuan Hukum | bagi program bantuan | menghadapi
bagi Masyarakat | masyarakat hukum, sedangkan | hambatan dalam
Miskin di | miskin atau | penelitian ini | aspek
Kabupaten tidak mampu. | menelaah  peran | keterjangkauan,
Semarang” paralegal sebagai | pemahaman

pendamping masyarakat, dan
hukum  berbasis | pelaksanaan
komunitas. layanan.

9 Ahmad dan | Sama-sama Penelitian Paralegal
Moonti  (2025), | membahas terdahulu memiliki fungsi
“Penguatan Peran | peran paralegal | berorientasi pada | penting dalam
dan Fungsi | dalam konteks | penguatan fungsi | memperluas
Paralegal dalam | masyarakat paralegal secara | akses keadilan
Meningkatkan desa. praktis, sedangkan | masyarakat desa.
Akses Keadilan di penelitian ini
Desa Deme Dua menganalisis
dan Desa peran  paralegal
Bubalango” melalui perspektif

Magasid al-
Shariah.

10 | Nurrun Jamaludin | Sama-sama Penelitian Paralegal
(2022),  “Peran | membahas terdahulu  lebih | berperan penting
Paralegal LKBHI | paralegal menekankan dalam
dalam dalam aspek teknis | konsultasi,
Penanganan pendampingan | penanganan mediasi, dan
Perkara Non | perkara  non- | perkara non- | pendampingan
Litigasi” litigasi. litigasi, sedangkan | non-litigasi yang

penelitian ini | dekat dengan
menilai  praktik | kebutuhan
pendampingan masyarakat.
paralegal melalui

Magasid al-

Shariah  dengan

pendekatan

sistemik  Jasser

Auda.
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Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu di atas, dapat dipahami
bahwa kajian mengenai paralegal dan bantuan hukum telah banyak
dilakukan, baik dari aspek kelembagaan, tanggung jawab negara,
efektivitas layanan, maupun pendampingan non-litigasi. Namun, sebagian
besar penelitian tersebut masih menempatkan paralegal pada aspek teknis,
prosedural, atau kelembagaan. Belum banyak penelitian yang secara
khusus mengkaji peran paralegal berbasis komunitas dalam meningkatkan
akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di wilayah semi-rural
seperti Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Selain itu, kajian
yang menggunakan Magqgasid al-Shariah dengan pendekatan sistemik
Jasser Auda untuk membaca praktik pendampingan hukum paralegal juga
masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah
tersebut dengan menganalisis peran paralegal melalui enam fitur sistemik
Jasser Auda, yaitu sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, hierarki yang
saling terkait, multidimensionalitas, dan kebermaksudan.

B. Kajian Teori
1. Konsep Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum
a. Pengertian Paralegal
Paralegal merupakan pihak yang memiliki pengetahuan dasar di
bidang hukum dan membantu masyarakat dalam memperoleh akses
terhadap layanan hukum. Paralegal bukan advokat, schingga
kedudukannya tidak dapat disamakan dengan profesi advokat yang

memiliki kewenangan litigasi penuh di pengadilan. Dalam praktik
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bantuan hukum, paralegal menjalankan fungsi pendampingan awal bagi
masyarakat, terutama bagi kelompok tidak mampu yang mengalami
kesulitan memahami prosedur hukum, tidak mengetahui hak-haknya,
atau tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk mengakses jasa hukum
profesional. Dalam konteks ini, paralegal dapat dipahami sebagai aktor
sosial-hukum yang berada di antara masyarakat dan sistem hukum
formal'®.
1) Definisi Paralegal
Definisi paralegal dalam konteks akademik harus ditinjau
melalui dua pendekatan utama, yakni pendekatan normatif-yuridis
dan pendekatan fungsional-sosiologis. Secara normatif-yuridis,
paralegal adalah subjek hukum sah yang diakui dan diintegrasikan
oleh negara ke dalam sistem pemberian bantuan hukum nasional
melalui regulasi hukum yang berlaku'®. Secara fungsional-sosiologis,
paralegal didefinisikan berdasarkan lokus aktivitasnya, yaitu sebagai
agen pemberdayaan hukum (legal empowerment agents) yang
membantu komunitas lokal mengenali dimensi hukum dari persoalan
sosial mereka, menyusun kronologi sengketa secara objektif, menata

kelengkapan berkas administrasi dasar, serta memfasilitasi rujukan

'8 Muhammad Raafi Adiputra and Indah Sri Utami, “Existence And Position Of Paralegal
In Legal Assistance And Provision Of Legal Aid In Indonesia,” Law Research Review Quarterly
VOLUME 11, no. 3 (2025): 1101-31.

? Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan
Hukum,” Pub. L. No. UU16_2011, 104 (2011).



31

perkara (legal referral system) secara tepat ke Organisasi Bantuan
Hukum (OBH) atau advokat profesional®.

Dalam konteks penelitian mengenai peningkatan akses bantuan
hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari,
Kabupaten Bondowoso, definisi paralegal dikerucutkan pada
manifestasi peran praktis mereka di wilayah rural (perdesaan).
Paralegal di wilayah ini tidak diposisikan untuk mengambil alih
otoritas  profesional advokat, melainkan sebagai instrumen
pendampingan berbasis komunitas (community-based paralegals).
Keberadaan mereka menjadi jaminan agar hak-hak konstitusional
warga miskin di pelosok desa tidak tereliminasi akibat absennya
pendampingan hukum sejak fase pra-litigasi. Hal ini krusial
mengingat masyarakat pedesaan rentan mengalami alienasi hukum
akibat minimnya diseminasi informasi dan jauhnya jarak fisik menuju
pusat layanan hukum formal.

2) Karakteristik Paralegal

Karakteristik distingtif yang membedakan paralegal dengan
penegak hukum lainnya adalah kedekatan sosiologis dan kultural
(social and cultural proximity) dengan masyarakat yang
didampinginya. Berbeda dengan advokat profesional yang umumnya
bekerja dalam sekat-sekat formalistik perkotaan, paralegal lahir,

hidup, dan menetap di tengah-tengah komunitas lokal. Kedekatan

'S, Golub, “Legal Empowerment: Practicing Law in the Empowerment Era.,” Yale
Journal of International Law 41, no. 2 (2016): 335-73.
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organik ini melahirkan tingkat kepercayaan publik (public trust) yang
tinggi, sehingga mempermudah proses penyerapan aspirasi,
identifikasi awal sengketa, serta pembacaan konteks sosial yang
melatari sebuah perkara hukum. Kehadiran aktor berbasis komunitas
ini secara sosiologis mampu meruntuhkan barikade eksklusivitas
hukum, memotong mata rantai formalisme yang kaku, serta
memperluas jangkauan keadilan bagi masyarakat yang secara
struktural sulit mengakses lembaga peradilanzl.

Karakteristik fundamental berikutnya adalah ruang lingkup
kerjanya yang murni bercorak pendampingan (auxiliary function),
bukan penguasaan kewenangan profesional secara mandiri. Di satu
sisi, paralegal dibekali kecakapan untuk menyelenggarakan edukasi
hukum, mengelola administrasi perkara tingkat dasar, serta
memfasilitasi mediasi komunitas. Di sisi lain, mereka dituntut
memiliki kepatuhan yang ketat terhadap batas-batas regulasi (legal
boundaries) agar tidak melakukan malapraktik hukum (unauthorized
practice of law). Dengan demikian, karakteristik paralegal ideal
mencakup lima pilar utama: penguasaan hukum dasar, kedekatan
sosio-kultural, fungsi fasilitasi-pendampingan, kepatuhan regulatif,
serta keberpihakan ideologis yang kokoh kepada kelompok

masyarakat miskin dan marginal.

! Maria Lusyana Br Ginting And Badan, “Menggali Peran Paralegal: Solusi Kebijakan
Dalam Pemberian Bantuan Hukum,” Jurnal Analis Kebijakan 8, No. 2 (2024): 159-176.



33

Dalam diskursus empiris di Kecamatan Tlogosari, karakteristik
tersebut menemukan relevansinya yang paling konkret. Karakteristik
pedesaan yang kental dengan budaya komunal menuntut sosok
paralegal yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga adaptif
secara kultural. Masyarakat tidak mampu di tingkat desa pada fase
awal konflik jarang memerlukan analisis hukum yang rumit; mereka
membutuhkan penjelasan yang menenangkan, informasi mengenai
hak-hak mereka yang dilindungi negara, serta tuntunan praktis
mengenai ke mana mereka harus mengadu. Oleh sebab itu,
karakteristik paralegal sebagai komunikator hukum kebudayaan
(cultural legal translator) menjadi fondasi teoritis yang sangat
penting dalam kajian ini.

3) Kedudukan Paralegal dalam Bantuan Hukum

Kedudukan yuridis paralegal dalam arsitektur penegakan
hukum adalah sebagai elemen pendukung pembantu pemberi bantuan
hukum. Paralegal tidak diposisikan sebagai institusi mandiri yang
bebas dari kontrol, melainkan beroperasai sebagai perpanjangan
tangan (extension arm) dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau
lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi oleh negara.
Kedudukan subordinatif-koordinatif ini sengaja dirancang agar
kualitas layanan, akuntabilitas, dan standardisasi tindakan hukum
yang dilakukan oleh paralegal di lapangan tetap berada dalam

pengawasan profesional advokat pembina. Di tengah keterbatasan
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jumlah advokat publik dan timpangnya rasio sebaran penasihat
hukum di wilayah perdesaan Indonesia, penempatan posisi paralegal
ini menjadi instrumen strategis yang sangat efektif untuk melakukan
pemerataan akses keadilan (democratization of justice) 2,

Kedudukan paralegal sebagai penghubung (bridging institution)
memiliki signifikansi sosiologis yang mendalam bagi kelompok
masyarakat tidak mampu. Mengingat sebagian besar masyarakat
miskin pedesaan mengidap inferioritas psikologis berupa rasa takut
berhadapan dengan aparat, ketidakpahaman atas terminologi hukum
yang elitis, dan kebingungan prosedural, paralegal hadir mencairkan
kebuntuan tersebut. Kedudukan ini menuntut paralegal menjalankan
fungsi ganda: di satu sisi bertindak sebagai penuntun masyarakat
melewati labirin birokrasi, di sisi lain berfungsi sebagai penyuplai
data lapangan yang valid bagi advokat yang akan bersidang di
pengadilan. Oleh karena itu, kedudukan paralegal memiliki dimensi
yang sangat luas, yakni dimensi administratif, dimensi sosiologis, dan
dimensi edukatif.

b. Dasar Hukum Paralegal
1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Dasar hukum tertinggi (lex superior) yang mengesahkan

eksistensi dan operasionalisasi bantuan hukum di Indonesia adalah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

22 Hukum Di And Indonesia Melalui, “Upaya Peningkatan Akses Keadilan Terhadap
Penerima Bantuan Hukum Di Indonesia Melalui Paralegal,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 17,
No. 22 (2023): 221-34.
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Regulasi ini secara revolusioner mengubah paradigma bantuan
hukum yang semula dianggap sebagai aksi filantropi sukarela
(charity) menjadi sebuah kewajiban konstitusional negara (state
obligation) dalam rangka menegakkan persamaan di hadapan hukum
(equality before the law). Melalui undang-undang ini, negara
menjamin secara penuh bahwa setiap orang atau kelompok orang
miskin yang terjerat masalah hukum berhak mendapatkan layanan
bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono publico) . Hal ini
menjadi jaminan bahwa perlindungan hukum tidak boleh dimonopoli
oleh kelompok yang memiliki kekuatan finansial semata.

Dalam skema Undang-Undang Bantuan Hukum, ruang lingkup
pemberian bantuan hukum didesain secara komprehensif, mencakup
ranah litigasi maupun non-litigasi. Jika ranah litigasi menjadi domain
eksklusif advokat, maka ranah non-litigasi yang meliputi penyuluhan
hukum, konsultasi hukum awal, mediasi komunitas, negosiasi,
investigasi perkara, serta pemberdayaan hukum masyarakat menjadi
pintu masuk legalitas bagi keterlibatan paralegal. Penegasan normatif
ini menjadi landasan teoritis yang sangat kuat bagi pembahasan peran
paralegal di Kecamatan Tlogosari. Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2011 memberikan basis legitimasi bahwa aktivitas pendampingan
pra-litigasi yang dilakukan paralegal di tingkat desa memiliki

kekuatan hukum dan dilindungi oleh regulasi negara.

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
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2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun

2021 tentang Paralegal

Secara operasional dan spesifik, legalitas kedudukan serta
mekanisme kerja paralegal diatur melalui Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2021
tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Peraturan
menteri ini diterbitkan sebagai pedoman teknis yang mengatur tata
kelola rekrutmen, standardisasi kompetensi, ruang lingkup hak dan
kewajiban, serta kode etik paralegal yang bernaung di bawah
Organisasi Bantuan Hukum. Kehadiran regulasi ini memberikan
kepastian yuridis bahwa paralegal merupakan bagian integral dari
sistem bantuan hukum nasional yang sah, sekaligus membatasi gerak
mereka agar tetap berada dalam koridor pengawasan kelembagaan
yang ketat™*.

Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 memancangkan empat
pilar utama sebagai instrumen pengendalian sekaligus penguatan
kapasitas paralegal, yaitu:

(a)Pelatihan: Negara mewajibkan setiap individu yang ingin
menyandang gelar paralegal untuk menempuh pendidikan dan
pelatihan paralegal tingkat dasar yang diselenggarakan oleh OBH
terakreditasi. Pelatihan ini mutlak diperlukan agar paralegal

dibekali penguasaan materi hukum dasar, metodologi

#* Kemenkumham, “Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum,” Berita
Negara Republik Indonesia, (2021).
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pendampingan yang humanis, pemahaman kode etik, serta
kesadaran penuh akan batas kewenangannya. Tanpa skema
pelatihan yang terstandardisasi, aktivitas paralegal di lapangan
berisiko memproduksi informasi hukum yang keliru atau terjebak
pada tindakan penyalahgunaan kewenangan (malpractice) 3,
(b)Kompetensi: Standar kompetensi menjadi parameter utama untuk
menjamin kualifikasi layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Kualifikasi kompetensi ini tidak hanya mencakup aspek kognitif
berupa kemampuan mengidentifikasi jenis sengketa dan
merumuskan kronologi secara runtut, melainkan juga mencakup
aspek keterampilan praktis seperti kecakapan berkomunikasi
interpersonal, fasilitasi mediasi tingkat komunitas, serta ketepatan
analisis dalam menentukan kapan sebuah perkara harus segera
dilimpahkan kepada advokat pembina®’. Penguatan kompetensi ini
menjadi determinan utama yang menentukan efektivitas dan
kualitas layanan perlindungan hukum di tingkat bawah.
(c)Koordinasi: Aspek koordinasi menegaskan sifat kerja paralegal
yang tidak boleh bersifat independen-anarkis. Paralegal wajib
membangun jaringan koordinasi horizontal dan vertikal yang solid
dengan struktur pemerintahan desa, instansi kecamatan, tokoh

adat/agama, serta lembaga hukum formal seperti Pos Bantuan

** Kemenkumham.

% Rianda Riviyusnita Tobi Haryadi, “Kompetensi Paralegal Dalam Bantuan Hukum:
Dampak Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 Dan Prospek Regulatif,” Disiplin : Majalah Civitas
Akademika Sekolah Tinggi llmu Hukum Sumpah Pemuda 31, no. 2 (2025): 179-84.
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Hukum (Posbakum) di pengadilan maupun OBH induk. Di
Kecamatan Tlogosari, pola koordinasi yang mapan akan
menempatkan paralegal sebagai simpul komunikasi yang andal,
mempercepat penyelesaian sengketa lokal melalui jalur non-
litigasi, serta memastikan penanganan lanjutan berjalan mulus saat
perkara bereskalasi ke jalur peradilan®’.

(d)Pengawasan: Mengingat penerima bantuan hukum adalah
masyarakat miskin yang berada dalam posisi rentan (vulnerable
state), maka pengawasan yang ketat terhadap kinerja paralegal
menjadi hal yang mutlak. Mekanisme pengawasan dilakukan
secara berkala oleh advokat internal OBH pembina guna
mengawal agar paralegal senantiasa mematuhi prinsip kerahasiaan
data, bertindak jujur, tidak memungut biaya operasional dalam
bentuk apa pun (zero fee/gratis), serta tidak memberikan janji-jan;ji
palsu terkait hasil akhir perkara kepada warga didampingi.
Sinergitas yang dikawal melalui instrumen pengawasan ini
menjamin bahwa pendampingan yang diberikan paralegal tetap
berjalan di atas rel profesionalitas dan integritas moral yang

tinggi™®.

27 Izzati Choirina Mifta Aliza, “Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Di Desa/Kelurahan
Sebagai Strategi Pemerataan Akses Keadilan Di Jawa Tengah,” JURNAL MEDIA AKADEMIK
(JMA) 3, no. 11 (2025): 2—12.

% Ahmad Agus Ramdlany Moh. Alfin Naf'an, Abd. Hakim, “Sinergi Paralegal Dan
Advokat Dalam Mewujudkan Pendampingan Hukum Yang Holistik,” Al-Adillah: Jurnal Hukum
Islam 5, No. 1 (2021): 27-29.
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3) Paralegal sebagai Bagian dari Akses Keadilan

Pelembagaan institusi paralegal merupakan strategi progresif
untuk melakukan dekonstruksi terhadap kebuntuan akses terhadap
keadilan (access to justice). Doktrin akses keadilan tidak boleh
direduksi sebatas pada tersedianya infrastruktur gedung pengadilan
yang megah, melainkan harus diterjemahkan sebagai kapasitas riil
masyarakat  untuk  mengenali  hak-hak  konstitusionalnya,
mendapatkan pasokan informasi hukum yang valid, memperoleh
pendampingan awal yang tepercaya, serta memiliki saluran yang
lapang untuk terhubung dengan lembaga pemulih hak. Kualitas dan
inklusivitas layanan bantuan hukum dari elemen terbawah inilah yang
menjadi indikator utama tegaknya keadilan substantif di sebuah
negara®.

Bagi kelompok masyarakat tidak mampu, pemenuhan akses
keadilan sering kali terbentur oleh tembok tebal kemiskinan
struktural, rendahnya tingkat pendidikan formal, isolasi geografis,
serta kecemasan psikologis. Dalam ruang hampa keadilan itulah
paralegal hadir menembus batas-batas isolasi tersebut. Karakter
gerakannya yang bercorak desentralistik dan berbasis komunitas
memungkinkan hukum hadir secara nyata di ruang-ruang domestik
warga. Paralegal mereduksi seluruh faktor penghambat tersebut

dengan cara mendatangi warga, melakukan edukasi persuasif,

* Tony Yuri Rahmanto Oki Wahju Budijanto, “Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum,” Jurnal
Ilmiah Kebijakan Hukum 16, no. 3 (2022): 397-422.
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memulihkan rasa percaya diri korban ketidakadilan, serta
memfasilitasi pemenuhan hak hukum mereka secara gratis dan
bermartabat.
c. Tugas dan Batas Kewenangan Paralegal
1) Tugas Paralegal dalam Bantuan Hukum
Tugas pokok paralegal dalam ekosistem bantuan hukum
bertumpu pada fungsi pemberian bantuan hukum awal (first-aid
legal assistance) bagi masyarakat marginal. Kedudukan strategis
mereka sebagai garda terdepan menuntut paralegal memiliki
kepekaan tinggi dalam merespons setiap aduan sengketa sebelum
eskalasi konflik meluas atau berlanjut ke ranah peradilan formal.
Peran praktis yang diamanatkan kepada paralegal tidak semata-
mata bersifat administratif-klerikal, melainkan mencakup dimensi
edukatif dan dimensi koordinatif guna mengarahkan warga miskin
ke jalur penyelesaian hukum yang paling efektif dan efisien™.
Secara rinci, tugas paralegal dalam skema bantuan hukum
umum dijabarkan ke dalam enam pilar aktivitas, yaitu:
(a)Pemberian Informasi Hukum: Aktivitas ini merupakan langkah
penetrasi awal untuk mengikis kebutaan hukum di tengah
masyarakat miskin. Paralegal bertugas menyosialisasikan hak
warga untuk mendapatkan penasihat hukum cuma-cuma,

mengedukasi prasyarat administratif yang dibutuhkan, serta

3 Mohamad Ali Sumaredi Depanan Simangunsong, “Kebutuhan Dan Tantangan Peran
Paralegal Dalam Sistem Bantuan Hukum Berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021,”
Jurist Academia 1, no. 2 (2025): 85-95.



41

memetakan lembaga publik mana saja yang berwenang
memulihkan hak mereka yang dilanggar®'.

(b)Penerimaan Pengaduan Awal: Paralegal bertindak sebagai pos
penyerapan keluhan hukum pertama di tingkat akar rumput.
Mereka dituntut menjadi pendengar yang empatik guna
mengurai trauma psikologis warga, mengidentifikasi anatomi
konflik, serta menyaring secara sosiologis apakah perselisihan
yang diadukan murni merupakan sengketa hukum atau sekadar
dinamika kesalahpahaman sosial biasa.

(c)Pencatatan  Kronologi Masalah: Paralegal melakukan
rekonstruksi peristiwa secara objektif dan sistematis ke dalam
dokumen tertulis. Pencatatan ini mencakup detail waktu
kejadian (tempus delicti), lokasi peristiwa (locus delicti), para
pihak yang terlibat, bentuk kerugian materiil/immateriil, serta
inventarisasi bukti-bukti awal. Dokumen kronologi yang rapi
ini sangat krusial untuk mempermudah kerja advokat pembina
saat perkara tersebut harus dirujuk™.

(d)Identifikasi Dokumen: Paralegal melakukan verifikasi dan
penataan terhadap berkas-berkas pendukung dasar yang
dimiliki oleh warga, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP),

Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Tidak Mampu

3! Mifta Aliza, “Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Di Desa/Kelurahan Sebagai Strategi
Pemerataan Akses Keadilan Di Jawa Tengah.”

3 Depanan Simangunsong, “Kebutuhan Dan Tantangan Peran Paralegal Dalam Sistem
Bantuan Hukum Berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021.”
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(SKTM), sertifikat tanah, akta kelahiran, atau surat perjanjian
tertulis lainnya. Aktivitas identifikasi ini murni bersifat
administratif awal dan tidak boleh melompat pada kewenangan
penyusunan dokumen hukum formal seperti replik, duplik, atau
memori banding™.

(e)Pendampingan Administratif: Tugas ini diwujudkan dengan
mengawal warga miskin melewati rintangan birokrasi
pemerintahan saat mengurus dokumen-dokumen yang
diperlukan untuk keperluan pembelaan hukum. Paralegal
membantu pengisian formulir resmi, mendampingi warga ke
kantor kelurahan, kantor kecamatan, hingga Posbakum
pengadilan, guna mengeliminasi potensi terjadinya diskriminasi
layanan atau pungutan liar dari oknum birokrasi’*.

(f) Penghubung dengan Lembaga Bantuan Hukum: Paralegal
berfungsi sebagai jangkar komunikasi yang menghubungkan
warga miskin perdesaan dengan advokat publik pada OBH
induk. Tugas ini menuntut ketepatan analisis: apabila sebuah
perkara dinilai memiliki kerumitan tingkat tinggi dan

memerlukan intervensi yudisial di pengadilan, paralegal wajib

% Desmon Windi Muhammad Hairul, “Peran Dan Fungsi Paralegal Menurut Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2011,” Journal Of Fiat Justitia 3, No. 1 (2011): 1-12.

* Sisyanto Joko Susanto, Abdul Aziz2, “Pengabdian Hukum Gratis Sukseskan
Aktualisasi Off Class Paralegal Asal Desa Meteseh, Kendal, Jawa Tengah,” Jurnal Pengabdian
Masyarakat Bidang Sosial Dan Humaniora 4, no. 1 (2025): 10-19.
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segera mengoordinasikan pelimpahan perkara tersebut demi
menjamin hak pembelaan warga tidak terputus™.
2) Tugas Paralegal dalam Bantuan Hukum Non-Litigasi
Pelembagaan peran paralegal di ranah non-litigasi didasari
oleh kesadaran sosiologis bahwa pengadilan bukanlah satu-
satunya jalan menuju keadilan. Bagi masyarakat tidak mampu,
proses peradilan formal sering kali dinilai melelahkan,
menghabiskan waktu, dan memproduksi putusan yang bersifat
menang-kalah (zero-sum game) yang dapat merusak tali
persaudaraan komunal®®. Oleh karena itu, wilayah kerja non-
litigasi menjadi ruang pengabdian paling relevan bagi paralegal
untuk mengaplikasikan pendekatan penyelesaian masalah
(problem-solving approach) yang humanis, responsif, dan
berbiaya rendah.
Tugas paralegal dalam ranah non-litigasi dirumuskan ke
dalam lima fungsi utama, yaitu:
(a)Penyuluhan  Hukum: Merupakan strategi  diseminasi
pengetahuan hukum secara massal dan terencana untuk
mengonversi masyarakat yang pasif menjadi warga negara yang

sadar akan hak-hak konstitusionalnya. Di wilayah pedesaan,

penyuluhan dilakukan dengan melebur ke dalam institusi

» Itmam Aulia Rakhman Andi Zulfa Majida, Sururi, “Analisis Yuridis Pemberian

Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Dalam Mewujudkan Akses Keadilan Judicial,” Jurnal
Hukum Samudra Keadilan 19, No. 1 (2024): 150-62.

3% Ni Putu Rai Yuliartini Kadek Ayu Widya Arisanthi, “Analisis Hukum Terhadap Fungsi
Paralegal Pada Pos Bantuan Hukum Desa Dalam,” Case Law 8, no. 1 (2025): 1-13.
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kultural lokal seperti pengajian, rembuk desa, atau arisan warga
agar materi hukum dapat dicerna secara sederhana.

(b)Konsultasi Hukum Awal: Pelayanan tatap muka dialogis di
mana paralegal memberikan pandangan awal, memetakan
posisi hukum sengketa warga secara objektif, serta
menyodorkan opsi-opsi pilihan jalur penyelesaian konflik yang
rasional. Konsultasi ini menegaskan fungsi komparatif agar
warga tidak mengambil tindakan main hakim sendiri
(eigenrichting)”.

(c)Mediasi Sederhana: Paralegal bertindak sebagai fasilitator
netral (neutral third party) untuk menjembatani komunikasi
antar-warga yang berselisih. Dalam menjalankan fungsi ini,
paralegal dilarang keras mengintervensi atau memutus perkara
layaknya hakim; mereka murni membantu para pihak mengurai
ketegangan emosional, memetakan kepentingan substantif, dan
merumuskan draf kesepakatan damai yang disepakati bersama
demi memulihkan kohesi sosial®®.

(d)Pendampingan Administratif: Aktivitas praktis mendampingi
warga dalam mengurus segala bentuk administrasi pembuktian

sengketa di luar pengadilan, mulai dari pengurusan dokumen

37 Joko Susanto, Abdul Aziz2, “Pengabdian Hukum Gratis Sukseskan Aktualisasi Off
Class Paralegal Asal Desa Meteseh, Kendal, Jawa Tengah.”

* M Alfarizzi Nur, “Peran Pos Bantuan Hukum Desa Dalam Penyelesaian Sengketa
Melalui Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum,” Jurnal
Rechtsvinding Media Hukum Nasional 15, no. 1 (2026): 115-30,
https://doi.org/10.33087/wjh.v4il.175.
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hak atas tanah di tingkat desa, pencatatan sipil pasca-konflik
keluarga, hingga pengurusan jaminan sosial pemerintah yang
sempat tertahan akibat kendala prosedural®.

(e)Pemberdayaan Hukum Masyarakat (Legal Empowerment):
Merupakan muara dari seluruh gerakan paralegal, di mana
pendampingan  tidak  dirancang untuk = menciptakan
ketergantungan warga kepada pendamping, melainkan untuk
membangun kemandirian hukum (legal autonomy) masyarakat.
Warga miskin didorong untuk berani menyuarakan haknya,
menolak penindasan struktural, serta mampu mengorganisasi
diri secara kolektif untuk mencegah terjadinya ketidakadilan
serupa di masa depan.

3) Batas Kewenangan Paralegal

Meskipun memiliki peran strategis sebagai pembela hak-hak
rakyat miskin, paralegal secara absolut dibatasi oleh pagar-pagar
regulasi normatif yang tidak boleh dilanggar. Batasan kompetensi
ini sengaja dikonstruksikan untuk menjaga integritas profesi
penegak hukum serta melindungi masyarakat tidak mampu dari
risiko malapraktik hukum yang dapat merugikan kedudukan
hukum mereka. Paralegal dilarang keras memosisikan atau
mengiklankan dirinya sebagai advokat, dilarang menandatangani

surat kuasa khusus litigasi secara mandiri, dilarang mendampingi

3 Wahyu Rasyid et al., “Pelatihan Dan Pendampingan Paralegal Restorative Justice
‘Menciptakan Pengacara Rakyat,”” AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat
Indonesia 1, no. 1 (2022): 13639, https://doi.org/10.57235/aurelia.v1il.74.
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pemeriksaan di persidangan pidana maupun perdata, serta dilarang
memberikan opini hukum formal (legal opinion) yang melampaui
kapasitas kognitifnya. Paralegal harus diposisikan secara jernih
sebagai sub-sistem pendukung dalam rantai bantuan hukum, bukan
aktor independen tanpa batas™.

Penegasan batas kewenangan ini sangat krusial dalam
konteks perlindungan konsumen jasa hukum marginal. Mengingat
kelompok masyarakat miskin pedesaan berada dalam kondisi
ketidaktahuan hukum, mereka sangat rentan dieksploitasi oleh
oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu,
paralegal wajib memiliki komitmen etis untuk tahu kapan mereka
bisa mendampingi secara mandiri di jalur non-litigasi, dan kapan
mereka harus mundur serta melimpahkan perkara tersebut ke
tingkat advokat profesional. Pelanggaran terhadap batas
kewenangan ini tidak hanya merusak kredibilitas OBH yang
menaunginya, tetapi juga dapat berimplikasi pada sanksi pidana
dan gugatan hukum.

d. Bentuk Peran Paralegal di Kecamatan Tlogosari
1) Paralegal sebagai Pemberi Informasi Hukum

Bentuk peran perdana yang dijalankan oleh paralegal di

Kecamatan Tlogosari adalah sebagai agen penyebar informasi

hukum (legal information disseminator). Problem mendasar di

* Muhammad Hairul, “Peran Dan Fungsi Paralegal Menurut Undang- Undang Nomor 16
Tahun 2011.”
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wilayah ini adalah tebalnya sekat isolasi informasi hukum yang
menyebabkan masyarakat miskin kerap menerima perlakuan tidak
adil tanpa tahu bahwa hak-hak mereka dilindungi oleh konstitusi.
Paralegal memutus rantai isolasi ini dengan cara mengonversi teks
undang-undang yang rumit ke dalam materi edukasi praktis yang
mudah dipahami, seperti prosedur pengurusan SKTM bebas
pungutan, hak-hak perempuan pasca-perceraian, hingga
perlindungan hukum atas tanah garapan.

Penyampaian informasi hukum ini dilakukan secara adaptif
dengan memanfaatkan ruang perjumpaan kultural yang telah
mengakar di Kecamatan Tlogosari, seperti majelis taklim, forum
posyandu, kelompok tani, maupun komunikasi informal dari
rumah ke rumah (door-to-door system). Dengan hadirnya pasokan
informasi hukum yang merata, kesadaran kritis masyarakat miskin
pedesaan perlahan mulai tumbuh. Mereka tidak lagi memandang
hukum sebagai instrumen elitis yang menakutkan dan menjauh,
melainkan sebagai alat perlindungan sosial yang dekat dan dapat
diakses untuk mengamankan kehidupan sehari-hari mereka.

2) Paralegal sebagai Pemberi Konsultasi Hukum Awal

Bentuk peran kedua yang tidak kalah krusial adalah sebagai
penyedia layanan konsultasi hukum tingkat pertama (first-line
legal consulting). Di pedesaan, batas antara persoalan domestik-

sosial dengan persoalan hukum sering kali bias dan kabur. Banyak
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warga miskin yang membiarkan penyerobotan tanah, praktik utang
piutang yang menjerat, atau kekerasan domestik berlalu begitu
saja karena menganggapnya sebagai nasib buruk atau aib sosial
semata. Di sinilah paralegal masuk untuk membuka ruang dialog
medis-hukum awal, mendengarkan keluh kesah warga secara
mendalam, membantu mengidentifikasi duduk perkara dari sudut
pandang hukum positif, serta merumuskan opsi-opsi penyelesaian
yang rasional.

Layanan konsultasi hukum awal ini dijalankan paralegal
dengan prinsip menjemput bola dan tanpa memungut biaya
sepeser pun. Paralegal membantu memetakan posisi tawar warga
di hadapan sengketa yang dihadapi, memberikan pencerahan
mengenai konsekuensi logis dari setiap pilihan jalur hukum, serta
mencegah warga mengambil langkah-langkah destruktif yang
dapat memperlemah posisi hukum mereka sendiri. Konsultasi awal
ini bertindak sebagai filter sosiologis yang memilah mana
sengketa yang cukup diredam melalui kearifan lokal (indigenous
justice), dan mana perkara yang harus segera dikanalisasi ke
lembaga bantuan hukum formal.

3) Paralegal sebagai Pendamping Masyarakat Tidak Mampu

Bentuk peran ketiga adalah sebagai pendamping taktis

(tactical companion) bagi masyarakat miskin yang harus

berhadapan dengan birokrasi pemerintahan maupun institusi
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hukum. Masyarakat tidak mampu di wilayah rural sering kali
mengalami kecemasan psikologis dan inferioritas akut saat harus
memasuki kantor-kantor pemerintahan untuk mengurus berkas
sengketa atau hak sosial mereka. Mereka rentan diabaikan,
dipersulit, atau bahkan menjadi korban pungutan liar akibat
ketidakpamahaman prosedural. Kehadiran paralegal di samping
mereka bertindak sebagai pelindung sosiologis yang mencairkan
intimidasi birokrasi tersebut.

Di wilayah Kecamatan Tlogosari, peran pendampingan ini
mewujud dalam tindakan-tindakan nyata seperti mengawal ibu
tunggal mengurus hak asuh dan nafkah anak di tingkat
administrasi desa, menemani warga rentan melakukan klarifikasi
sengketa batas tanah di kantor kecamatan, hingga membimbing
warga miskin melengkapi berkas permohonan bantuan hukum di
Posbakum Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.
Pendampingan yang konsisten ini tidak hanya memberikan rasa
aman secara psikologis bagi korban, tetapi juga memaksa aparatur
birokrasi di tingkat lokal untuk memberikan pelayanan publik
secara jujur, transparan, dan akuntabel sesuai dengan asas-asas
umum pemerintahan yang baik®'.

4) Paralegal sebagai Penghubung dengan Advokat atau LBH

*' Lukman Santoso, Taktis Pendampingan Hukum: Dari Layanan Administrasi Hingga
Advokasi (Bantul: Media Pelem Kidul, 2021).
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Bentuk peran keempat sekaligus menjadi penutup dari rantai
pelayanan paralegal di tingkat basis adalah sebagai aktor
penghubung kelembagaan (institutional linker). Mengingat
keterbatasan kompetensi normatif yang dimiliki, paralegal tidak
boleh membiarkan perkara-perkara yang bercorak litigasi rumit
diselesaikan sendiri tanpa supervisi ahli. Ketika sebuah sengketa
dinilai telah matang bukti, mengandung unsur pidana murni, atau
memerlukan representasi formal di muka persidangan, paralegal
akan mengaktifkan sistem rujukan dengan menghubungkan warga
tersebut kepada advokat publik pada Organisasi Bantuan Hukum
(OBH) pembina yang memiliki otoritas resmi.

2. Teori Peran Sosial
a. Pengertian Peran
Dalam kajian sosiologi klasik, peran (role) dipahami sebagai
aspek dinamis dari kedudukan atau status sosial individu dalam
masyarakat. Ralph Linton menjelaskan bahwa seseorang menduduki
suatu status tertentu, namun yang dijalankan dalam kehidupan sehari-
hari adalah peran yang melekat pada status tersebut; dengan demikian,
peran merupakan ekspresi dinamis dari status yang memuat hak dan
kewajiban yang diharapkan®.
Soerjono Soekanto mendefinisikan peran sebagai seperangkat

tingkah laku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan kedudukan

2 Ralph Linton, The Study of Man: An Introduction (New York: D. Appleton-Century
Company, 1963).
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yang dimilikinya dalam suatu sistem sosial. Peran sosial tidak hanya
menunjuk pada perilaku aktual, tetapi juga norma-norma yang
mengatur bagaimana pemegang status tersebut seharusnya bertindak,
sehingga antara status dan peran tidak dapat dipisahkan®.

Dalam kamus sosiologi dan psikologi sosial, peran dipahami
sebagai pola perilaku yang relatif konsisten dan diharapkan secara
normatif dari individu yang menempati posisi tertentu dalam struktur
sosial, baik pola yang terwujud dalam tindakan nyata maupun pola
perilaku yang dipikirkan seharusnya dilakukan.

b. Unsur dan Dinamika Peran
1) Role expectation (harapan peran)

Role expectation adalah seperangkat harapan normatif
mengenai = bagaimana seorang pemegang status seharusnya
bertindak. Harapan ini dapat bersumber dari peraturan formal, nilai
budaya, maupun kesepakatan organisasi, dan berfungsi sebagai
standar untuk menilai apakah suatu peran telah dijalankan secara
tepat*. Dalam konteks paralegal, role expectation terbentuk antara
lain oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum, Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal
dalam Pemberian Bantuan Hukum, serta pedoman internal

Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang menaungi mereka.

# Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, 44th ed. (Jakarta: RajaGrafindo

Persada, 2002).
* Linton, The Study of Man: An Introduction.
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2) Role performance (pelaksanaan peran)

Role performance adalah pelaksanaan nyata dari peran dalam
praktik kehidupan sehari-hari. Role performance menunjukkan
bagaimana individu menerjemahkan harapan peran ke dalam
tindakan konkret, namun tidak selalu identik dengan role
expectation karena dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya,
situasi lapangan, dan tekanan sosial*. Dalam penelitian ini, role
performance paralegal di Kecamatan Tlogosari tercermin dalam
aktivitas edukasi hukum, konsultasi awal, pendampingan
administratif, mediasi sederhana, dan rujukan perkara ke OBH atau
advokat. Perbandingan antara role expectation dan role
performance akan dianalisis untuk melihat sejauh mana peran
paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum dapat berjalan
sesuai yang diharapkan.

3) Role set (himpunan peran)

Individu yang memegang suatu status biasanya terkait dengan
lebih dari satu peran sekaligus sehingga membentuk role set, yaitu
himpunan berbagai peran yang melekat pada satu kedudukan
tertentu. Seorang paralegal, misalnya, dapat sekaligus berfungsi
sebagai edukator hukum, fasilitator mediasi, pendamping
administratif, dan penghubung dengan advokat. Setiap peran dalam

role set tersebut memiliki harapan dan pola interaksi yang berbeda-

* Bruce J. Biddle, Role Theory: Expectations, Identities and Behaviors (New York:
Academic Press, 1979).
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beda, sehingga pengelolaan role set menjadi penting untuk
mencegah tumpang tindih dan kebingungan peran*.
4) Role conflict (konflik peran)

Role conflict terjadi ketika dua atau lebih harapan peran yang
ditujukan kepada individu yang sama saling bertentangan sehingga
sulit dipenuhi secara bersamaan®’. Dalam konteks paralegal, konflik
peran dapat muncul ketika tuntutan regulatif yang menegaskan
bahwa paralegal tidak boleh bertindak sebagai advokat berbenturan
dengan tuntutan masyarakat yang berharap paralegal mampu
mewakili mereka sepenuhnya di pengadilan atau membuat
keputusan hukum tertentu. Konflik juga dapat terjadi ketika OBH
menekankan kepatuhan ketat pada prosedur, sementara komunitas
menuntut penyelesaian yang cepat dan fleksibel.

5) Role strain (ketegangan peran)

Role strain merupakan ketegangan internal yang dialami
individu ketika dalam satu peran yang sama terdapat harapan-
harapan yang saling bertentangan atau sulit dipenuhi sekaligus®.
Paralegal dapat mengalami role strain, misalnya, ketika mereka
diharapkan dekat dan empatik terhadap warga miskin yang
didampingi, namun pada saat yang sama harus menjaga jarak
profesional dan mematuhi batas-batas kewenangan hukum yang

ketat. Tekanan untuk selalu tersedia bagi warga, sementara sumber

* Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar.
*" Linton, The Study of Man: An Introduction.
*¥ Linton.
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daya dan waktu terbatas, juga dapat menimbulkan role strain.
Analisis terhadap role strain ini penting untuk memahami beban
psikologis dan struktural yang dihadapi paralegal dalam
menjalankan perannya.®

Dengan memperhatikan unsur-unsur role expectation, role
performance, role set, role conflict, dan role strain, teori peran
memberikan kerangka yang komprehensif untuk menganalisis
dinamika peran sosial yang dijalankan paralegal. Kerangka ini
membantu menjelaskan bagaimana peran paralegal dibentuk oleh
regulasi dan harapan sosial, bagaimana peran tersebut dijalankan di
lapangan, serta bagaimana paralegal merespons berbagai
ketegangan dan konflik yang muncul dalam upaya meningkatkan
akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan
Tlogosari.

3. Akses Bantuan Hukum dan Akses Keadilan
a. Konsep Akses Bantuan Hukum
1) Pengertian Akses Bantuan Hukum

Akses bantuan hukum (access to legal aid) merupakan
perwujudan dari instrumen hak asasi manusia yang menjamin
kapasitas setiap individu untuk memperoleh layanan, perlindungan,
dan keadilan hukum secara mudah, terjangkau, proporsional, dan
adil. Akses tersebut tidak boleh direduksi sebatas ketersediaan

lembaga penegak hukum formal atau keberadaan praktisi hukum
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seperti advokat. Lebih luas dari itu, akses bantuan hukum
mencakup kesadaran subjektif masyarakat untuk mengetahui hak-
hak konstitusionalnya (legal awareness), memahami prosedur
hukum yang berlaku (/egal literacy), memperoleh informasi awal
yang valid, mendapatkan pendampingan yang mumpuni, serta
terhubung dengan lembaga publik yang berwenang.

Dalam konteks sosiologi hukum, kelompok masyarakat tidak
mampu (vulnerable groups) sering kali mengalami marjinalisasi
struktural di mana keterbatasan ekonomi berimplikasi langsung
pada ketidakmampuan mereka dalam menjangkau dan
menggunakan jasa hukum profesional secara mandiri®.
Ketimpangan finansial ini menciptakan jurang pemisah antara
hukum normatif yang menjanjikan keadilan (law in books) dengan
kenyataan empiris di lapangan (law in action).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum secara eksplisit menegaskan bahwa bantuan hukum adalah
instrumen wajib yang diberikan kepada orang atau kelompok orang
miskin yang tengah menghadapi permasalahan hukum®. Ketentuan
yuridis-normatif ini menggeser paradigma bantuan hukum yang
semula dipandang sebagai aksi filantropi atau kegiatan sosial
sukarela (charity) menjadi sebuah kewajiban negara (state

obligation) untuk memenuhi hak konstitusional warga negaranya

* Oki Wahju Budijanto, “Jurnal Iimiah Kebijakan Hukum.”
*% Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
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(constitutional rights). Oleh karena itu, akses bantuan hukum harus
diposisikan sebagai pilar utama dalam menegakkan persamaan di
hadapan hukum (equality before the law) guna mengawal hak-hak
dasar kelompok yang secara ekonomi dan sosial berada dalam
posisi rentan.

Dalam lanskap empiris, akses bantuan hukum dipahami
secara dinamis sebagai kapasitas riil masyarakat untuk memperoleh
informasi hukum yang akurat, konsultasi awal yang menenangkan,
pendampingan non-litigasi, fasilitasi mediasi sederhana, hingga
mekanisme rujukan (referral system) yang terintegrasi kepada
advokat atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi.
Dengan demikian, keberhasilan akses bantuan hukum tidak hanya
diukur secara kuantitatif melalui jumlah lembaga bantuan hukum
yang berdiri, melainkan diukur secara kualitatif berdasarkan sejauh
mana masyarakat di tingkat akar rumput mampu menjangkau,
memahami, dan memetakan layanan tersebut untuk menyelesaikan
sengketa yang mereka hadapi.

2) Akses Bantuan Hukum sebagai Acces to Justice

Akses bantuan hukum merupakan bagian integral dan tidak
terpisahkan dari doktrin luas mengenai akses terhadap keadilan
(access to justice). Akses keadilan tidak boleh dimaknai secara
sempit sebatas kemampuan fisik masyarakat untuk memasuki

ruang pengadilan (courtroom access), melainkan harus mencakup
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jaminan bahwa setiap warga negara memiliki daya tawar dan
kemampuan untuk memahami haknya, memobilisasi aparatur
hukum, memperoleh pendampingan yang setara, dan mendapatkan
putusan atau penyelesaian yang berkeadilan substantive. Budijanto
dan Rahmanto menegaskan bahwa kualitas dari standardisasi
layanan bantuan hukum merupakan wujud konkret dari
pengejawantahan akses keadilan, karena kegunaan praktis dari
bantuan hukum harus dapat dirasakan secara nyata dan substantif
oleh masyarakat yang membutuhkan’'.

Konsep akses terhadap keadilan ini sejalan dengan studi
sosiologi hukum monumental dari Mauro Cappelletti dan Bryant
Garth yang mengidentifikasi adanya tiga gelombang besar gerakan
pemenuhan akses keadilan global (three waves of access to justice).
Gelombang pertama (the first wave) berfokus pada penyediaan
bantuan hukum bagi orang miskin melalui skema representasi
pengacara formal. Gelombang kedua (the second wave)
memperluas cakupan pada representasi kepentingan kelompok atau
hak-hak difus (diffuse interests) dan gelombang ketiga (the third
wave) yang mengusung pendekatan holistik (the access-to-justice
approach)®.

Dalam dinamika sosial, akses keadilan kerap kali tersumbat

oleh tembok struktural yang tebal akibat ketidakmampuan

3! Oki Wahju Budijanto, “Jurnal IImiah Kebijakan Hukum.”
> Mauro Cappelletti and Bryant Garth, Access to Justice: A World Survey (Milan:
Sijthoff and Noordhoff, 1978).
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masyarakat dalam mencerna konstruksi hukum yang elitis.
Hambatan ini memicu timbulnya alienasi hukum (/egal alienation)
di mana masyarakat merasa asing dan takut terhadap hukum
negara. Di sinilah posisi strategis paralegal sebagai jembatan
sosiologis (bridging institution). Paralegal tidak hanya bertindak
sebagai pendamping teknis, tetapi juga sebagai penerjemah budaya
hukum yang mengonversi prosedur hukum yang rumit dan kaku ke
dalam bahasa lokal yang humanis, sederhana, dan mudah dipahami
oleh masyarakat awam.
3) Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi

Pelaksanaan  bantuan  hukum  secara  garis  besar
diklasifikasikan ke dalam dua jalur utama, yaitu jalur litigasi dan
jalur non-litigasi. Bantuan hukum litigasi berorientasi pada
pendampingan, pembelaan, dan keterwakilan kepentingan hukum
penerima bantuan hukum di dalam proses peradilan formal, mulai
dari ranah kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga peradilan.
Sebaliknya, bantuan hukum non-litigasi beroperasi di luar ruang
sidang formal melalui serangkaian tindakan preventif dan edukatif
seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum awal, investigasi
perkara,  mediasi  komunitas, negosiasi, pendampingan
administratif, dan pemberdayaan hukum masyarakat (legal
empowerment). Salimuddin dan Ahmad menjelaskan bahwa

bantuan hukum non-litigasi memegang peran yang sangat krusial
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dalam sistem hukum nasional karena tidak semua konflik sosial
atau persoalan hukum di masyarakat harus bermuara pada putusan
pengadilan yang bersifat menang-kalah (zero-sum game)®.

Bagi profesi paralegal, ruang non-litigasi merupakan wilayah
kerja utama yang paling absah secara regulasi dan efektif secara
sosiologis. Meskipun paralegal tidak memiliki kewenangan litigasi
penuh (rights of audience) di persidangan sebagaimana advokat,
mereka memegang peran sentral dalam mengintervensi perkara
pada fase pra-litigasi atau menghentikan eskalasi konflik melalui
mekanisme perdamaian di tingkat komunitas. Paralegal bertindak
sebagai unit reaksi cepat yang mendeteksi dini persoalan hukum
warga, menyusun kronologi sengketa secara objektif, menata
kelengkapan dokumen dasar, dan memberikan opsi-opsi
penyelesaian di luar pengadilan. Apabila sengketa tersebut esensial
dan membutuhkan penanganan hukum tingkat lanjut di pengadilan,
paralegal akan mengoordinasikan rujukan perkara tersebut kepada
advokat atau lembaga bantuan hukum yang memiliki otoritas
litigasi resmi.

b. Hambatan Masyarakat Tidak Mampu dalam Memperoleh Bantuan
Hukum

1) Hambatan Ekonomi dan Geografis

53 Arifin Tumuhulawa Indra Lesmana Poetra Salimuddin, Ibrahim Ahmad, “Efektivitas
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh-01.Hn.03.03 Tahun 2021,” At-
Tanwir Law Review 5, No. 2 (2021): 346-64.
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Hambatan ekonomi tetap menempati urutan pertama sebagai
kendala struktural yang menghalangi masyarakat miskin untuk
mendapatkan  keadilan. Meskipun  hukum  positif  telah
menggariskan bahwa layanan bantuan hukum dari OBH
terakreditasi bersifat gratis (pro bono), masyarakat tetap dibebani
oleh biaya-biaya tidak langsung (indirect costs/opportunity costs)
yang acapkali melampaui kemampuan finansial mereka. Biaya
tersembunyi ini meliputi ongkos transportasi menuju kantor
hukum, biaya penggandaan berkas atau fotokopi dokumen
penunjang, biaya logistik harian selama proses pengurusan perkara,
serta kehilangan pendapatan harian akibat waktu bekerja yang
harus dikorbankan demi mengikuti prosedur birokrasi hukum yang
berbelit-belit.

Hambatan finansial ini diperparah oleh faktor isolasi
geografis. Mayoritas kantor Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan
lembaga peradilan formal umumnya berpusat di wilayah perkotaan
atau pusat administrasi kabupaten. Bagi masyarakat yang hidup di
wilayah pinggiran, kecamatan terpencil, atau kawasan pedesaan,
jarak fisik ini menjadi dinding pemisah yang nyata.

Moonti menjelaskan bahwa keterbatasan akses masyarakat
perdesaan terhadap keberadaan advokat profesional menjadi

argumen sosiologis yang sangat kuat mengenai urgensi penguatan
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dan perluasan kapasitas paralegal di tingkat desa®. Keberadaan
paralegal yang hidup dan menetap di tengah komunitas lokal secara
otomatis mereduksi hambatan geografis tersebut, memangkas biaya
mobilitas warga, dan menyediakan pos pengaduan hukum terdekat
yang dapat diakses kapan saja tanpa terkendala jarak.
2) Hambatan Pengetahuan dan Literasi Hukum

Hambatan krusial berikutnya yang bersifat epistemis adalah
rendahnya tingkat pengetahuan dan literasi hukum (legal illiteracy)
di kalangan masyarakat miskin. Ketidaktahuan ini tidak hanya
sebatas pada ketidakpahaman mengenai pasal-pasal hukum positif,
melainkan menyentuh aspek yang paling mendasar, yaitu
ketidaktahuan bahwa mereka memiliki hak hukum yang dilindungi
negara dan berhak mendapatkan pembelaan secara cuma-cuma.
Kebutaan hukum ini menyebabkan banyak warga tidak menyadari
bahwa tekanan, ketidakadilan, atau eksploitasi yang mereka alami
seperti penyerobotan tanah adat, kekerasan dalam rumah tangga,
atau praktik utang piutang yang menjerat merupakan bentuk
pelanggaran hukum yang dapat diproses secara hukum.

Rendahnya literasi hukum ini  berimplikasi pada
keterlambatan penanganan perkara atau bahkan pembiaran
sengketa hingga mencapai titik yang merugikan. Tantangan

struktural dan sosial dalam implementasi program bantuan hukum

" Roy Marthen Moonti, “Peningkatan Kapasitas Paralegal Dalam Pemberian Bantuan
Hukum Di Desa Deme Dua Dan Desa Bubalango Berdasarkan Peraturan Menkumham No . 1
Tahun 2018,” Jurnal Kabar Masyarakat 3, no. 2 (2025): 36—48.
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bagi masyarakat marginal berakar pada rendahnya budaya literasi
hukum, minimnya deseminasi informasi hukum yang merata, serta
lemahnya penetrasi akses terhadap lembaga bantuan hukum
formal®. Akibatnya, strategi paralegal tidak boleh sekadar bersifat
pasif menunggu aduan, melainkan harus agresif melakukan
penetrasi pengetahuan melalui program edukasi publik yang
sistematis guna merekonstruksi cara pandang masyarakat terhadap
hak-hak hukum mereka.
3) Hambatan Psikologis dan Kelembagaan

Selain kendala yang bersifat materiil dan kognitif, hambatan
yang tidak kalah pelik adalah hambatan psikologis yang tertanam
dalam kesadaran kolektif masyarakat miskin. Kelompok marginal
sering kali mengidap inferioritas psikologis dan trauma struktural
berupa rasa takut yang mendalam untuk berhadapan dengan aparat
penegak hukum atau institusi formal negara. Mereka memandang
lembaga peradilan sebagai ruang yang menakutkan, diskriminatif,
berbiaya tinggi, dan cenderung memenangkan kelompok yang
memiliki kekuasaan ekonomi (the haves). Selain itu, ada beban
sosial berupa rasa malu jika persoalan domestik atau sengketa
keluarga mereka terekspos ke ranah publik, yang pada akhirnya
memaksa mereka memilih untuk diam dan menerima ketidakadilan

(lumping it).

> Diva Sabrina Et Al., “Tantangan Struktural Dan Sosial Dalam Implementasi Bantuan
Hukum Bagi Masyarakat,” Jurnal Multidisiplin llmu Akademik 2, No. 2 (2025): 243-56.
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Hambatan psikologis ini berkelindan dengan hambatan
kelembagaan (institutional barriers) yang dipicu oleh rusaknya
saluran komunikasi dan koordinasi antara masyarakat akar rumput,
jajaran pemerintah tingkat desa, instansi kecamatan, serta lembaga
bantuan hukum formal. Minimnya jaringan penghubung yang
terpercaya membuat masyarakat mengalami  disorientasi
institusional; mereka tidak tahu ke mana harus mengadu, dokumen
apa yang harus disiapkan, dan bagaimana mekanisme birokrasi
yang benar. Dalam kondisi kevakuman sistemik ini, paralegal hadir
sebagai jangkar kelembagaan yang mencairkan kekakuan hubungan
tersebut, memulihkan kepercayaan publik (public trust), dan
menuntun masyarakat melewati labirin birokrasi hukum secara
aman.

4. Teori Strategi Pendampingan Hukum
a. Teori Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment)

Pemberdayaan hukum (legal empowerment) merupakan
paradigma kunci dalam diskursus akses keadilan kontemporer yang
menempatkan masyarakat miskin dan marginal bukan sekadar sebagai
penerima layanan hukum yang pasif, melainkan sebagai subjek aktif
yang memiliki kapasitas untuk memahami, menggunakan, dan
membentuk hukum demi perlindungan hak-hak dasarnya. Paradigma
ini muncul sebagai reaksi kritis terhadap model bantuan hukum

konvensional yang terlalu bergantung pada ketersediaan advokat
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profesional, skema biaya subsidi negara, dan formalisme prosedural
pengadilan, sehingga secara struktural tetap memproduksi
ketergantungan masyarakat miskin terhadap sistem hukum yang elitis.
Stephen Golub mendefinisikan legal empowerment sebagai
penggunaan bantuan hukum, pendidikan hukum, mediasi, advokasi,
serta penguatan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan
kendali (control) masyarakat miskin terhadap kehidupan mereka
sendiri*®. Golub membedakan dua model yang saling kontras:
pertama, rule of law orthodoxy yang memusatkan reformasi pada
pembangunan institusi negara dan pengadilan; kedua, legal
empowerment approach yang mengarahkan sumber daya langsung
pada pemberdayaan kapasitas hukum masyarakat di akar rumput.
Dalam kerangka yang lebih luas, Komisi UNDP tentang Legal
Empowerment of the Poor menyimpulkan bahwa sekitar empat miliar
manusia di dunia hidup di luar jangkauan hukum (outside the law),
dan bahwa pemberdayaan hukum merupakan instrumen pembangunan
manusia yang tak terpisahkan dari upaya pengentasan kemiskinan®’.
Komisi ini mengidentifikasi empat pilar utama: (1) akses terhadap
keadilan; (2) perlindungan hak atas properti; (3) perlindungan hak-hak
pekerja; dan (4) hak-hak bisnis bagi masyarakat miskin yang
kesemuanya menemukan konteks aplikasinya dalam kasus-kasus yang

ditangani paralegal di Kecamatan Tlogosari.

%6 Stephen Golub, Beyond Rule of Law Orthodoxy: The Legal Empowerment Alternative
(Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2003).
>" United Nations Development, Making the Law Work for Everyone (New York, 2008).
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b. Teori Mobilisasi Hukum (Legal Mobilization)

Teori mobilisasi hukum (legal mobilization) menjelaskan proses
dinamis di mana individu maupun kelompok masyarakat secara sadar
mengaktitkan dan menggunakan sumber daya hukum sebagai
instrumen untuk memperjuangkan hak-hak mereka, baik di dalam
maupun di luar ruang pengadilan formal. Michael W. McCann,
melalui karyanya Rights at Work: Pay Equity Reform and the Politics
of Legal Mobilization, merumuskan bahwa mobilisasi hukum bukan
semata-mata tentang kemenangan di meja peradilan, melainkan
tentang proses pembentukan kesadaran hukum yang mengubah cara
masyarakat memahami realitas sosial mereka dalam bingkai hak dan
kewajiban hukum®.

McCann berargumen bahwa hukum bekerja tidak hanya melalui
penerapan paksa oleh negara (coercive enforcement), melainkan juga
melalui fungsinya sebagai bahasa simbolik yang memberikan
legitimasi dan sumber daya retoris bagi kelompok-kelompok yang
berjuang untuk perubahan sosial®. Dalam perspektif ini, penggunaan
hukum oleh masyarakat marjinal adalah tindakan politik sekaligus
hukum yang berpotensi mentransformasi relasi kekuasaan yang tidak
seimbang. Pemahaman masyarakat tentang hukum terbentuk dari

pengalaman sehari-hari, bukan semata-mata dari teks normatif formal.

¥ Michael W. McCann, Rights at Work: Pay Equity Reform and the Politics of Legal
Mobilization (Chicago: University of Chicago Press, 1994).
% McCann.
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c. Teori Alternative Dispute Resolution (ADR)

Alternative Dispute Resolution (ADR) mencakup berbagai
mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat
sukarela dan berbasis konsensus, seperti konsultasi, negosiasi,
mediasi, dan konsiliasi. Literatur ADR di Indonesia menegaskan
bahwa mekanisme ini merupakan kelanjutan dari tradisi penyelesaian
sengketa berbasis musyawarah, kekeluargaan, dan perdamaian yang
telah lama hidup dalam masyarakat, dan ditujukan untuk
menghasilkan solusi win—win yang menjaga hubungan sosial para
pihak.”

Secara yuridis, ADR memperoleh pengakuan melalui peraturan
perundang-undangan yang mengatur arbitrase dan alternatif
penyelesaian sengketa, serta melalui peraturan Mahkamah Agung
yang mendorong mediasi sebagai tahapan wajib dalam perkara
perdata. Dalam definisi yang lazim digunakan, ADR adalah lembaga
penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang
disepakati para pihak, di luar mekanisme adjudikasi pengadilan,
dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian
ahli®.

Bagi paralegal, ADR menyediakan kerangka strategi
pendampingan non-litigasi yang sejalan dengan kedudukan mereka

sebagai aktor non-advokat yang tidak memiliki kewenangan untuk

5 Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999
Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” Pub. L. No. 3872 (199AD).
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beracara di pengadilan. Strategi seperti mediasi komunitas,
musyawarah keluarga, dan fasilitasi kesepakatan damai antara pihak
yang bersengketa menjadi instrumen utama untuk mencegah eskalasi
konflik ke ranah litigasi, sekaligus menjaga kohesi sosial di tingkat
desa. Dengan demikian, teori ADR memberikan dasar teoretis bagi
praktik mediasi sederhana dan penyelesaian sengketa berbasis kearifan
lokal yang dijalankan paralegal dalam upaya meningkatkan akses
keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

. Teori Strategi Berbasis Komunitas (Community-Based Strategy)

Teori Strategi Berbasis Komunitas (Community-Based Strategy)
merupakan konstruksi konseptual yang berakar dalam tradisi
pengembangan komunitas (community development) dan pekerjaan
sosial komunitas (community work), sebagaimana dirumuskan secara
sistematis oleh Gary Craig, Marjorie Mayo, dan Keith Popple dalam
karya komprehensif mereka The Community Development Reader:
History, Themes and Issues. Teori ini bertolak dari premis
fundamental bahwa intervensi sosial yang bersifat partisipatif,
inklusif, dan berakar pada realitas internal komunitas akan
menghasilkan dampak yang jauh lebih substansial dan lestari
dibandingkan model intervensi birokratis yang dirancang secara top-
down dari luar komunitas oleh institusi formal negara. Craig, Mayo,
dan Popple secara konsisten menegaskan bahwa setiap komunitas,

betapapun marginalnya secara struktural, senantiasa menyimpan
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kapasitas dan sumber daya internal yang apabila dimobilisasi secara
tepat dapat menjadi motor perubahan sosial yang transformatif®'.

Salah satu konsep sentral dalam teori ini adalah community
ownership, yang merujuk pada tingkat kepemilikan dan keterlibatan
komunitas atas proses, program, serta strategi yang dirancang untuk
mengatasi persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Semakin tinggi
derajat community ownership dalam sebuah program intervensi,
semakin besar kemungkinan program tersebut diterima secara legitim
oleh komunitas, diinternalisasi sebagai bagian dari kultur komunal,
dan menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan (sustainable
behavioral change) dalam jangka panjang. Konsekuensi epistemologis
dari prinsip ini adalah bahwa efektivitas seorang aktor pendampingan
tidak dapat diukur secara reduktif hanya dari kapasitas teknis-
yuridisnya, melainkan harus dinilai secara holistik berdasarkan sejauh
mana ia mampu membangun relasi kepercayaan (trust-based
relationship), membaca dan merespons konteks sosial-budaya lokal
secara adaptif, serta memposisikan dirinya sebagai bagian yang
integral dari komunitas yang dilayaninya, bukan sebagai pihak luar
yang sekadar mengeksekusi program.

e. Teori Strategi Berbasis Komunitas (Community-Based Strategy)
Teori Modal Sosial (Social Capital) dikembangkan secara

komprehensif oleh Robert D. Putnam, seorang ilmuwan politik

61 Keith Popple Craig, Gary, Marjorie Mayo, The Community Development Reader:
History, Themes and Issues (Bristol, 2011).
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Harvard University, melalui dua karya besarnya yang telah menjadi
referensi klasik dalam ilmu sosial kontemporer: Making Democracy
Work: Civic Traditions in Modern Italy (1993) dan Bowling Alone:
The Collapse and Revival of American Community (2000). Putnam
mendefinisikan modal sosial sebagai keseluruhan jaringan sosial
(social networks), norma-norma timbal balik (norms of reciprocity),
dan kepercayaan sosial (social trust) yang melekat dalam struktur
relasi antarindividu dan antarkelompok dalam suatu komunitas, yang
secara kolektif memungkinkan terwujudnya tindakan kerja sama yang
efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama yang tidak dapat diraih
secara individual. Dalam perspektif Putnam, modal sosial bukan aset
psikologis individual, melainkan properti relasional yang melekat
pada jaringan dan struktur sosial, sehingga bersifat kolektif, dapat
diakumulasikan melalui interaksi sosial yang berulang, dan dapat
dimobilisasi sebagai kapital produktif dalam menghadapi berbagai
tantangan komunal®.

Putnam secara analitis membedakan dua tipologi modal sosial
yang memiliki fungsi dan dampak berbeda namun saling
melengkapi. Pertama, bonding social capital (modal sosial pengikat),
yaitu ikatan sosial yang terjalin di dalam kelompok yang homogen
secara identitas mencakup kesamaan latar belakang etnis, agama,

status ekonomi, maupun afilisasi kultural. Modal sosial jenis ini

62 Raffaella Y. Putnam, Robert D.; Leonardi, Robert; Nanetti, Making Democracy Work:
Civic Traditions in Modern Italy (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993).
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berfungsi memperkuat solidaritas internal, mempertebal rasa saling
percaya antar-anggota komunitas, dan mempermudah mobilisasi
sumber daya internal dalam menghadapi persoalan
bersama. Kedua, bridging social capital (modal sosial penjembatan),
yaitu ikatan sosial yang mempertemukan kelompok-kelompok yang
berbeda secara identitas dan menghubungkan komunitas dengan
sumber daya, informasi, serta jaringan yang berada di luar batas-batas
komunitas itu sendiri. Modal sosial jenis ini berfungsi membuka akses
komunitas terhadap peluang dan sumber daya eksternal yang tidak
tersedia secara internal, sehingga secara signifikan memperluas
kapasitas komunitas untuk mengatasi persoalan-persoalan yang
bersifat struktural dan lintas batas kelembagaan.

Putnam lebih lanjut mengidentifikasi tiga produk fungsional
utama yang dihasilkan oleh akumulasi modal sosial dalam suatu
komunitas. Pertama, kepercayaan (frust) yang berfungsi mereduksi
biaya transaksi sosial (social transaction costs) dan memperlancar
proses kerja sama antar-aktor. Kedua, norma timbal balik (norms of
reciprocity) yang mendorong terbentuknya perilaku kooperatif dan
mencegah perilaku oportunistik. Ketiga, jaringan kerja (networks)
yang menjadi infrastruktur bagi aliran informasi, sumber daya, dan
dukungan sosial antarpihak. Ketiga elemen ini secara sinergis
membentuk ekosistem sosial yang kondusif bagi munculnya aksi

kolektif yang efektif (effective collective action). Sebaliknya, defisit
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modal sosial yang ditandai oleh rendahnya kepercayaan antarwarga,
melemahnya norma timbal balik, dan menipisnya jaringan kerja
komunal merupakan salah satu determinan struktural dari kondisi
kemiskinan, keterasingan, dan ketidakberdayaan kelompok marjinal
dalam menghadapi sistem hukum dan birokrasi formal yang
dominatif.
5. Magqasid al-Shariah Jasser Auda
a. Pengertian Maqasid al-Shariah

Secara etimologis, istilah magasid merupakan bentuk plural dari
kata magshad yang bermakna tujuan, substansi, intensi, arah, atau
sasaran akhir. Sementara itu, kata al-shariah secara generik bermakna
jalan air yang lurus, yang kemudian diarsiteki dalam terminologi
hukum Islam sebagai seperangkat ketetapan dan aturan ilahi yang
mengarahkan umat manusia menuju koridor kehidupan yang benar,
selamat, dan maslahat. Dengan menggabungkan kedua terma tersebut,
Magqasid al-Shariah secara epistemologis dipahami sebagai falsafah
hukum Islam yang memuat nilai-nilai fundamental, target ideal, dan
tujuan substantif yang ingin diwujudkan oleh Allah SWT selaku
Pembuat Hukum (Syari) dalam setiap lini pensyariatan hukum-Nya di
muka bumi. Tujuan agung ini tidak boleh disempitkan sebatas pada
ritual peribadatan individual yang bersifat transendental (mahdhah),
melainkan mencakup penataan tatanan sosial-kemasyarakatan,

penegakan keadilan universal, perwujudan kemaslahatan publik (jalb
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al-masalih), serta pencegahan total terhadap segala bentuk kerusakan
dan kezaliman (dar 'u al-mafasid)®>.

Dalam dinamika pemikiran hukum Islam (usu/ al-figh), Magasid
al-Shariah menduduki posisi sebagai metodologi kritik dan alat
analisis yang tajam untuk menegaskan bahwa hukum Islam tidak
boleh terjebak dalam formalisme tekstual atau berhenti pada kulit luar
aturan literal semata. Hukum harus dibaca secara teleologis, yaitu
selalu berorientasi pada spirit dan tujuan kemanusiaan yang
dikandungnya. Jika sebuah produk hukum, fatwa, atau praktik
penerapan hukum di tengah masyarakat justru melahirkan
ketidakadilan struktural, menyengsarakan kelompok lemah, atau
memproduksi kemudaratan baru, maka secara metodologis hukum
tersebut telah kehilangan legitimasi ilahiahnya dan harus ditafsirkan
ulang melalui kacamata Magasid®. Oleh karena itu, Magasid al-
Shariah berfungsi sebagai batu uji fundamental untuk menilai apakah
sebuah institusi hukum benar-benar bekerja melindungi harkat
martabat manusia atau justru menjadi alat penindasan.

Inti terdalam dari doktrin Magqasid al-Shariah adalah
maksimalisasi kemaslahatan dan eliminasi kemudaratan secara
holistik. Dalam formulasi teoritis klasik yang dirumuskan oleh ulama

terdahulu seperti Imam al-Ghazali dan al-Syatibi, kemaslahatan

% Jaser Auda, Magqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law (The International
Institute of Islamic Thought, 2008).

% Muhammad Jailani, “Maqasid Al-Shariah Dalam Reformasi Hukum Nasional : Menuju
Sistem Hukum Berkeadilan Dan Berkelanjutan,” Jurnal Syariah Dan Hukum Islam 4, No. 2
(2025): 28-35.
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universal tersebut distandardisasi ke dalam perlindungan pasif
terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia yang dikenal dengan
istilah al-daruriyyat al-khamsah, yang meliputi:

a) perlindungan agama (hifz al-din),

b) perlindungan jiwa (hifz al-nafs),

c¢) perlindungan akal (hifz al-"aql),

d) perlindungan keturunan/kehormatan (4ifz al-nasl), dan

e) perlindungan harta benda (hifz al-mal)

Namun, dalam diskursus hukum Islam kontemporer, bangunan
teori klasik ini mengalami rekonstruksi paradigmatik. Magasid tidak
lagi dipahami secara defensif-statis sebatas menjaga kelima unsur
tersebut dari kerusakan (hifz min al-’adam), melainkan direformulasi
secara ofensif-dinamis sebagai upaya sistematis untuk membangun,
mengembangkan, dan mewujudkan keadilan sosial, jaminan hak asasi
manusia, kemerdekaan berpikir, supremasi hukum, pemenuhan
martabat kemanusiaan (human dignity), serta kesejahteraan
masyarakat yang berkeadilan.

Refleksi paradigmatik kontemporer ini sangat krusial digunakan
sebagai pisau analisis dalam membedah problem bantuan hukum bagi
masyarakat tidak mampu. Persoalan ketiadaan akses hukum bagi
warga miskin bukan sekadar masalah teknis-prosedural di dalam
hukum acara, melainkan sebuah tragedi kemanusiaan yang

mencederai keadilan sosial yang dicita-citakan oleh syariat Islam.
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Ketika seorang warga miskin tidak mendapatkan pembelaan hukum
saat tanahnya dirampas, atau saat seorang perempuan marjinal
mengalami kekerasan domestik tanpa pendampingan, mereka tidak
hanya kehilangan hak hukumnya di atas kertas. Secara beruntun,
mereka akan mengalami kehancuran pada aspek ekonomi (kehilangan
harta/hifz al-mal), ancaman keselamatan fisik dan psikologis
(kehilangan jiwa/hifz al-nafs), serta runtuhnya kehormatan diri
(kehilangan martabat/hifz al-nasl).

Dalam kondisi kerentanan yang akut ini, eksistensi paralegal
tidak boleh dipandang sebelah mata sebagai pelengkap administrasi
belaka. Dalam perspektif hukum Islam, peran praktis yang dimainkan
oleh paralegal di tingkat lokal merupakan instrumen syar'i yang sangat
nyata (wasilah) untuk menegakkan keadilan dan mengawal
terwujudnya tujuan-tujuan agung syariat di bumi.

Dengan demikian, kerangka berpikir Magasid al-Shariah
digunakan dalam penelitian ini untuk membedah, menganalisis, dan
melegitimasi peran sosiologis paralegal dalam sistem bantuan hukum.
Masyarakat tidak mampu yang mengalami buta hukum, terhimpit
kemiskinan, dan terisolasi secara geografis dari akses advokat
profesional ~ berada dalam  posisi  ketertindasan  struktural
(mustadhafin). Posisi rentan ini menjadi pintu masuk utama bagi
bersarangnya kemudaratan dan kezaliman yang diharamkan oleh

agama. Oleh karena itu, seluruh rangkaian strategi penegakan hukum
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yang dijalankan oleh paralegal dalam membuka sekat-sekat isolasi
bantuan hukum secara substantif dinilai sebagai bentuk jihad
kemanusiaan yang berorientasi pada pencapaian tujuan tertinggi
syariat, yaitu membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan,
kerugian materiil, dan penderitaan sosial.
. Magqasid al-Shariah Menurut Jasser Auda
1) Pemikiran Jasser Auda tentang Magasid
Jasser Auda muncul sebagai salah satu tokoh pembaharu
hukum Islam kontemporer yang melakukan dekonstruksi dan
rekonstruksi radikal terhadap metodologi Magqasid al-Shariah
tradisional melalui aplikasi Pendekatan Sistem (Systems
Approach). Dalam karya monumentalnya, Magqasid al-Shariah as
Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, Auda
menegaskan bahwa Magasid harus dikembalikan khittahnya
sebagai fondasi filosofis utama dan ruh penggerak dari seluruh
bangunan hukum Islam. Bagi Auda, hukum Islam secara
fundamental tidak boleh dipahami secara sempit sebagai tumpukan
teks-teks hukum formal, kumpulan dogma yang kaku, atau
kompilasi pasal-pasal pidana-perdata yang lepas dari realitas
zaman. Sebaliknya, hukum Islam harus diposisikan sebagai sebuah
sistem nilai terbuka yang hidup, adaptif, teleologis, dan bergerak
dinamis demi menghadirkan keadilan sejati, rahmat bagi semesta

(rahmatan lil-'alamin), pemenuhan hak-hak asasi, kemerdekaan
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substantif, kemaslahatan yang merata, serta perlindungan mutlak
bagi martabat kem kemanusiaan®.

Pemikiran Jasser Auda dilandasi oleh kritik epistemologis
yang tajam terhadap corak pemikiran hukum Islam klasik dan
neoteksualisme modern yang cenderung reduksionis (at-falsafah
al-juz'iyyah), parsial, atomistik, dan terjebak pada formalisme
harafiah teks (/iteralism). Menurut Auda, kelemahan mendasar dari
model berpikir hukum yang parsial ini adalah ketidakmampuannya
dalam melihat kaitan logis antar-nas dan kegagalannya dalam
merespons kompleksitas problem sosial modern yang bercorak
multidimensional. Auda menawarkan tesis bahwa penafsiran dan
aplikasi hukum Islam harus didekati secara holistik, berbasis pada
tujuan (purpose-oriented), serta senantiasa divalidasi oleh realitas
kontemporer®. Melalui transformasi metodologis ini, Magasid al-
Shariah dapat keluar dari ruang perdebatan teoretis yang abstrak
dan menjelma menjadi metodologi operasional yang solutif untuk
mengintervensi krisis kemanusiaan modern, seperti kemiskinan
sistemik, ketimpangan jaminan perlindungan hukum, eksklusi
sosial, serta pemenuhan hak-hak dasar kelompok marjinal yang

terabaikan oleh hukum negara.

5 Auda, Magasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law.

6 Uthman Mehdad Al-turabi and Jasser Auda, “Toward a Maqa s Id-Based Legal
Reform : Systemic Thinking for Social Transformation in the Modern Muslim World,” Indonesian
Journal Of Islamic Law 8, no. 2 (2025): 209-28.
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Dalam konteks penelitian ini, konstruksi pemikiran Jasser
Auda menemukan relevansi teoretisnya yang sangat kuat. Kiprah
dan strategi yang ditunjukkan oleh paralegal di tingkat pedesaan
tidak boleh dinilai semata-mata sebagai aktivitas bantuan hukum
teknis yang kering dari nilai spiritual. Jika dibedah menggunakan
kacamata filosofis Auda, gerakan paralegal yang konsisten
membela hak-hak warga miskin, mengedukasi masyarakat yang
buta hukum, serta menyediakan pos mediasi damai di tingkat
komunitas, merupakan manifestasi konkret dari bekerjanya sebuah
sistem sosial-hukum Islam kontemporer. Kehadiran paralegal
menjadi instrumen taktis yang meruntuhkan kekakuan teks-teks
hukum dan mengubahnya menjadi energi sosial yang
membebaskan, menghadirkan kemaslahatan substantif, serta
menegakkan benteng perlindungan bagi martabat kemanusiaan
kelompok yang lemah secara struktural.

2) Magqasid sebagai Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem (systems approach) dalam konseptualisasi
Jasser Auda memandang hukum Islam sebagai sebuah entitas
organik yang utuh, kompleks, terbuka, dan berkelindan erat dengan
realitas sosial di sekelilingnya. Hukum tidak pernah lahir dan
beroperasi di dalam ruang hampa udara (social vacuum), melainkan
selalu  berada dalam dialektika konstan dengan kondisi

pertumbuhan ekonomi, struktur kebudayaan masyarakat, dinamika
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kelembagaan, tingkat literasi publik, serta cita-cita keadilan sosial
yang hidup dalam suatu komunitas. Oleh karena itu, setiap gejala
hukum atau sengketa yang terjadi di tengah masyarakat sama sekali
tidak boleh dianalisis secara atomistik-terpisah melulu dari
kacamata normatif pasal perundang-undangan, melainkan harus
dibedah secara komprehensif dengan melihat dampak sosiologis,
kausalitas sistemik, serta kontribusinya terhadap kemaslahatan riil
manusia®’.

Jika ditarik ke dalam diskursus bantuan hukum, pendekatan
sistem kontemporer ini membantu peneliti untuk membongkar akar
masalah mengapa akses keadilan bagi kelompok miskin sering kali
tersumbat. Kegagalan pencapaian keadilan tersebut bukan
disebabkan oleh ketiadaan regulasi normatif di tingkat pusat,
melainkan akibat adanya malapraktik sistemik berupa hambatan
finansial masyarakat bawah, jarak geografis yang terisolasi,
rendahnya literasi hukum warga, keterbatasan jumlah advokat
publik, serta adanya trauma psikologis kolektif terhadap arogansi
aparat hukum formal.

Dalam perspektif makro ini, peran yang dimainkan oleh
paralegal diposisikan sebagai sub-sistem atau elemen pengikat
(connecting element) yang sangat strategis dalam ekosistem

hukum. Paralegal menjadi elemen dinamis yang merekatkan celah

87 Al-turabi and Auda.
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retak antara struktur masyarakat bawah yang terisolasi dengan
struktur hukum formal negara yang elitis, sehingga roda keadilan
dapat berputar secara inklusif dan menyentuh seluruh lapisan sosial
tanpa terkecuali.
c. Enam Fitur Sistem Jasser Auda
1) Sifat Kognitif (Cognitivity)

Fitur sistem yang pertama dalam skema pemikiran Jasser
Auda adalah sifat kognitif (cognitivity). Fitur ini menegaskan
bahwa pemahaman, interpretasi, dan formulasi hukum Islam
(figh/qanun) sejatinya merupakan produk penalaran kognitif,
konstruksi intelektual, dan hasil ijtthad manusia yang dipengaruhi
oleh ruang, waktu, dan konteks sosial tertentu®. Auda menarik
garis demarkasi yang tegas antara wahyu ilahi (shariah) yang
bersifat absolut, sakral, mutlak, dan tidak berubah, dengan produk
pemikiran hukum (figh) yang bersifat relatif, profan, kontekstual,
dan terbuka terhadap kritik serta rekonstruksi. Karena karakter
dasarnya yang bercorak kognitif, maka operasionalisasi hukum
Islam harus selalu siap bertransformasi, beradaptasi, dan merespons
setiap pergeseran kebutuhan zaman serta orientasi kemaslahatan
manusia di lapangan. Penjelajahan konsep Magasid berbasis sifat

kognitif ini menuntut hukum Islam untuk terus bergerak dinamis

5% Auda, Magasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law.
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menembus batasan zaman agar terhindar dari kejumudan
doktrinal®.
2) Menyeluruh (Wholeness)

Fitur sistem yang kedua adalah menyeluruh atau keutuhan
(wholeness). Jasser Auda menolak keras cara berpikir reduksionis-
atomistik yang memandang hukum secara terfragmentasi,
terisolasi, dan terpisah-pisah dalam kotak-kotak pasal yang sempit.
Dalam pandangan holistik ini, sebuah sistem hukum harus
dianalisis sebagai satu kesatuan ekosistem yang utuh di mana satu
elemen dengan elemen lainnya saling memengaruhi dan
membentuk sebuah totalitas makna. Oleh karena itu, ketika
membedah problem hukum yang menimpa masyarakat tidak
mampu, peneliti tidak boleh hanya terpaku pada teks sengketa
hukum formalnya belaka, melainkan wajib memperluas cakrawala
pandang dengan mengintegrasikan variabel kondisi ekonomi
keluarga, tingkat penetrasi pendidikan, lanskap sosial-budaya
setempat, hingga relasi kuasa kelembagaan yang melingkarinya.

3) Terbuka (Openness)

Fitur sistem yang ketiga dalam rumusan Jasser Auda adalah
keterbukaan (openness). Auda menggarisbawahi bahwa sebuah
sistem hukum Islam yang sehat tidak boleh bercorak eksklusif,

terisolasi, atau menutup diri dalam menara gading dogmatisme

% Ahmad Khoirul Fata et al., “Meeting the Challenges of Time: Exploring the Concept of
Magqasid Shari’ah in the Thought of Jasser Auda,” A/-Mizan 21, no. 1 (2025): 65-94.
" Auda, Magasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law.
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kuno”'. Sistem hukum wajib membuka diri secara interdisipliner
terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern, peka terhadap
dinamika perubahan sosial, serta responsif terhadap tuntutan
kebutuhan riil yang disuarakan oleh peradaban manusia. Magasid
al-Shariah dalam watak keterbukaannya harus mampu menangkap
denyut nadi persoalan kontemporer yang dihadapi oleh umat
manusia hari ini, seperti jeratan kemiskinan = struktural,
ketimpangan gender, pemenuhan hak asasi kelompok minoritas,
serta penyumbatan akses terhadap keadilan bagi masyarakat
marjinal. Kontribusi terbesar Jasser Auda terletak pada
keberhasilannya merumuskan fikih dinamis yang meruntuhkan
sekat ketertutupan teori hukum Islam tradisional agar mampu
mentransformasikan diri di tengah perubahan sosial yang masif™.
4) Saling Berkaitan (Interrelated Hierarchy)

Fitur sistem yang keempat adalah hierarki yang saling
berkaitan (interrelated hierarchy). Melalui fitur ini, Jasser Auda
menegaskan bahwa tujuan-tujuan hukum di dalam Magqasid al-
Shariah sama sekali tidak berdiri sendiri-sendiri secara mandiri
atau terpisah dalam kasta yang saling menegasikan. Sebaliknya,
seluruh elemen perlindungan kemaslahatan kemanusiaan mulai dari
level individu, keluarga, komunitas, hingga tingkat global berada

dalam jaringan hierarki yang saling berkelindan, saling

71
Auda.
> Aulia Ranny Priyatna et al., “Menuju Fikih Dinamis : Kontribusi Jasser Auda Dalam
Transformasi Teori Hukum Islam,” Jurnal Syariah & Hukum Islam 4, no. 1 (2025): 1-13.
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mengandaikan, dan saling menguatkan satu sama lain. Kerusakan
pada satu simpul perlindungan kemaslahatan secara otomatis akan
memicu efek domino kerusakan pada simpul kemaslahatan yang
lain. Sebagai contoh nyata, jika hak atas akses bantuan hukum
(legal aid access) seorang warga negara dicabut atau tersumbat,
maka secara beruntun ia akan kehilangan perlindungan atas
hartanya (hifz al-mal), kehilangan ketenangan jiwa dan
keselamatan fisiknya (hifz al-nafs), serta mengalami kehancuran
pada kehormatan dan martabat sosial keluarganya (hifz al-nasl)”.
Multidimensi (Multidimensionally)

Fitur sistem yang kelima dalam konsepsi Jasser Auda adalah
multidimensi (multidimensionally/ta’addud al-ab’ad). Fitur ini
merupakan antitesis langsung dari cara berpikir oposisi biner
tradisional yang simplistis, yang selalu melihat realitas hukum
secara hitam-putih, salah-benar, atau legal-ilegal secara kaku. Auda
menawarkan paradigma baru bahwa setiap fenomena hukum dan
problem kemanusiaan selalu menyimpan karakter multidimensi
yang kompleks, sehingga wajib dibedah melalui integrasi berbagai
sudut pandang yang kaya: mulai dari dimensi normatif-yuridis,
dimensi sosiologis, dimensi ekonomi-materiil, dimensi etis-moral,
hingga dimensi psikologis kemanusiaan™. Penerapan sistem

multidimensi Jasser Auda sangat efektif untuk menghindarkan para

73 Auda,
™ Auda.

Magasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law.
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pemikir hukum dari jebakan kesimpulan yang sempit dan bias,
karena metode ini memaksa kita untuk mendamaikan berbagai
argumen yang tampaknya kontradiktif melalui pembacaan sudut
pandang yang berlapis dan komprehensif”.

6) Berorientasi Tujuan (Purposefulness)

Fitur sistem yang keenam, dan menduduki posisi sebagai
mahkota tertinggi dari seluruh arsitektur pemikiran Jasser Auda,
adalah berorientasi pada tujuan (purposefulness/al-ka'iniyyah al-
ghaiyyah). Fitur teologis-teleologis ini menegaskan dengan sangat
kuat bahwa setiap unsur, setiap pasal, setiap kebijakan, dan setiap
tindakan penegakan hukum di dalam ekosistem hukum Islam
secara mutlak harus diarahkan, divalidasi, dan diabdikan untuk
mencapai tujuan utama syariat (al-ghayah al-asasiyyah), yaitu
penegakan keadilan substantif, penyebaran rahmat kasih sayang,
pemenuhan hak asasi, serta pengawalan total terhadap kemuliaan
harkat martabat kemanusiaan’. Hukum yang baik, sah, dan berkah
dalam pandangan Auda bukanlah hukum yang sekadar patuh pada
tata prosedur formal, melainkan hukum yang secara nyata berhasil
menuntun kehidupan umat manusia menuju taraf hidup yang lebih
adil, sejahtera, aman, dan bermartabat. Pengintegrasian Magasid

al-Shariah ke dalam reformasi hukum nasional secara substansial

> Nur Wakhidah, “Jasser Auda’s Multidimensional System (Ta’addud Al-Ab’ad) in
Reconciling Contradictory Arguments,” Journal of Educational Sciences 9, no. 6 (2025): 5793—
5803.

7% Auda, Magqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law.
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bertujuan untuk membongkar sekat formalisme demi menghadirkan
keadilan yang memanusiakan manusia’’.

C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1: Kerangka Konsep

TOPIK UTAMA PENELITIAN:
PERAN PARALEGAL DALAM MENINGKATKAN AKSES g

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU 8
DI KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN BONDOWOS0D <~
ANALISIS MAQASID AL-SHARIAH JASSER AUDA

‘ [Dianalisis melalui]

¥

v
e ‘ Perspeki Maqasi l-Sharih Jasser Auda
n el asid al-sharian Jasser
L, Mﬂg rsp ag
[Diidentifikasi melalui] l [Dianalisis melalui]
| %1 TEORI STRATEGI AKSES BANTUAN HUKUM (A TEORI MAQASID AL-SHARIAH JASSER AUDA db |

3 rtian paralegal [Menghasilkan] * Konsep akses bantuan hukum [Menghasilkan] * Pengertian Magasid l[Menghaswlkan]
* Dasar hukum paralegal * Hambatan masyarakat tidak -1 = T * Maqgasid menurut Jasser Auda (_NII.AI KEMASLAHATAN ‘J

-

[Dijelaskan melalui]

* Tugas paralegal mampu e
« Batas kewenangan « Pemberi informasi hukum = Penyuluhan hukum » Mendekatkan layanan hukum * Enam fitur sistem: + Perlindungan hak
« Etika paralegal « Konsultan awal = Konsultasi awal « Mengurangi hambatan akses 1. Kognitif « Keadilan sosial
«+ Bentuk peran paralegal = Pendamping masyarakat siPandampingan nory|tigasi * Menyelesaikan sengketa 2. Menyeluruh » Perlindungan jiwa
* P hubu:g dem;an Gl i sederhana 3. Terbuka . Pellindungn arta
Hi i) . w”k‘“ ke g""mdwu « Memperkuat bantuan hukum 4, Saling berkaitan + Perlindungan martabat
s o) Tokal 5. Multidimensi « Kemaslahatan hukum
m‘mk:‘l 6. Berorientasi tujuan
Y 2

[Bermuara pada]

[Mewujudkan]

77 Huseyin Okur Zumiyati Sanu Ibrahim, Suud Sarim Karimullah, Andi Istiglal Assaad,
Rina Septiani, “Integration of Maqga s Id Al-Shari’ah in the Criminal Law Reform to Achieve
Justice and Human Dignity,” Jurnal Hukum Islam 23, no. 1 (2025): 106-28.



BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara
mendalam praktik, pengalaman, makna, dan strategi paralegal dalam
meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di
Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini tidak diarahkan
untuk mengukur hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan untuk
menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial-hukum yang berlangsung
secara alamiah di masyarakat. Penelitian kualitatif digunakan untuk
memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu
masalah sosial atau kemanusiaan.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus empiris. Studi kasus dipilih
karena penelitian berfokus pada satu lokasi dan satu fenomena tertentu, yaitu
praktik pendampingan hukum oleh paralegal bagi masyarakat tidak mampu di
Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Studi kasus tepat digunakan
untuk mengkaji fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata,
terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak dapat dipisahkan

secara tegas”.

" Chearly N.Poth Creswell, John W., Qualitative Inquiry and Research Design, 4th
Editio (Thousand Oaks, CA: Sage, 2018).

7 Robert K. Yin, Case Study Research and Applications: Design and Methods, 6th ed. (S
(Thousand Oaks; CA: SAGE Publications, 2018).
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Dengan jenis studi kasus empiris, penelitian ini tidak hanya mengkaji
ketentuan normatif mengenai bantuan hukum dan paralegal, tetapi juga
menelaah praktik nyata di lapangan. Penelitian ini berusaha memahami
bagaimana paralegal memberikan informasi hukum, membantu konsultasi
awal, melakukan pendampingan non-litigasi, memfasilitasi mediasi sederhana,
serta menghubungkan masyarakat dengan advokat atau lembaga bantuan
hukum. Oleh karena itu, studi kasus empiris dipandang tepat untuk
memperoleh pemahaman yang utuh mengenai peran paralegal sebagai

pendamping hukum berbasis komunitas.

. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Tlogosari Kabupaten
Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif
karena wilayah ini memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian.
Kecamatan Tlogosari dipilih karena terdapat praktik pendampingan hukum
oleh paralegal bagi masyarakat tidak mampu, khususnya melalui mekanisme
edukasi hukum, konsultasi awal, mediasi sederhana, pendampingan non-
litigasi, dan rujukan hukum kepada advokat atau lembaga bantuan hukum.

Alasan Penulis pada pemilihan Kecamatan Tlogosari sebagai lokasi
penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan, di antaranya:

1. Masyarakat di wilayah ini masih menghadapi hambatan dalam memperoleh
bantuan hukum, baik karena keterbatasan ekonomi, rendahnya literasi
hukum, jarak geografis menuju pusat layanan hukum, maupun

ketidaktahuan mengenai mekanisme bantuan hukum gratis.
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2. Keberadaan paralegal di wilayah ini menjadi penting karena paralegal
berada lebih dekat dengan masyarakat dan dapat menjembatani kebutuhan
hukum masyarakat dengan lembaga bantuan hukum formal.

3. Adanya keterlibatan LKBH Abu Zairi dalam praktik pendampingan hukum
masyarakat menjadikan wilayah ini relevan untuk dikaji sebagai lokus
penelitian bantuan hukum berbasis komunitas.

Berdasarkan ketiga alasan tersebut, peneliti meyakini bahwa kecamatan
Tlogasari yang berkoordinasi dengan LKBH Abu Zairi merupakan lokasi yang
strategis dan relevan dengan fokus penelitian, yaitu menganalisis peran
paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak
mampu.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berkedudukan sebagai key instrument
atau instrumen utama. Peneliti memiliki peran penting dalam merumuskan
fokus kajian, menentukan informan yang relevan, mengumpulkan data,
menguji keabsahan data, melakukan analisis, menafsirkan temuan lapangan,
serta merumuskan kesimpulan penelitian. Dalam penelitian kualitatif,
keberadaan peneliti menjadi sangat penting karena peneliti secara langsung
berinteraksi dengan situasi sosial, memahami konteks, menangkap makna, dan
menafsirkan fenomena yang diteliti®.

Peneliti hadir secara langsung di Kecamatan Tlogosari Kabupaten

Bondowoso untuk memperoleh data yang berkaitan dengan peran paralegal

% Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revi (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2021).
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dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
Kehadiran peneliti dilakukan secara terbuka kepada para informan, antara lain
paralegal, masyarakat penerima bantuan hukum, pengurus LKBH Abu Zairi,
advokat pendamping, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. Dalam proses
pengumpulan data, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan kajian
dokumen tanpa mencampuri atau memengaruhi proses pendampingan hukum
yang berlangsung di lapangan.
D. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut informan, yaitu
pihak yang dipilih untuk memberikan data sesuai kebutuhan penelitian®'.

Dalam penelitian ini, informan dipilih menggunakan teknik purposive

sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan

pertimbangan bahwa mereka memahami, mengalami, atau terlibat langsung
dalam praktik pendampingan hukum oleh paralegal.
Adapun subyek penelitian ini terdiri atas empat kategori:

a. Paralegal, dipilih karena terlibat langsung dalam pemberian informasi
hukum, konsultasi awal, pendampingan non-litigasi, mediasi sederhana,
dan rujukan perkara.

b. Penerima bantuan hukum, dipilih karena memiliki pengalaman langsung

dalam menerima pendampingan hukum dari paralegal.

1 Michael Quinn Patton, Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating

Theory and Practice, 2015.
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c. Tokoh masyarakat, dipilih karena mengetahui kondisi sosial masyarakat
dan praktik penyelesaian masalah hukum di Kecamatan Tlogosari.

d. Pengurus LKBH dan advokat, dipilih karena memahami mekanisme
bantuan hukum, koordinasi kelembagaan, serta batas kewenangan
paralegal dalam pendampingan masyarakat.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah peran paralegal dalam meningkatkan akses
bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari,
Kabupaten Bondowoso. Objek tersebut mencakup berbagai bentuk peran
paralegal dalam memberikan informasi hukum, konsultasi hukum awal,
pendampingan non-litigasi, mediasi sederhana, serta rujukan perkara
kepada advokat atau lembaga bantuan hukum.

Selain itu, objek penelitian ini juga mencakup strategi yang dilakukan
paralegal untuk mengatasi hambatan akses bantuan hukum yang dihadapi
masyarakat tidak mampu, baik berupa hambatan ekonomi, rendahnya
literasi hukum, jarak geografis, maupun keterbatasan akses terhadap
lembaga bantuan hukum formal. Dalam perspektif studi kasus, objek
penelitian dipahami sebagai fenomena yang dikaji secara mendalam dalam
konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan
konteks sosialnya tidak dapat dipisahkan secara tegas™.

Objek penelitian ini selanjutnya diarahkan pada analisis peran dan

strategi pendampingan paralegal dalam perspektif Maqasid al-Shariah

82 K. Yin, Case Study Research and Applications: Design and Methods.
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Jasser Auda. Dengan demikian, praktik bantuan hukum tidak hanya dilihat
sebagai aktivitas pendampingan hukum semata, tetapi juga sebagai upaya
mewujudkan kemaslahatan, perlindungan hak, keadilan, dan martabat
masyarakat tidak mampu.
E. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data
sekunder. Data primer digunakan sebagai sumber utama untuk memperoleh
informasi langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder digunakan sebagai
data pendukung untuk melengkapi, memperkuat, dan memverifikasi data
primer. Dalam penelitian kualitatif, data dapat diperoleh melalui wawancara,
observasi, dan kajian dokumen yang relevan dengan fokus penelitian®.
1. Data Primer
Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari
informan yang terlibat atau mengetahui praktik pendampingan hukum oleh
paralegal di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Informan dipilih
secara purposif karena dianggap memahami, mengalami, atau berhubungan
langsung dengan peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan
hukum bagi masyarakat tidak mampu.
Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas empat kelompok.
Pertama, paralegal, yaitu pihak yang terlibat langsung dalam pemberian
informasi hukum, konsultasi awal, pendampingan non-litigasi, mediasi

sederhana, dan rujukan perkara. Kedua, penerima bantuan hukum, yaitu

8 Creswell, John W., Qualitative Inquiry and Research Design.
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masyarakat tidak mampu yang pernah memperoleh pendampingan hukum
dari paralegal. Ketiga, tokoh masyarakat, yaitu pihak yang mengetahui
kondisi sosial masyarakat dan dinamika penyelesaian masalah hukum di
tingkat lokal. Keempat, pengurus LKBH dan advokat, yaitu pihak yang
memahami mekanisme bantuan hukum, koordinasi kelembagaan, serta
batas kewenangan paralegal.

Berikut adalah tabel data informan sebagai sumber data utama:

Tabel 31: Informan Penelitian

No. Nama Informan Status Informan

1 M. Imron Rosyidi Paralegal

2 Saifuddin Paralegal

3 Ritki Muhtarom Paralegal

4 Hilda Mutiatul Maula | Paralegal

5 Sofiah Penerima Bantuan Hukum
6 Bu Arik Penerima Bantuan Hukum
7 Hartono Penerima Bantuan Hukum
8 Hariri Penerima Bantuan Hukum
9 KH. Muhammad Holid | Tokoh Masyarakat

10 | Syamsul Hadi Tokoh Masyarakat

11 | Ust. Hafid Asnan Tokoh Masyarakat

12 | Muhammad Rofiki Pengurus LKBH

13 | Agus Heryanto Pengurus LKBH / Advokat

2. Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen dan
literatur yang berkaitan dengan paralegal, bantuan hukum, akses keadilan,
dan Magqasid al-Shariah. Data sekunder meliputi peraturan perundang-
undangan tentang bantuan hukum, dokumen LKBH Abu Zairi, catatan
kegiatan pendampingan, arsip mediasi, foto kegiatan, buku, jurnal ilmiah,

serta sumber tertulis lain yang relevan dengan fokus penelitian.
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F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui
observasi, wawancara semi-terstruktur, dan kajian dokumen. Ketiga teknik ini
digunakan secara terpadu agar data yang diperoleh dapat saling melengkapi.
Dalam penelitian kualitatif, penggunaan beberapa teknik pengumpulan data
penting untuk memperoleh pemahaman yang mendalam serta memperkuat
validitas temuan penelitian®.
1. Observasi
Teknik observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi
partisipatif terbatas. Observasi dilakukan dengan cara peneliti hadir secara
langsung di lapangan untuk mengamati praktik pendampingan hukum oleh
paralegal di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Melalui
observasi, peneliti dapat melihat secara langsung interaksi paralegal dengan
masyarakat, proses konsultasi awal, mediasi sederhana, pendampingan non-
litigasi, serta respons masyarakat terhadap keberadaan paralegal. Dalam
observasi partisipatif, peneliti terlibat dalam situasi sosial yang diamati,
tetapi tetap menjaga posisi akademik sebagai pengamat®.
Adapun data yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi
tentang:
a. Narasi hasil observasi tentang peran paralegal dalam meningkatkan
akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Indikator data yang

diperoleh sebagai berikut:

% Amarante Swift, The SAGE Handbook of Qualitative Research Design, 2022.
8 Creswell, John W., Qualitative Inquiry and Research Design.
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1) Bentuk edukasi hukum yang dilakukan paralegal kepada masyarakat.

2)  Proses konsultasi awal antara paralegal dan masyarakat.

3) Bentuk pendampingan non-litigasi dan mediasi sederhana.

4)  Rujukan perkara kepada advokat atau LKBH Abu Zairi.

. Narasi hasil observasi tentang strategi paralegal dalam membantu

masyarakat memperoleh bantuan hukum. Indikator data yang diperoleh

sebagai berikut:

1) Pola komunikasi paralegal dengan masyarakat.

2) Pendekatan  sosial, kekeluargaan, dan keagamaan dalam
pendampingan.

3) Koordinasi paralegal dengan LKBH, advokat, tokoh masyarakat, dan
perangkat desa.

4) Cara paralegal menghadapi hambatan ekonomi, literasi hukum, dan
akses geografis.

. Narasi hasil observasi tentang nilai Maqasid al-Shariah dalam praktik

pendampingan hukum. Indikator data yang diperoleh sebagai berikut:

1) Perlindungan hak dan kepentingan masyarakat tidak mampu.

2) Upaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

3) Pencegahan kerugian atau ketidakadilan dalam penyelesaian masalah
hukum.

4) Penguatan martabat dan rasa aman masyarakat penerima bantuan

hukum.
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2. Wawancara Semi-Terstruktur

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara
semi-terstruktur.  Wawancara  semi-terstruktur  dilakukan  dengan
menggunakan pedoman pertanyaan, tetapi tetap memberikan ruang kepada
informan untuk menjelaskan pengalaman, pandangan, dan pengetahuannya
secara terbuka®. Teknik ini digunakan agar peneliti memperoleh data yang
mendalam mengenai pengalaman informan dalam praktik pendampingan
hukum oleh paralegal.

Peneliti melakukan wawancara kepada paralegal, penerima bantuan
hukum, tokoh masyarakat, pengurus LKBH Abu Zairi, dan advokat.
Wawancara ini diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai peran
paralegal, strategi pendampingan hukum, hambatan masyarakat dalam
mengakses bantuan hukum, serta relevansi praktik bantuan hukum dengan
nilai Maqasid al-Shariah.

Adapun data yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara
tentang:

a. Informasi hasil wawancara tentang peran paralegal dalam meningkatkan
akses bantuan hukum. Indikator data yang diperoleh sebagai berikut:
1)Penjelasan paralegal tentang bentuk layanan hukum yang diberikan.
2)Pengalaman masyarakat saat memperoleh pendampingan hukum.
3)Peran paralegal dalam konsultasi, mediasi, edukasi hukum, dan

rujukan perkara.

% 'S. Kvale, S. and Brinkmann, Interviews: Learning the Craft of Qualitative Research
Interviewing, ed. 3rd Edition (Thousand Oaks, CA.: Sage Publications, 2015).



95

4)Dampak pendampingan paralegal terhadap akses masyarakat pada
bantuan hukum.

b. Informasi hasil wawancara tentang strategi paralegal dalam memberikan
pendampingan hukum. Indikator data yang diperoleh sebagai berikut:
1)Strategi paralegal dalam membangun kepercayaan masyarakat.
2)Strategi mengatasi rendahnya literasi hukum masyarakat.
3)Koordinasi paralegal dengan LKBH, advokat, tokoh masyarakat, dan

perangkat desa.
4)Hambatan yang dihadapi paralegal dalam proses pendampingan
hukum.

c. Informasi hasil wawancara tentang peran paralegal dalam perspektif
Magqasid al-Shariah. Indikator data yang diperoleh sebagai berikut:
I)Pandangan informan tentang nilai keadilan dalam pendampingan

hukum.
2)Bentuk perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat tidak
mampu.
3)Upaya paralegal dalam mencegah kerugian dan ketidakadilan.
4)Relevansi pendampingan hukum dengan kemaslahatan masyarakat.
3. Kajian Dokumen
Kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan melalui penelusuran dan telaah terhadap dokumen yang
berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen dalam penelitian kualitatif

berfungsi sebagai sumber data pendukung yang dapat memperkuat,
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melengkapi, dan memverifikasi data hasil observasi serta wawancara®'.
Dalam penelitian ini, kajian dokumen digunakan untuk menelaah berbagai
arsip, catatan, foto kegiatan, regulasi, serta literatur akademik yang
berhubungan dengan praktik bantuan hukum oleh paralegal.
Adapun data yang diperoleh dengan menggunakan teknik kajian

dokumen tentang:
a. Dokumen tentang peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan

hukum. Indikator data yang diperoleh sebagai berikut:

1)Catatan pendampingan atau konsultasi hukum.

2)Dokumentasi kegiatan edukasi hukum atau penyuluhan.

3)Dokumen rujukan perkara kepada LKBH atau advokat.

4)Foto kegiatan pendampingan hukum.
b. Dokumen tentang strategi paralegal dalam memberikan bantuan hukum.

Indikator data yang diperoleh sebagai berikut:

I)Catatan mediasi atau kesepakatan penyelesaian masalah.

2)Dokumen koordinasi antara paralegal, LKBH, advokat, dan pihak

lokal.

3)Data penerima bantuan hukum.

4)Dokumen kegiatan LKBH Abu Zairi yang berkaitan dengan paralegal.
c. Dokumen tentang bantuan hukum dan Maqasid al-Shariah. Indikator

data yang diperoleh sebagai berikut:

7 Glenn A Bowen, “Document Analysis as a Qualitative Research Method,” Qualitative
Research Journal 9, no. 2 (August 3, 2009): 27-40, https://doi.org/10.3316/QRJ0902027.
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1) Peraturan perundang-undangan tentang bantuan hukum.

2) Dokumen kelembagaan LKBH Abu Zairi.

3) Literatur akademik tentang paralegal dan access to justice.

4) Literatur akademik tentang Magqasid al-Shariah Jasser Auda.
G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles,
Huberman, dan Saldafia. Model ini dipilih karena sesuai dengan karakter
penelitian kualitatif yang menempatkan analisis data sebagai proses yang
berlangsung secara terus-menerus, sejak data mulai dikumpulkan hingga
penelitian selesai. Analisis data kualitatif meliputi tiga alur kegiatan utama,
yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan
verifikasi. Ketiga alur tersebut tidak berjalan secara terpisah, tetapi saling
berkaitan dan berlangsung secara interaktif*.

Dalam penelitian ini, model Miles, Huberman, dan Saldafia digunakan
untuk menganalisis data mengenai peran paralegal dalam meningkatkan akses
bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari
Kabupaten Bondowoso. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara
semi-terstruktur, dan kajian dokumen dianalisis dengan cara dikondensasi,
disajikan, kemudian diverifikasi untuk menemukan pola, tema, dan makna

yang sesuai dengan fokus penelitian.

% Johny Saldana Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis A
Methods Sourcebook, 3rd ed. (Washington, DC: Sage Publications, 2014).
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1. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan proses memilih, memfokuskan,
menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang
diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen penelitian. Miles,
Huberman, dan Saldafia menjelaskan bahwa kondensasi data dilakukan
sejak awal penelitian hingga penulisan laporan agar data yang diperoleh
lebih terarah dan relevan dengan fokus penelitian®. Dalam penelitian ini,
kondensasi data dilakukan terhadap data yang berkaitan dengan peran
paralegal, strategi paralegal, dan analisis Maqasid al-Shariah Jasser Auda
terhadap praktik bantuan hukum.

Adapun proses kondensasi data dalam penelitian ini meliputi:
a. Memilih Data (Selecting)

Pada tahap ini, peneliti memilih data yang relevan dengan fokus
penelitian. Data yang dipilih berasal dari hasil wawancara, observasi,
dan dokumen yang berkaitan dengan praktik pendampingan hukum oleh
paralegal di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Data yang
tidak berkaitan dengan fokus penelitian tidak digunakan dalam proses
analisis.

b. Memfokuskan Data (Focusing)

Data yang telah dipilih kemudian difokuskan berdasarkan tema

penelitian, yaitu peran paralegal, strategi paralegal dalam meningkatkan

akses bantuan hukum, dan perspektif Maqasid al-Shariah Jasser Auda.

% Matthew B. Miles, A. Michael Huberman.



99

Proses ini dilakukan agar analisis data lebih terarah dan sesuai dengan
rumusan masalah penelitian.
c. Menyederhanakan Data (Simplifying)

Data lapangan yang masih kompleks dan beragam disederhanakan
ke dalam bentuk uraian singkat, kategori, dan tema tertentu. Misalnya,
data mengenai konsultasi awal, edukasi hukum, dan mediasi sederhana
dikelompokkan sebagai bentuk peran paralegal dalam bantuan hukum
non-litigasi.

d. Mengabstraksikan Data (4bstracting)

Pada tahap ini, peneliti menyusun inti makna dari data yang telah
diperoleh. Data empiris yang berasal dari pengalaman informan
kemudian dipahami dan dihubungkan dengan konsep bantuan hukum,
access to justice, serta Maqasid al-Shariah Jasser Auda.

e. Mentransformasikan Data (Transforming)

Tahap terakhir dilakukan dengan mengubah data lapangan ke
dalam bentuk narasi analitis, matriks, tabel, dan pola hubungan antar-
tema agar memudahkan proses penyajian data dan penarikan
kesimpulan. Transformasi data ini membantu peneliti dalam melihat
keterkaitan antara praktik pendampingan hukum oleh paralegal dengan
perlindungan hak dan kemaslahatan masyarakat tidak mampu.

2. Penyajian Data
Penyajian data dilakukan setelah data dikondensasi. Miles,

Huberman, dan Saldafia menjelaskan bahwa penyajian data bertujuan
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membantu peneliti memahami apa yang sedang terjadi dan menentukan
langkah analisis selanjutnya. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan
dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan wawancara, tabel temuan, dan
matriks hubungan antar-tema.

Penyajian data diarahkan untuk memperlihatkan hubungan antara
peran paralegal dengan peningkatan akses bantuan hukum, hubungan
antara strategi paralegal dengan hambatan masyarakat tidak mampu, serta
hubungan antara praktik pendampingan hukum dengan nilai-nilai Maqasid
al-Shariah. Dengan penyajian tersebut, peneliti dapat melihat pola temuan
secara lebih jelas dan sistematis.

. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam
model Miles, Huberman, dan Saldafia, kesimpulan awal yang muncul
selama proses penelitian harus terus diverifikasi agar tidak bersifat tergesa-
gesa. Verifikasi dilakukan melalui pengecekan ulang data, perbandingan
antar-informan, pencocokan dengan dokumen, serta konfirmasi kepada
informan apabila diperlukan.

Dalam penelitian ini, kesimpulan akhir disusun untuk menjawab tiga
fokus penelitian. Pertama, bagaimana peran paralegal dalam meningkatkan
akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Kedua, bagaimana
strategi paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum. Ketiga,
bagaimana peran paralegal tersebut dianalisis melalui perspektif Maqgasid

al-Shariah Jasser Auda. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan
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tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan sesuai dengan
kerangka teori yang digunakan.
H. Keabsahan Data
Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan
bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan
secara ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data penting
dilakukan agar hasil penelitian benar-benar menggambarkan kondisi yang
terjadi di lapangan. Lincoln dan Guba menjelaskan bahwa validitas dalam
penelitian kualitatif dapat dibangun melalui kredibilitas, transferabilitas,
dependabilitas, dan konfirmabilitas®. Dalam penelitian ini, pengujian
keabsahan data difokuskan pada triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan
member check.
1. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang
diperoleh dari berbagai informan. Data hasil wawancara dengan
paralegal dibandingkan dengan data dari penerima bantuan hukum,
tokoh masyarakat, pengurus LKBH Abu Zairi dan advokat pendamping.
Teknik ini digunakan untuk melihat konsistensi informasi serta
memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai praktik
pendampingan hukum oleh paralegal di Kecamatan Tlogosari

Kabupaten Bondowoso.

%Y. S. Guba, E. G., & Lincoln, Competing Paradigms in Qualitative Research. In N. K.
Denzin & Y. S. Lincoln, Handbook o (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994).
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2. Triangulasi Teknik

3.

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang
diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kajian dokumen. Data
yang diperoleh dari wawancara kemudian diperiksa kembali melalui
hasil observasi lapangan dan dokumen pendukung, seperti catatan
pendampingan, arsip mediasi, atau dokumentasi kegiatan bantuan
hukum. Dengan cara ini, data penelitian tidak hanya bergantung pada
satu teknik pengumpulan data, sehingga dapat meningkatkan tingkat
kepercayaan hasil penelitian.

Member Check

Member check dilakukan dengan mengonfirmasi kembali data atau
hasil interpretasi peneliti kepada informan. Teknik ini bertujuan
memastikan bahwa data dan penafsiran yang ditulis peneliti sesuai
dengan maksud serta pengalaman informan. Creswell dan Poth
menjelaskan bahwa member check merupakan salah satu teknik penting
untuk meningkatkan kredibilitas penelitian kualitatif karena melibatkan
informan dalam proses verifikasi data’. Dalam penelitian ini, member
check dilakukan dengan menunjukkan ringkasan hasil wawancara atau
temuan tertentu kepada informan untuk memperoleh klarifikasi dan

koreksi apabila terdapat kekeliruan pemahaman.

! Creswell, John W., Qualitative Inquiry and Research Design.
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I. Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian ini dilakukan secara sistematis agar proses penelitian
berjalan terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Creswell dan
Poth menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dilakukan melalui tahapan yang
saling berkaitan mulai dari persiapan penelitian, pengumpulan data, analisis
data, hingga penyusunan laporan penelitian®’. Adapun tahapan penelitian ini
meliputi tahap pra-penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap analisis
serta penyusunan laporan.
1. Tahap Pra-Penelitian
Pada tahap pra-penelitian, peneliti melakukan observasi awal untuk
mengidentifikasi fenomena dan masalah yang berkaitan dengan peran
paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak
mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya,
peneliti menyusun rancangan penelitian, menentukan fokus penelitian,
melakukan kajian pustaka, menyusun pedoman wawancara dan observasi,
serta mengurus perizinan penelitian. Pada tahap ini, peneliti juga
melakukan pemetaan awal terhadap informan yang dianggap mengetahui
praktik pendampingan hukum oleh paralegal.
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian
Pada tahap pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan pengumpulan
data melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan kajian dokumen.

Pengumpulan data dilakukan secara langsung kepada paralegal, penerima

%2 Creswell, John W.
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bantuan hukum, tokoh masyarakat, pengurus LKBH Abu Zairi, dan
advokat pendamping. Pada tahap ini, peneliti mulai melakukan pencatatan,
pengelompokan, dan identifikasi data sesuai fokus penelitian agar proses
analisis dapat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
3. Tahap Analisis dan Penyusunan Laporan

Tahap analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles,
Huberman, dan Saldafia, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta
penarikan kesimpulan dan verifikasi”. Setelah proses analisis selesai,
peneliti menyusun laporan penelitian secara sistematis sesuai struktur tesis
yang meliputi paparan data, temuan penelitian, pembahasan, kesimpulan,
implikasi, dan saran. Tahap ini bertujuan menghasilkan laporan penelitian
yang dapat menjelaskan secara mendalam mengenai peran paralegal dalam
meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di

Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

%3 Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook.



BAB 1V
PAPARAN DATA DAN ANALISIS
A. Paparan Data Dan Analisis
1. Peran Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten
Bondowoso

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa peran paralegal
dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu
di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dilakukan melalui berbagai
bentuk pendampingan hukum masyarakat secara langsung, yaitu pemberian
informasi hukum, konsultasi hukum awal, pendampingan administratif,
mediasi non-litigasi, penyelesaian konflik sosial masyarakat, hingga
penghubung masyarakat dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
(LKBH) Abu Zairi dan advokat™.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, peneliti menemukan bahwa
keberadaan paralegal memiliki posisi yang cukup penting di tengah
masyarakat karena masyarakat lebih mudah menyampaikan persoalan
hukum kepada paralegal dibandingkan langsung kepada advokat atau
lembaga hukum formal. Hal tersebut disebabkan karena paralegal memiliki
kedekatan sosial dengan masyarakat sehingga masyarakat merasa lebih
nyaman dan tidak merasa takut ketika berkonsultasi mengenai persoalan

hukum yang dihadapi.

% Observasi Lapangan, (Bondowoso: LKBH Abu Zairi, 07 Februari 2026)
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Dalam praktik pendampingan di lapangan, peneliti menemukan
bahwa paralegal aktif mendatangi masyarakat yang mengalami persoalan
hukum, membantu masyarakat memahami prosedur bantuan hukum gratis,
memberikan penjelasan mengenai hak-hak hukum masyarakat, membantu
menyiapkan dokumen administratif, serta melakukan pendampingan ketika
masyarakat menghadapi proses penyelesaian perkara.

Dilain itu, hasil observasi juga menunjukkan bahwa sebagian besar
masyarakat yang menerima bantuan hukum berasal dari kelompok ekonomi
menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan pemahaman hukum dan
keterbatasan ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat sering
merasa takut berhadapan dengan lembaga hukum formal karena
menganggap proses hukum membutuhkan biaya besar, rumit, dan
memakan waktu lama.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti juga menemukan bahwa
paralegal tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga
menjalankan fungsi sosial di tengah masyarakat. Hal tersebut terlihat ketika
paralegal berupaya menciptakan komunikasi yang persuasif dan
kekeluargaan sehingga masyarakat merasa lebih terbuka dalam
menyampaikan persoalan hukumnya.

Dalam proses pendampingan, peneliti mengamati bahwa paralegal
membantu masyarakat mulai dari tahap konsultasi awal, identifikasi

masalah hukum, pengumpulan dokumen pendukung, mediasi antar pihak
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yang berselisih, hingga melakukan koordinasi dengan pihak LKBH dan

advokat apabila perkara membutuhkan pendampingan lebih lanjut.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu P1

selaku paralegal menyatakan bahwa:
“Kalau masyarakat di sini itu sebenarnya banyak yang mengalami
masalah hukum mas, tetapi mereka takut datang langsung ke
pengacara karena mengira biayanya mahal. Jadi biasanya kami
membantu menjelaskan dulu tentang bantuan hukum gratis dan
membantu masyarakat melengkapi administrasi yang dibutuhkan.

Kadang masyarakat itu tidak tahu kalau ada bantuan hukum gratis,

jadi kami harus menjelaskan pelan-pelan supaya mereka memahami
95 9

hak hukumnya™.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa
masyarakat masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai akses
bantuan hukum gratis. Oleh sebab itu, paralegal berperan penting sebagai
pemberi informasi hukum awal bagi masyarakat.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan P2 selaku paralegal yang
menyatakan bahwa:

“Biasanya masyarakat lebih nyaman menyampaikan masalahnya

kepada paralegal karena kami dekat dengan masyarakat. Banyak

persoalan keluarga dan utang piutang yang awalnya disampaikan

kepada kami sebelum dibantu lebih lanjut oleh LKBH. Kadang

masyarakat malu kalau langsung datang ke pengacara, jadi biasanya

mereka cerita dulu kepada kami®®.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kedekatan sosial antara
paralegal dan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan

akses bantuan hukum masyarakat.

> M. Imron Rosyidi (P1), wawancara (Gunosari, 12 Maret 2026).
% Saifuddin (P2), wawancara (Pakisan, 15 Maret 2026).
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Hal ini senada dengan pernyataan P3 selaku perangkat desa sekaligus
paralegal yang menyatakan bahwa:

“Kalau ada warga yang mengalami masalah hukum biasanya datang
dulu ke desa dek. Dari situ kami membantu menghubungkan
masyarakat dengan LKBH Abu Zairi supaya masyarakat bisa
mendapatkan pendampingan hukum. Biasanya masyarakat lebih
percaya kalau dijelaskan langsung oleh orang yang mereka kenal

dek97.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa perangkat desa
juga memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memperoleh
akses bantuan hukum melalui koordinasi dengan paralegal dan LKBH.

Hal in1 dikuatkan oleh P4 selaku paralegal yang menyatakan bahwa:
“Banyak masyarakat yang belum memahami syarat administrasi
bantuan hukum. Jadi kami membantu menyiapkan KTP, KK, surat
keterangan tidak mampu, dan dokumen lainnya supaya proses
pendampingannya lebih mudah. Kadang masyarakat tidak tahu
dokumen apa saja yang dibutuhkan, jadi kami dampingi dari awal
tad™.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan administratif
menjadi salah satu bentuk peran penting paralegal dalam membantu
masyarakat memperoleh akses bantuan hukum.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh M1 selaku penerima bantuan
hukum yang menyatakan bahwa:

“Saya sebelumnya takut mengurus masalah hukum mas, karena saya

kira biayanya mahal. Setelah dibantu paralegal saya jadi tahu

prosedurnya dan dibantu mengurus administrasinya. Kalau tidak

dibantu mungkin saya tidak berani mengurus masalah itu®.”

°7 Rifki Muhtarom (P3), wawancara (Sekar Putih, 23 Maret 2026).
%% Hilda Mutiatul Maula (P4), wawancara (Pakisan, 25 Maret 2026)
% M1, wawancara (Pakisan, 13 Maret 2026).
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Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan paralegal membantu
mengurangi rasa takut masyarakat terhadap proses hukum formal, yang
biasanya enggan untuk berurusan dengan administrasi, karena dibantu
dengan paralegal menjadi lebih berani untuk menghadapi masalahnya.

Hal ini ditambahkan oleh M2 selaku penerima bantuan hukum yang
menyatakan bahwa:

“Masalah saya terkait utang usaha yang akhirnya bisa dimediasi mas.

Paralegal membantu saya mempertemukan kedua pihak supaya tidak

sampai dibawa ke pengadilan. Jadi masalahnya bisa selesai secara

baik-baik'®.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa paralegal tidak hanya
membantu masyarakat memperoleh akses hukum formal, tetapi juga
membantu penyelesaian konflik melalui jalur non-litigasi.

Hal ini diperkuat juga oleh M3 selaku penerima bantuan hukum yang
menyatakan bahwa:

“Paralegal membantu menjelaskan hak hukum saya dan

menghubungkan saya dengan pihak LKBH ketika membutuhkan

pendampingan lebih lanjut. Saya merasa lebih tenang karena ada

yang membantu mendampingi mas, beneran ini'"'.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan paralegal
memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi
persoalan hukum.

Hal ini ditambahkan oleh T1 selaku Pengasuh Pesantren Abu Zairi

yang menyatakan bahwa:

1% M2, wawancara (Pakisan, 12 Maret 2026).
%' M3, wawancara (Palalangan, 26 Maret 2026)
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“Keberadaan paralegal penting karena masyarakat desa masih
memiliki keterbatasan pemahaman hukum. Pendekatan sosial dan
keagamaan membuat masyarakat lebih mudah menerima
pendampingan hukum. Kalau masyarakat langsung dihadapkan pada
proses hukum formal biasanya mereka takut'*.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan sosial dan
keagamaan menjadi strategi penting dalam meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap bantuan hukum.

Hal ini diperkuat oleh T2 selaku tokoh masyarakat yang menyatakan
bahwa:

“Paralegal itu menjadi penghubung antara masyarakat dengan

lembaga hukum. Banyak masyarakat yang awalnya tidak tahu harus

mengadu ke mana akhirnya bisa memperoleh bantuan karena
diarahkan oleh paralegal'”.”

Hal ini senada dengan pernyataan T3 selaku Pengurus MWC NU
Tlogosari yang menyatakan bahwa:

“Bantuan hukum masyarakat itu tidak cukup hanya mengandalkan

advokat. Di tingkat masyarakat desa, peran paralegal sangat penting

karena mereka lebith dekat dengan masyarakat dan memahami
kondisi sosial masyarakat'®.”

Hal ini diperkuat oleh L1 selaku Sekretaris LKBH Abu Zairi yang
menyatakan bahwa:

“Paralegal sangat membantu memperluas akses bantuan hukum

karena jumlah advokat terbatas. Paralegal menjadi pintu awal

masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum. Banyak masyarakat
yang awalnya datang ke paralegal kemudian diarahkan ke LKBH'®.”

2026)

192 KH. Muhammad Holid (T1), wawancara (Kompleks Pesantren Abu Zairi, 2 April

13 Syamsul Hadi (T2), wawancara (Pakisan, 1 April 2026)
194 Ust. Hafid Asnan (T3), wawancara (Sukokerto, 20 April 2026)
1% Muhammad Rofiki (L1), wawancara (Kantor LKBH Abu Zairi, 9 April 2026)
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Hal ini diperkuat juga oleh L2 selaku advokat LKBH Abu Zairi yang
menyatakan bahwa:

“Peran paralegal sangat penting terutama dalam pendampingan awal

masyarakat. Banyak persoalan masyarakat yang sebenarnya bisa

diselesaikan melalui mediasi dan pendekatan sosial sebelum masuk

ke proses litigasi'®.”

Hasil observasi dan wawancara ini diperkuat dengan kajian dokumen
arsip konsultasi hukum,

yaitu data kasus pendampingan masyarakat,

laporan kegiatan bantuan hukum dan surat rujuan perkara sebagai berikut:

ABU ZAIRI

Jin. Raya Pakisan RT 06 RW 01 Pakisan - Tlogosari - Boncowoso 68272
Telp. +6281902779492 | website. www. jri.a
Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

d");:‘:;:, Qﬁ LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)

acid | email.

DATA KASUS PENDAMPINGAN MASYARAKAT

Nomor: 011/LKBH-ABZ/DPM/1/2025

1 Ml Sengketa Nafkah | Konsultasi hukum, Koordinasi dengan
Keluarga pendampingan LKBH Abu Zain
administrasi, dan mediasi
keluarga
211 M2 Sengketa Utang | Mediasi non-litigasi dan. | Penyelesaian
Piutang musyawarah damai
3 M3 Hak Asuh Anak Konsultasi hukum dan Pendampingan
pendampulgan advokat
inistratif
4 M4 Administrasi Pend: ingan pengurusan | Dokumen selesai
Kependudukan dokumen diproses
5 M5 Konflik Sosial Mediasi sosial dan Penyelesaian
Masyarakat koordinasi tokoh musyawarah
masyarakat
6 M6 Sengketa Waris Konsultasi hukum Kesepakatan
Keluarga keluarga Islam dan keluarga
mediasi
T M7 Kekerasan Dalam | Pendampingan awal dan Penanganan oleh
Rumah Tangga rujukan bantuan hukum LKBH
8 M8 Perselisihan Utang | Konsultasi hukum dan Penyelesaian non-
Piutang mediasi kekeluargaan litigasi
9 M9 Perceraian Pendampingan Pendampingan
administrasi perkara litigasi
10 MI0 Sengketa Tanah Konsultasi hukum dan Pendampingan
[ Keluarga koordinasi perangkat desa | lanjutan
11 Mll Perselisihan Hak | Mediasi keluarga dan Penyelesaian
| Waris konsultasi hukum musyawarah
12 MI2 Konflik Usaha Mediasi dan ke Penyelesaian
Masyarakat hukum ekonomi damai

Bondowoso, 23 Desember 2025

Mengetahui,

Ketua LKBH Abu Zairi

Agus Heriyanto, S.H

Sekretaris LKBH Abu Zairi

Muhammad Rofiki, S.H

Gambar 4.1: Data Pendampingan Masyarakat

19 Agus Heryanto (L2), wawancara (Bondowoso, 15 April 2026)
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Berdasarkan dokumen data pendampingan masyarakat tersebut
diketahui bahwa paralegal aktif melakukan pendampingan terhadap
masyarakat tidak mampu yang mengalami persoalan hukum keluarga,
sengketa utang piutang, konflik sosial, dan administrasi kependudukan.
Dokumen tersebut memuat identitas masyarakat, jenis perkara, bentuk
pendampingan, serta tindak lanjut pendampingan hukum yang dilakukan.

Dalam dokumen tersebut juga terlihat bahwa sebagian besar
masyarakat yang memperoleh pendampingan berasal dari kelompok
masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum gratis.
Bentuk pendampingan yang dilakukan meliputi konsultasi hukum,

pendampingan administratif, mediasi, dan rujukan perkara.



LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)

ABU ZAIRI

Jin. Raya Pakisan RT 08 RW 01 Pakisan — Tlogosari — Bondowoso 68272
Telp. +6281902779492 | website, www.stisabuzair.ac.id | email. admin@stisabuzairi.ac.id
Kecamalan Tlogosar Kabupaten Bendowoso

s

¥

ARSIP KONSULTAST HUKUM MASYARAKAT

Nomor: 007/ LKBH-ABZ/DPM/1/2025

1 | 12 Januari Permasalahan nafkah | Penjelasan prosedur Pendampingan
2025 | keluarga bantuan hukum administrasi
2 | 18 Januari | Sengketa utang Konsultasi dan Penyelesaian
2025 usaha mediasi musyawarah
3 | 24 Januari Administrasi bantnan | Pendampingan Dokumen
2025 hulkum dokumen dilengkapi
4 | 02 Februari Senglketa waris Konsultasi hukum Mediasi keluarga
2025 keluarga [slam
5 | 10Febmari | Konflik antar Konsnltasi sosial dan | Penyelesaian damai
2025 masvarakat mediasi
6 | 16 Februari Kekerasan dalam Konsultasi hukum dan | Rujukan LEBH
2025 rumah tangga perlindungan
7 | 23 Februari Permasalahan Pendampingan Dolkumen selesai
2025 kependudukan administrasi
8 | 03 Maret 2025 | Gugatan perceraian | Konsultasi prosedur Pendampingan
| perkara lanjutan
9 | 11 Maret 2025 | Hak asuh anak Konsultasi hukum Koordinasi advokat
| keluarga
10 | 18 Maret 2025 | Perselisihan kelnarga | Mediasi kekeluargaan | Kesepakatan damai
11 | 25 Maret 2025 | Sengketa tanah Konsultasi hukum Mediasi desa
kelnarga pertanahan
12 | 02 April 2025 | Konflik usaha Konsultasi hukum Penyelesaian
masyarakat ekonomi musyawarah
Bondowoso, 26 Mei 2025
Mengetahui,
Ketua LKBH Abu Zairi

Agus Herivanto, S.H

Gambar 4.2: Arsip Konsultasi Hukum
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SURAT EUTUEAN PARALEGAL
Mocmor © 00 SE2025
Sifar - Rahasia | Penting
Lampiran ;| Buncdel Berkas Pengacduam
Penbal - Bujukan Penanganan Perkara ITukumn
Eepada Yih Direktur ¢ Ketua LEBIL Abn Zaui
di lempal
Dengan hocmar,

Melalui surat ind, sava vang beranda tangan di bawal ini, selalu Paralegal resmi dari TERIT
Abu Ao vang berlugas di wilayah Ds. Kembang, Kee, Tlogosan, Eab, Bondowoso

+  Mama Paralegal -
«  Momor Induk ETA
»  Wilayah Tugas ;

Dengan i wenghadapkan e uk seovamg warga (Elien) vang memerlukan baotouen ok

tingkat lanjut, dengan identifas sebagal berikut:

«  Mama Klien :

« NIE :

s Tempal, Tel Lahir :
+  Alamat Bamah :

+ Mo Telepan/HE

I. Diwluk Perkaze (Urasn Masalal Smgkot) Elien tesebul & atas felal datang Kepada Kaug
dan mengadukan masalah Imkom terkan perkara Sengketa Tanah Wans ! Dnigaan Penipoan /
Kasus KIIR'T Y Masalah Perkawinan, dengan ringkazan schagat berkut:

o Padatanggal ..o telabiteryadi Lo e,
« Babwa akibar dan kejadian tersebut, Klhen mengalanu kemogian bernpa Keruglan
materl sebesar B,

2. Pimidakan pava Awal vang Velah Dhlakokan Paralegal Scheliom mengube perkam i ke
kamtor pusat LEBIT Abu Zaicd, Koo telal melakukan upaya-upava gwil berupa:

1. Melakukan wawancara awal dan menynam kronolog dazar penanganan perkara.
2. Melukukan npava mediasimesyavearh ingkal desa/lingkungan



3. Memberikan kovusuliasi dan edukasi huboe dasar mengena hak-hak Klien,

3. Aldwsan Dingguk ke LEBH Abu Zamd Perkara iod kama nguk ke stoukturel TEBH Abu Zaind
karema:
s Lpaya perdamaimmon-hogas: o tngkal desa tdak mencapat kesepakalan
«  Pekara ini sudah masuk ke ranab hukoun formal (KepolisianPengadilan) selingga
membutulikan pendampingan langaung dan AdvolcatPengacara LEBH]

Sebagat balem pertnnbangan, bersarna sural mi karo nparkamn:

1. Tormmlir Inungan KasusEronologl vang dinilis Paralegal.
2. Salinan KTP & Kartn Keluarea Klien.
3. Salman Buldi-Bukt Penduking (Surat/Foto/Dakumen terkait)

Demukian swal rgukan i ko swoopeikan, ager Khien lersebul Jdi alas mendapatkan
penanganan hnkum vang semestinya demi tercapainya keadilan, Atas perhatian dan tindak
langitnya, sava ucaplkan terima kasih

Bomdowoso, 15 April 2025

Hummal saya,

Paralegal LEBRIT Abu Zairl

Tarmbagan:
I. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukwm (LEBH) STIS Abu Zair

2, Arsip

Gambar 4.3: Surat Rujukan Perkara
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Di samping itu, dalam arsip konsultasi hukum diketahui bahwa
paralegal membantu masyarakat memahami prosedur bantuan hukum
gratis, memberikan konsultasi awal, serta membantu menyiapkan dokumen
administrasi yang dibutuhkan masyarakat. Arsip konsultasi hukum tersebut
memuat identitas masyarakat, jenis permasalahan hukum, bentuk konsultasi
yang diberikan, tindak lanjut pendampingan, serta dokumen administrasi
yang harus dilengkapi masyarakat. Berdasarkan arsip tersebut terlihat
bahwa sebagian besar masyarakat yang datang berkonsultasi masih
memiliki keterbatasan pemahaman mengenai prosedur hukum, mekanisme
bantuan hukum gratis, dan tata cara penyelesaian perkara. Oleh karena itu,
paralegal berperan aktif memberikan penjelasan hukum dengan bahasa
yang sederhana dan mudah dipahami agar masyarakat dapat memahami
hak serta langkah hukum yang dapat ditempuh.

Selain memberikan konsultasi hukum awal, paralegal juga membantu
masyarakat dalam proses administratif seperti melengkapi KTP, Kartu
Keluarga, surat keterangan tidak mampu, surat kronologi perkara, hingga
dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam proses pendampingan
hukum. Dalam beberapa kasus, masyarakat tidak mengetahui persyaratan
administratif yang harus dipenuhi sehingga paralegal melakukan
pendampingan secara langsung mulai dari tahap pengumpulan dokumen
hingga proses pengajuan bantuan hukum kepada LKBH Abu Zairi.

Sedangkan pada dokumen surat rujukan perkara terlihat adanya

koordinasi yang dilakukan antara paralegal dengan LKBH Abu Zairi dan
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advokat dalam menangani perkara masyarakat. Surat rujukan tersebut
memuat identitas penerima bantuan hukum, jenis perkara yang dihadapi,
hasil konsultasi awal, bentuk pendampingan yang telah dilakukan
paralegal, serta rekomendasi tindak lanjut penanganan perkara oleh pihak
LKBH atau advokat. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa paralegal
tidak bekerja secara sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem bantuan
hukum masyarakat yang terhubung dengan lembaga bantuan hukum
formal.

Berdasarkan dokumen surat rujukan perkara juga terlihat bahwa
koordinasi dilakukan ketika perkara masyarakat membutuhkan penanganan
lebih lanjut, baik dalam bentuk pendampingan litigasi maupun non-litigasi.
Dalam praktiknya, paralegal terlebih dahulu melakukan identifikasi dan
pendampingan awal sebelum perkara dirujuk kepada advokat atau pihak
LKBH. Hal tersebut menunjukkan adanya pembagian peran yang
terintegrasi antara paralegal dan lembaga bantuan hukum dalam
memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Dokumen-dokumen tersebut memperlihatkan bahwa pendampingan
hukum yang dilakukan paralegal tidak hanya berorientasi pada pemberian
informasi hukum, tetapi juga mencakup aspek administratif, sosial,
koordinatif, dan mediatif. Dengan demikian, keberadaan arsip konsultasi
hukum dan surat rujukan perkara menjadi bukti bahwa peran paralegal

dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan dalam
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membantu masyarakat memperoleh akses bantuan hukum secara lebih

mudah, sederhana, dan terjangkau.

LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)

ABU ZAIRI

Jin. Raya Pakisan RT 06 RW 01 Pakisan — Tlogosari — Bondowoso 68272
Telp. +6281902779492 | website. www. air.acid | email. ad: iacid
Kecamatan Tlogosar Kabupaten Bondowose

e

LAPORAN KEGIATAN BANTUAN HUKUM MASYARAKAT
Nomor: 010/LKBH-ABZ/DPM/L/2025
A. Jenis Kegiatan
Penyuluhan dan Pendampingan Bantuan Hukum Masyarakat

B. Waktu dan Tempat
Hari/Tanggal : 25 Desember 2025
Tempat : Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

C. Bentuk Kegiatan

1 | Penyuluhan hukum | Paralegal Masyarakat desa | Pemahaman bantuan
masyarakat hukum meningkat

2 | Konsultast hukum Paralegal dan Masyarakat tidak | Identifikas: masalah
gratis LKBH ampu hukum

3 | Pendampingan Paralegal Penerima Dokumen admmnistrast
administrasi bantuan hukum lengkap

4 | Mediasi konflik Paralegal dan Pihak berselisih | Penyelesaian damai
masyarakat tokoh masyarakat

5 | Koordinasi bantuan | Paralegal dan Penanganan Pendampingan lebih
hukum advokat perkara efektif

6 | Penyuluhan berbasis | Tokoh agama dan | Jamaah pengajian | Kesadaran hukum
keagamaan paralegal meningkat

7 | Pendampingan Advokat dan Masyarakat Proses perkara
litigasi paralegal penerima bantuan | berjalan

Bondowoso, 26 Mei 2025

Sekretaris LKBH Abu Zairi Panitia Penyelenggara
Muhammad Rofiki, S.H (e et s )

Gambar 4.4: Laporan Kegiatan Bantuan Hukum Masyarakat

Dokumen laporan kegiatan bantuan hukum juga menunjukkan bahwa
paralegal aktif melakukan kegiatan penyuluhan hukum masyarakat dan
pendampingan sosial kepada masyarakat desa. Kegiatan tersebut dilakukan
melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan koordinasi dengan
perangkat desa serta tokoh masyarakat.

Dokumen tersebut menunjukkan bahwa pendampingan hukum yang

dilakukan paralegal tidak hanya bersifat informatif tetapi juga bersifat
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administratif, sosial, dan mediatif. Hal tersebut terlihat dari adanya
pendampingan langsung kepada masyarakat mulai dari konsultasi,
pengumpulan dokumen, mediasi, hingga rujukan perkara.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan kajian dokumen di atas
dapat, peran paralegal dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai
berikut:

a. Peran informatif-edukatif
Peran informatif-edukatif tampak dalam kegiatan paralegal
memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai bantuan hukum
gratis, hak-hak hukum masyarakat, serta prosedur awal yang dapat
ditempuh ketika menghadapi persoalan hukum. Kategori ini terlihat dari
hasil wawancara P1 yang menjelaskan bahwa masyarakat masih banyak
yang belum mengetahui adanya bantuan hukum gratis, sehingga
paralegal harus menjelaskan secara perlahan agar masyarakat
memahami hak hukumnya. Kategori ini juga diperkuat oleh P2 yang
menjelaskan bahwa penyampaian informasi hukum dilakukan melalui
kedekatan sosial dengan masyarakat, sehingga warga lebih nyaman
menyampaikan masalahnya lebih dahulu kepada paralegal.
b. Peran konsultatif-administratif
Peran konsultatif-administratif terlihat ketika paralegal menerima
pengaduan awal masyarakat, membantu mengidentifikasi persoalan
hukum, serta mendampingi masyarakat dalam melengkapi dokumen

yang dibutuhkan untuk proses bantuan hukum. Kategori ini tampak dari
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wawancara P4 yang menjelaskan bahwa paralegal membantu
menyiapkan KTP, KK, surat keterangan tidak mampu, dan dokumen
lain agar proses pendampingan lebih mudah. Keterangan ini juga
diperkuat oleh pengalaman M1 yang menyatakan bahwa dirinya menjadi
lebih berani mengurus persoalan hukum karena dibantu memahami
prosedur dan administrasinya, serta oleh arsip konsultasi hukum yang
memuat jenis masalah, bentuk konsultasi, tindak lanjut, dan kelengkapan
dokumen masyarakat.
. Peran mediatif non-litigasi

Peran mediatif non-litigasi tampak dalam upaya paralegal
membantu menyelesaikan persoalan masyarakat melalui mediasi dan
musyawarah sebelum perkara dibawa ke proses hukum formal. Kategori
ini terlihat dari wawancara M2 yang menjelaskan bahwa persoalan utang
usaha yang dihadapinya dapat diselesaikan melalui mediasi sehingga
tidak perlu dibawa ke pengadilan. Kategori ini juga diperkuat oleh
keterangan L2 yang menyatakan bahwa banyak persoalan masyarakat
sebenarnya dapat diselesaikan melalui mediasi dan pendekatan sosial
sebelum masuk ke proses litigasi
. Peran rujukan kelembagaan

Peran rujukan  kelembagaan tampak ketika  paralegal
menghubungkan masyarakat dengan LKBH Abu Zairi atau advokat
apabila perkara membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Kategori ini

terlihat dari wawancara P3 yang menjelaskan bahwa warga yang datang
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ke desa kemudian dibantu dihubungkan dengan LKBH Abu Zairi agar

memperoleh pendampingan hukum. Keterangan tersebut diperkuat oleh

T2, L1, dan dokumen surat rujukan perkara yang menunjukkan bahwa

paralegal menjadi pintu awal masyarakat sebelum perkara diteruskan ke

lembaga bantuan hukum formal.

2. Strategi Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten
Bondowoso

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa strategi yang
dilakukan paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi
masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso
dilakukan melalui pendekatan sosial dan kekeluargaan, strategi jemput
bola, penyuluhan hukum masyarakat, mediasi non-litigasi, koordinasi
dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat, serta pendampingan hukum
yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat'”’.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, peneliti menemukan bahwa
paralegal tidak hanya menunggu masyarakat datang meminta bantuan
hukum, tetapi secara aktif mendatangi masyarakat yang mengalami
persoalan hukum. Strategi tersebut dilakukan karena sebagian masyarakat

masih merasa takut dan malu untuk datang langsung ke lembaga hukum

formal. Oleh sebab itu, paralegal lebih banyak menggunakan pendekatan

97 Observasi Lapangan, (Bondowoso: Kantor Kepala Desa Pakisan, 06 Maret 2026)
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komunikasi informal melalui kegiatan masyarakat, pengajian, pertemuan
desa, dan interaksi sosial sehari-hari.

Dalam praktik pendampingan di lapangan, peneliti menemukan
bahwa strategi pendekatan personal menjadi salah satu cara yang paling
efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat. Paralegal berupaya
menciptakan komunikasi yang sederhana dan tidak formal agar masyarakat
lebih terbuka dalam menyampaikan persoalan hukum yang dihadapi.

Hasil observasi menunjukkan bahwa paralegal juga aktif melakukan
koordinasi dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama
untuk mengetahui persoalan masyarakat sejak awal. Melalui koordinasi
tersebut, paralegal lebih mudah memperoleh informasi mengenai
masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum sehingga proses
pendampingan dapat dilakukan lebih cepat.

Peneliti juga menemukan bahwa strategi mediasi non-litigasi lebih
sering digunakan dalam penyelesaian konflik masyarakat dibandingkan
membawa perkara langsung ke pengadilan. Strategi tersebut dilakukan
karena masyarakat desa cenderung menginginkan penyelesaian yang cepat,
sederhana, tidak membutuhkan biaya besar, dan tetap menjaga hubungan
sosial antar masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi, strategi penyuluhan hukum masyarakat
juga dilakukan secara langsung melalui kegiatan sosial masyarakat dan
kegiatan keagamaan. Dalam kegiatan tersebut, paralegal memberikan

penjelasan mengenai hak masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum
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gratis, prosedur bantuan hukum, serta pentingnya penyelesaian konflik
secara damai dan musyawarah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu P1
selaku paralegal menyatakan bahwa:

“Kalau di masyarakat desa itu pendekatan personal lebih efektif. Jadi

biasanya kami ngobrol langsung dengan masyarakat supaya mereka

nyaman menyampaikan masalahnya. Kalau langsung bicara soal

hukum secara formal biasanya masyarakat takut dan tidak terbuka'®®.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa strategi
komunikasi personal menjadi langkah awal yang digunakan paralegal untuk
membangun kedekatan dengan masyarakat.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan P2 selaku paralegal yang
menyatakan bahwa:

“Kami sering melakukan penyuluhan hukum melalui kegiatan

masyarakat dan pengajian supaya masyarakat lebih memahami hak

hukumnya. Biasanya kami menjelaskan dengan bahasa sederhana

supaya mudah dipahami masyarakat'®”.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi penyuluhan hukum
dilakukan melalui pendekatan edukatif yang disesuaikan dengan kondisi
sosial masyarakat desa.

Hal ini senada dengan pernyataan P3 selaku perangkat desa sekaligus
paralegal yang menyatakan bahwa:

“Koordinasi dengan perangkat desa penting karena biasanya

persoalan masyarakat lebih dulu diketahui pihak desa. Jadi kalau ada

warga yang membutuhkan bantuan hukum kami bisa langsung
membantu menghubungkan dengan paralegal atau LKBH'"°.”

'% M. Imron Rosyidi (P1), wawancara (Gunosari, 12 Maret 2026).

1% Saifuddin (P2), wawancara (Pakisan, 15 Maret 2026).
"0 Rifki Muhtarom (P3), wawancara (Sekar Putih, 23 Maret 2026).
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Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi koordinasi
kelembagaan menjadi bagian penting dalam memperluas akses bantuan
hukum masyarakat.

Hal ini ditambahkan oleh P4 selaku paralegal yang menyatakan
bahwa:

“Sebagian besar persoalan masyarakat lebih baik diselesaikan melalui

mediasi karena masyarakat ingin penyelesaian yang cepat dan tidak

membutuhkan biaya besar. Kalau bisa damai biasanya kami

utamakan damai dulu''.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa strategi
mediasi non-litigasi menjadi pendekatan utama dalam penyelesaian konflik
masyarakat.

Hal ini diperkuat oleh M1 selaku penerima bantuan hukum yang
menyatakan bahwa:

“Awalnya saya takut menyampaikan masalah saya, tetapi karena

paralegal datang langsung dan menjelaskan dengan baik, akhirnya

saya mau meminta bantuan. Pendekatan tersebut membuat saya

merasa lebih percaya diri untuk membuka persoalan yang saya hadapi
112 »»

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi jemput bola dan
pendekatan personal membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap bantuan hukum.

Hal ini ditambahkan oleh M2 selaku penerima bantuan hukum yang
menyatakan bahwa:

“Masalah saya akhirnya bisa diselesaikan secara mediasi tanpa harus
ke pengadilan. Saya merasa lebih ringan karena tidak membutuhkan

""Hilda Mutiatul Maula (P4), wawancara (Pakisan, 25 Maret 2026)
12 M1, wawancara (Pakisan, 13 Maret 2026).
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biaya besar sehingga beban ekonomi berkurang dan penyelesaian
berjalan lebih cepat'".”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi mediasi
memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan konflik
secara sederhana dan cepat.

Hal ini diperkuat juga oleh M3 selaku penerima bantuan hukum yang
menyatakan bahwa:

“Paralegal menjelaskan prosedur bantuan hukum dengan bahasa yang

mudah dipahami. Jadi masyarakat seperti saya tidak bingung lagi

ketika membutuhkan bantuan hukum karena setiap tahapan dijelaskan
secara rinci, sederhana, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
pencari keadilan '*.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi
sederhana menjadi faktor penting dalam meningkatkan pemahaman hukum
masyarakat.

Hal ini ditambahkan oleh T1 selaku Pengasuh Pesantren Abu Zairi
yang menyatakan bahwa:

“Pendekatan keagamaan dan kekeluargaan sangat membantu karena

masyarakat desa lebih mudah menerima nasihat yang disampaikan

secara persuasif. Kalau terlalu formal biasanya masyarakat justru
takut''">.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi pendekatan religius

dan sosial menjadi bagian penting dalam membangun penerimaan

masyarakat terhadap bantuan hukum.

2026)

'3 M2, wawancara (Pakisan, 12 Maret 2026).
14 M3, wawancara (Palalangan, 26 Maret 2026)
15 KH. Muhammad Holid (T1), wawancara (Kompleks Pesantren Abu Zairi, 2 April
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Hal ini diperkuat oleh T2 selaku tokoh masyarakat yang menyatakan
bahwa:

“Strategi jemput bola yang dilakukan paralegal membuat masyarakat

merasa lebih diperhatikan dan tidak takut meminta bantuan hukum.

Banyak masyarakat yang akhirnya berani menyampaikan masalahnya

karena pendekatan yang dilakukan paralegal''.”

Hal ini senada dengan pernyataan T3 selaku Pengurus MWC NU
Tlogosari yang menyatakan bahwa:

“Kerja sama antara paralegal, tokoh masyarakat, dan organisasi

keagamaan membantu penyebaran informasi bantuan hukum kepada

masyarakat desa sehingga masyarakat lebih mudah memahami hak-

haknya dan memperoleh akses bantuan hukum secara efektif'"”.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi kolaborasi sosial
membantu memperluas jangkauan layanan bantuan hukum masyarakat.

Hal ini diperkuat oleh L1 selaku Sekretaris LKBH Abu Zairi yang
menyatakan bahwa:

“Strategi penguatan kapasitas paralegal dilakukan melalui pelatihan

dan koordinasi rutin supaya paralegal mampu mendampingi

masyarakat secara baik, meningkatkan keterampilan praktis, serta

memberikan layanan bantuan hukum yang lebih efektif dan sesuai

kebutuhan masyarakat ''®.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas
sumber daya paralegal menjadi bagian penting dalam mendukung
efektivitas layanan bantuan hukum.

Hal ini diperkuat juga oleh L2 selaku advokat LKBH Abu Zairi yang

menyatakan bahwa:

16 Syamsul Hadi (T2), wawancara (Pakisan, 1 April 2026)
"7 Ust. Hafid Asnan (T3), wawancara (Sukokerto, 20 April 2026)
"8 Muhammad Rofiki (L1), wawancara (Kantor LKBH Abu Zairi, 9 April 2026)
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“Strategi utama paralegal adalah mempermudah akses bantuan
hukum masyarakat tanpa prosedur yang rumit. Jadi masyarakat
tidak merasa kesulitan ketika membutuhkan pendampingan
hukum, memperoleh informasi yang jelas, serta dapat
menyelesaikan permasalahan secara lebih cepat dan tepat'".”

Hasil observasi dan wawancara ini diperkuat dengan kajian dokumen

yaitu program kerja paralegal, dokumentasi penyuluhan hukum, notulen

rapat koordinasi, dan laporan kegiatan bantuan hukum sebagai berikut:
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PROGRAM KERJA PARALEGAL LKBH ABU ZAIRI
KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2025

A. Latar Belakang

Masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso masih menghadapi
berbagai hambatan dalam memperoleh akses bantuan hukum, baik karena keterbatasan
ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, maupun ketakutan terhadap proses hukum formal.
Kondisi tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang tidak memahami hak-haknya ketika
menghadapi persoalan hukum.

Keberadaan paralegal memiliki peran penting sebagai pendamping masyarakat dalam
memperoleh akses bantuan hukum yang mudah, sederhana, dan terjangkau. Oleh karena itu,
diperlukan program kerja paralegal yang terarah dan sistematis agar pelayanan bantuan hukum
kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

B. Dasar Pelaksanaan

1.
. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan

2

3.
4,

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Hukum.
Program kerja LKBH Abu Zairi Kabupaten Bondowoso.
Hasil koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat Kecamatan Tlogosari.

C. Tujuan Program

LA Bl R

Meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
Meningkatkan pemahaman hukum masyarakat desa.

Membantu penyelesaian konflik masyarakat secara damai dan musyawarah.
Memberikan pendampingan hukum dan administratif kepada masyarakat.
Memperkuat koordinasi antara paralegal, pemerintah desa, dan LKBH.

D. Sasaran Program

19 Agus Heryanto (L2), wawancara (Bondowoso, 15 April 2026)
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Masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari.
Masyarakat yang mengalami persoalan hukum keluarga.
Masyarakat yang mengalami sengketa utang piutang.
Masyarakat yang mengalami konflik sosial.
Masyarakat yang membutuhkan pendampingan administrasi hukum.

E. Bentuk Program Kerja Paralegal

. 4 Waktu Penanggung
No | Program Kerja Bentuk Kegiatan Faakianmn S
1 | Konsultasi Hukum | Pelayanan konsultasi | Setiap minggu | Paralegal
Gratis hukum masyarakat
2 | Pendampingan Membantu  pengurusan | Setiap saat Paralegal
Administratif dokumen bantuan hukum
3 | Penyuluhan Hukum | Edukasi hukum melalui | 1 kali setiap | Paralegal dan
Masyarakat pengajian dan pertemuan | bulan LKBH
desa
4 | Mediasi Konflik | Penyelesaian  sengketa | Sesuai Paralegal
Masyarakat secara non-litigasi kebutuhan
5 | Pendampingan Pendampingan Sesuai Paralegal  dan
Perkara masyarakat dalam proses | kebutuhan Advokat
hukum
6 | Koordinasi dengan | Rapat koordinasi | 1 kali setiap | Paralegal  dan
Pemerintah Desa penanganan masyarakat | bulan Perangkat Desa
7 | Ruyjukan Perkara ke | Penghubung masyarakat | Sesuai Paralegal
LKBH dengan advokat kebutuhan
8 | Pendataan = Kasus | Dokumentasi dan arsip | Setiap bulan Paralegal
Masyarakat perkara masyarakat
9 | Pendampingan Kunjungan langsung | Setiap minggu | Paralegal
Sosial Masyarakat | kepada masyarakat
10 | Penguatan Kapasitas | Pelatihan dan evaluasi | Per semester LKBH Abu Zairi
Paralegal paralegal

F. Mekanisme Pelaksanaan

o e g

Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada paralegal.
Paralegal melakukan identifikasi awal terhadap persoalan hukum masyarakat.

Paralegal memberikan konsultasi hukum awal dan pendampingan administratif.
Apabila memungkinkan, perkara diselesaikan melalui mediasi dan musyawarah.

Jika perkara membutuhkan penanganan lebih lanjut, paralegal melakukan koordinasi

dan rujukan kepada LKBH Abu Zairi dan advokat.

128
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G. Penutup

Program kerja paralegal ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan bantuan hukum masyarakat
di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso agar pelayanan bantuan hukum dapat berjalan
secara efektif, terarah, dan berkelanjutan. Dengan adanya program kerja ini diharapkan

masyarakat tidak mampu dapat memperoleh akses bantuan hukum secara lebih mudah,
sederhana, dan terjangkau.

Tlogosari, 02 Februari 2025

Mengetahui,

Ketua LKBH Abu Zairi Koordinator Paralegal

Agus Heriyanto, S.H Rifki Muhtarom, S.Kom.

Gambar 4.5: Program Kerja Paralegal
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Berdasarkan dokumen program kerja paralegal diketahui bahwa
strategi peningkatan akses bantuan hukum dilakukan melalui kegiatan
penyuluhan hukum masyarakat, pendampingan administrasi bantuan
hukum, mediasi konflik masyarakat, konsultasi hukum gratis, dan

koordinasi dengan pemerintah desa serta tokoh masyarakat.

Laviesan hukurn gdal dan pertertungan
yarons

o MENGENAL LKBH g

Gambar 4.6: Dokumentasi Penyuluhan Hukum

Dalam dokumentasi penyuluhan hukum terlihat bahwa kegiatan
edukasi hukum masyarakat dilakukan secara berkala melalui kegiatan
masyarakat dan kegiatan keagamaan. Materi penyuluhan meliputi hak
memperoleh bantuan hukum gratis, penyelesaian konflik secara damai,

serta pentingnya pemahaman hukum masyarakat.
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NOTULEN RAPAT KOORDINASI BANTUAN HUKUM MASYARAKAT
LKBH ABU ZAIRT KECAMATAN TLOGOSARI

KABUPATEN BONDOWOSO

A. Identitas Kegiatan
Hari/Tanggal
Waktu
Tempat :
Agenda : Koordinasi Pendampingan dan Penyelesaian Permasalahan Hulkum
Masyarakat
Pimpinan Rapat
Notulis
B. Daftar Peserta Rapat

No Nama Jabatan/Instansi Tanda Tangan

1 Syarifuddin

2 Mega Utami

3 Abd. Halim

4 Aisyah Afkarina

5 Karimun

6 Sibahuddin

7 Rega Irawan

8 Sutrisno

9 Rendi Alga

10 | Al Ghautama

11 Najmudin Syarif

12 Sumiyati

13 Santi Rosmila

14 Key Najzlah

15 Sufitrih

16 Ahmad Gufron

17 | Al Ghozali

18 Muhdor Al Kanz

19 Mighfarul Khoto’

20 Keyla Sahwana




C. Susunan Acara

1. Pembukaan

2. Sambutan Ketua/Pimpinan Rapat

3. Penyampaian Permasalahan Hukum Masyarakat

4. Pembahasan dan Koordinasi Pendampingan

5. Penetapan Tindak Lanjut

6. Penutup

D. Hasil Pembahasan

1. Paralegal menyampaikan laporan mengenai beberapa masyarakat yang membutuhkan
pendampingan hukum terkait perkara keluarga, sengketa utang piutang, konflik sosial,
dan administrasi kependudukan.

2. Berdasarkan hasil koordinasi, sebagian besar masyarakat yang membutuhkan bantuan
hukum berasal dari kelompok masyarakat tidak mampu dan memerlukan
pendampingan administratif serta konsultasi hukum awal.

3. Dalam rapat disepakati bahwa penyelesaian perkara masyarakat akan lebih dahulu
diupayakan melalui pendekatan mediasi dan musyawarah sebelum dilanjutkan ke
proses litigasi.

4. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat mendukung pelaksanaan penyuluhan hukum
masyarakat sebagai upaya meningkatkan pemahaman hukum masyarakat desa.

5. LKBH Abu Zairi bersama paralegal akan melakukan pendampingan lanjutan terhadap
masyarakat yang memerhikan bantuan hukum lebih lanjut.

6. Paralegal diminta untuk terus melakukan pendataan perkara masyarakat dan
memperkuat koordinasi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat.

E. Tindak Lanjut
No | Bentuk Tindak Lanjut Penanggung Jawab Keterangan
1 | Pendampingan administrasi bantuan | Paralegal Berjalan
hukum
2 | Mediasi perkara masyarakat Paralegal dan  Tokoh | Dijadwalkan
Masyarakat
3 | Rujukan perkara ke LKBH Paralegal Sesuai
kebutuhan
4 | Penyuluhan hukum masyarakat LKBH dan Paralegal Bulanan
5 | Koordinasi lanjutan Pemerintah Desa dan LKBH | Berkala

F. Penutup

132
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Demikian notulen rapat koordinasi bantuan hukum masyarakat ini dibuat sebagai dokumentasi
pelaksanaan kegiatan pendampingan hukum masyarakat di Kecamatan Tlogosari Kabupaten
Bondowoso.

Tlogosari, 27 November 2025

Notulis Pimpinan Rapat

Syaifuddin Agus Heriyanto, S.H

Gambar 4.7: Dokumen Notulen

Dalam dokumen notulen rapat koordinasi terlihat adanya kerja sama
antara paralegal, pemerintah desa, tokoh masyarakat, organisasi
keagamaan, dan pihak LKBH Abu Zairi dalam menangani persoalan
hukum masyarakat. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mempercepat
proses pendampingan dan memperluas jangkauan layanan bantuan hukum.

Dokumen laporan kegiatan bantuan hukum juga menunjukkan bahwa
sebagian besar penyelesaian konflik masyarakat dilakukan melalui
pendekatan mediasi dan musyawarah. Strategi tersebut dipilih karena lebih
efektif menjaga hubungan sosial masyarakat dan mengurangi konflik
berkepanjangan.

Dokumen tersebut menunjukkan bahwa strategi paralegal dalam

meningkatkan akses bantuan hukum tidak hanya berorientasi pada
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pelayanan hukum formal, tetapi juga berbasis pendekatan sosial, edukatif,
persuasif, dan kolaboratif.
Berdasarkan paparan data observasi, wawancara, dan kajian dokumen
di atas, strategi paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi
masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso
dapat dikategorikan sebagai berikut:
a. Strategi pendekatan personal dan kekeluargaan
Strategi pendekatan personal dan kekeluargaan tampak dalam cara
paralegal membangun komunikasi yang sederhana, tidak formal, dan
dekat dengan kehidupan sosial masyarakat desa. Melalui pendekatan ini,
masyarakat merasa lebih nyaman untuk menyampaikan persoalan
hukum yang dihadapi. Strategi ini terlihat dari hasil observasi lapangan
yang menunjukkan bahwa paralegal lebih sering menggunakan
komunikasi langsung dan persuasif agar masyarakat tidak merasa takut
ketika berkonsultasi. Data ini diperkuat oleh wawancara dengan P1 yang
menjelaskan bahwa pendekatan personal lebih efektif karena masyarakat
desa cenderung takut apabila persoalan hukum langsung dibicarakan
secara formal. Keterangan ini juga diperkuat oleh T1 yang menegaskan
bahwa pendekatan keagamaan dan kekeluargaan membuat masyarakat
lebih mudah menerima pendampingan hukum.
b. Strategi jemput bola
Strategi jemput bola tampak dalam upaya paralegal yang tidak hanya

menunggu masyarakat datang meminta bantuan, tetapi secara aktif
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mendatangi masyarakat yang mengalami persoalan hukum. Strategi ini
dilakukan karena sebagian masyarakat masih merasa takut, malu, atau
ragu untuk datang langsung ke lembaga hukum formal. Hasil observasi
menunjukkan bahwa strategi jemput bola dilakukan melalui interaksi
langsung di tengah masyarakat, kegiatan sosial, dan komunikasi
informal sehari-hari. Data ini diperkuat oleh wawancara M1 yang
menyatakan bahwa dirinya baru berani meminta bantuan setelah
paralegal datang langsung dan memberikan penjelasan dengan baik.
Keterangan tersebut juga dikuatkan oleh T2 yang menyatakan bahwa
strategi jemput bola membuat masyarakat merasa lebih diperhatikan dan
lebih berani menyampaikan masalahnya.
. Strategi penyuluhan hukum berbasis sosial dan keagamaan

Strategi penyuluhan hukum berbasis sosial dan keagamaan tampak
dalam kegiatan edukasi hukum yang dilakukan melalui pengajian,
kegiatan masyarakat, dan forum sosial desa. Melalui kegiatan tersebut,
paralegal memberikan penjelasan mengenai hak memperoleh bantuan
hukum gratis, prosedur bantuan hukum, serta pentingnya penyelesaian
konflik secara damai. Hasil observasi menunjukkan bahwa forum sosial
dan keagamaan menjadi media yang efektif untuk mendekatkan
masyarakat dengan pengetahuan hukum. Strategi ini diperkuat oleh
wawancara P2 yang menjelaskan bahwa penyuluhan dilakukan dengan
bahasa sederhana agar mudah dipahami masyarakat. Selain itu,

dokumentasi penyuluhan hukum juga menunjukkan bahwa kegiatan
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edukasi hukum dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari strategi
perluasan akses bantuan hukum.
. Strategi mediasi non-litigasi

Strategi mediasi non-litigasi tampak dalam kecenderungan paralegal
untuk mengutamakan penyelesaian konflik melalui musyawarah dan
mediasi sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Strategi ini dipilih
karena masyarakat desa lebih menghendaki penyelesaian yang cepat,
sederhana, tidak membutuhkan biaya besar, dan tetap menjaga hubungan
sosial. Hasil observasi menunjukkan bahwa pendekatan damai lebih
sering ditempuh dalam menyelesaikan sengketa masyarakat. Strategi ini
diperkuat oleh wawancara P4 yang menyatakan bahwa apabila perkara
masih dapat diselesaikan secara damai, maka mediasi lebih diutamakan.
Keterangan ini juga diperkuat oleh M2 yang menjelaskan bahwa
persoalannya dapat selesai secara mediasi tanpa harus dibawa ke
pengadilan, sehingga beban ekonomi berkurang dan penyelesaian
berjalan lebih cepat.
. Strategi koordinasi multiaktor

Strategi koordinasi multiaktor tampak dalam kerja sama antara
paralegal dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama,
organisasi keagamaan, LKBH Abu Zairi, dan advokat. Koordinasi ini
dilakukan wuntuk mengetahui persoalan masyarakat sejak awal,
mempercepat proses pendampingan, dan memperluas jangkauan layanan

bantuan hukum. Hasil observasi menunjukkan bahwa koordinasi
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membuat paralegal lebih mudah memperoleh informasi mengenai warga
yang membutuhkan bantuan hukum. Strategi ini diperkuat oleh
wawancara P3 yang menegaskan pentingnya koordinasi dengan
perangkat desa karena persoalan masyarakat sering kali lebih dahulu
diketahui oleh pihak desa. Keterangan tersebut juga diperkuat oleh T3
yang menjelaskan bahwa kerja sama antara paralegal, tokoh masyarakat,
dan organisasi keagamaan membantu penyebaran informasi bantuan
hukum kepada masyarakat desa. Selain itu, dokumen notulen rapat
koordinasi menunjukkan adanya hubungan kerja antarpihak dalam
penanganan persoalan hukum masyarakat.
. Strategi penguatan kapasitas paralegal

Strategi penguatan kapasitas paralegal tampak dalam pelatihan,
koordinasi rutin, dan pembinaan yang dilakukan agar paralegal mampu
memberikan layanan bantuan hukum yang lebih efektif. Strategi ini
penting karena efektivitas pendampingan tidak hanya ditentukan oleh
kedekatan sosial, tetapi juga oleh kemampuan paralegal dalam
memahami prosedur, berkomunikasi, dan menangani persoalan
masyarakat secara tepat. Data ini diperkuat oleh wawancara L1 yang
menjelaskan bahwa penguatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan dan
koordinasi rutin agar paralegal mampu mendampingi masyarakat secara
baik dan meningkatkan keterampilan praktis. Keterangan ini juga

diperkuat oleh L2 yang menegaskan bahwa strategi utama paralegal



138

adalah mempermudah akses bantuan hukum masyarakat tanpa prosedur
yang rumit.

Berdasarkan kategorisasi tersebut, strategi paralegal dalam penelitian
ini menunjukkan pola yang partisipatif, persuasif, dan adaptif terhadap
kondisi sosial masyarakat desa. Strategi tersebut tidak hanya bertumpu
pada kemampuan hukum formal, tetapi juga pada kemampuan membangun
kepercayaan, memperluas jangkauan layanan, serta menghubungkan
masyarakat dengan sistem bantuan hukum yang lebih luas.

3. Praktik Pendampingan Paralegal dalam Meningkatkan Akses
Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu Perspektif Maqasid
al-Shariah Jasser Auda

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa praktik
pendampingan hukum yang dilakukan paralegal di Kecamatan Tlogosari
Kabupaten Bondowoso tidak hanya berorientasi pada penyelesaian hukum
formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan masyarakat,
kondisi sosial masyarakat, hubungan kekeluargaan, kondisi ekonomi
masyarakat, serta dampak sosial yang ditimbulkan dari suatu perkara
hukum'*’,

Berdasarkan hasil observasi lapangan, peneliti menemukan bahwa
dalam melakukan pendampingan hukum, paralegal lebih mengutamakan
penyelesaian yang mampu menjaga hubungan sosial masyarakat dan

menghindari konflik berkepanjangan. Paralegal tidak langsung mendorong

120 Observasi Lapangan, (Bondowoso: Kantor Advokad Tlogosari, 18 Maret 2026)
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masyarakat membawa perkara ke pengadilan, tetapi terlebih dahulu
melakukan pendekatan persuasif, mediasi, dan musyawarah untuk
mencapai penyelesaian yang lebih maslahat bagi para pihak.

Hasil observasi menunjukkan bahwa paralegal memahami persoalan
hukum masyarakat tidak hanya dari aspek normatif hukum semata, tetapi
juga memperhatikan kondisi psikologis, ekonomi, keluarga, dan lingkungan
sosial masyarakat. Dalam praktiknya, paralegal berupaya mencari bentuk
penyelesaian yang tidak merugikan salah satu pihak serta tetap menjaga
stabilitas sosial masyarakat.

Peneliti juga menemukan bahwa pendampingan hukum yang
dilakukan paralegal melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti keluarga,
perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, LKBH Abu Zairi, dan
advokat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa
penyelesaian masalah hukum masyarakat dilakukan secara kolektif dan
saling terhubung.

Dalam observasi lapangan, peneliti melihat bahwa sebagian besar
masyarakat lebih menerima penyelesaian konflik melalui pendekatan
musyawarah dan kekeluargaan dibandingkan proses litigasi formal. Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa praktik bantuan hukum masyarakat di
Kecamatan Tlogosari lebih mengutamakan nilai kemaslahatan sosial
dibandingkan sekadar penyelesaian hukum secara formalistik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu P1

selaku paralegal menyatakan bahwa:
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“Kalau menangani masyarakat itu tidak bisa hanya melihat aturan
hukumnya saja, tetapi juga harus melihat kondisi keluarganya,
kondisi ekonominya, dan dampaknya bagi masyarakat sekitar.
Kadang kalau dipaksakan langsung ke pengadilan justru konflik

semakin besar'?!.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa paralegal
memahami persoalan hukum masyarakat secara kontekstual dan
mempertimbangkan dampak sosial dari penyelesaian perkara.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan P2 selaku paralegal yang
menyatakan bahwa:

“Pendampingan yang kami lakukan bukan hanya soal hukum, tetapi

juga membantu masyarakat secara sosial dan administratif. Banyak

masyarakat yang sebenarnya membutuhkan dukungan moral dan

penjelasan yang sederhana supaya mereka merasa tenang'*>.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan hukum yang
dilakukan paralegal tidak hanya bersifat legal formal tetapi juga memiliki
dimensi sosial dan kemanusiaan.

Hal ini senada dengan pernyataan P3 selaku perangkat desa sekaligus
paralegal yang menyatakan bahwa:

“Penyelesaian masalah masyarakat biasanya melibatkan keluarga,

tokoh masyarakat, dan perangkat desa supaya hasilnya bisa diterima

sem ua pihak. Kalau hanya melihat hukum formal kadang masyarakat

sulit menerima'?.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik
masyarakat dilakukan melalui pendekatan kolektif dan mempertimbangkan

hubungan sosial masyarakat.

"2I' M. Imron Rosyidi (P1), wawancara (Gunosari, 12 Maret 2026).

122 Qaifuddin (P2), wawancara (Pakisan, 15 Maret 2026).
'2 Rifki Muhtarom (P3), wawancara (Sekar Putih, 23 Maret 2026).
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Hal ini ditambahkan oleh P4 selaku paralegal yang menyatakan
bahwa:

“Masalah hukum masyarakat biasanya berkaitan juga dengan

ekonomi keluarga dan hubungan sosial masyarakat. Jadi kalau

menyelesaikan masalah harus dipikirkan dampaknya ke depan'*.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa paralegal
mempertimbangkan berbagai dimensi kehidupan masyarakat dalam proses
pendampingan hukum.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh M1 selaku penerima bantuan
hukum yang menyatakan bahwa:

“Paralegal membantu menjelaskan masalah saya dengan baik dan

tidak langsung menyuruh saya membawa perkara ke pengadilan.

Saya merasa lebih tenang karena masalahnya dicari jalan damainya

terlebih dahulu'*.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendekatan persuasif dan
musyawarah memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam proses
penyelesaian perkara.

Hal ini ditambahkan oleh M2 selaku penerima bantuan hukum yang
menyatakan bahwa:

“Masalah saya akhirnya bisa selesai secara baik-baik melalui mediasi

yang difasilitasi oleh paralegal. Hubungan dengan pihak yang

berselisih juga tetap baik, sehingga komunikasi kembali berjalan
lancar dan tidak menimbulkan konflik baru '*%.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik mediasi yang

dilakukan paralegal mampu menjaga hubungan sosial masyarakat.

'24 Hilda Mutiatul Maula (P4), wawancara (Pakisan, 25 Maret 2026)
125 M1, wawancara (Pakisan, 13 Maret 2026).
126 M2, wawancara (Pakisan, 12 Maret 2026).
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Hal ini diperkuat juga oleh M3 selaku penerima bantuan hukum yang
menyatakan bahwa:

“Saya merasa lebih tenang karena paralegal tidak hanya membantu
masalah hukum saya, tetapi juga menjelaskan langkah-langkah yang
harus dilakukan sehingga saya tidak bingung dan lebih yakin
menghadapi proses penyelesaian masalah tersebut '*7.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan hukum yang
dilakukan paralegal memberikan perlindungan psikologis dan sosial bagi
masyarakat.

Hal ini ditambahkan oleh T1 selaku Pengasuh Pesantren Abu Zairi
yang menyatakan bahwa:

“Dalam membantu masyarakat itu yang paling penting bukan hanya

menang atau kalah, tetapi bagaimana menjaga kemaslahatan

masyarakat dan menjaga hubungan sosial masyarakat supaya tidak

rusak. Dengan begitu, penyelesaian masalah dapat diterima semua

pihak, menciptakan ketenangan, serta mencegah munculnya konflik

baru di kemudian hari'®.”

Pernyataan tersebut = menunjukkan bahwa orientasi utama
pendampingan hukum masyarakat adalah terciptanya kemaslahatan sosial.

Hal ini diperkuat oleh T2 selaku tokoh masyarakat yang menyatakan
bahwa:

“Kalau konflik masyarakat langsung dibawa ke pengadilan biasanya

hubungan sosial jadi tidak baik. Karena itu, pendekatan musyawarah

dan kekeluargaan lebih sering digunakan agar penyelesaian dapat

diterima semua pihak, menjaga kerukunan, dan menghindari

munculnya konflik yang berkepanjangan '*.”

2026)

127 M3, wawancara (Palalangan, 26 Maret 2026)
'28 KH. Muhammad Holid (T1), wawancara (Kompleks Pesantren Abu Zairi, 2 April

12 Syamsul Hadi (T2), wawancara (Pakisan, 1 April 2026)
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Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih
mengutamakan penyelesaian konflik secara damai dan restoratif.

Hal ini senada dengan pernyataan T3 selaku Pengurus MWC NU
Tlogosari yang menyatakan bahwa:

“Pendampingan hukum yang dilakukan paralegal sudah sesuai

dengan nilai kemaslahatan karena membantu masyarakat kecil

memperoleh perlindungan hukum tanpa mempersulit masyarakat.

Proses pendampingan juga dilakukan secara sederhana, mudah

dipahami, serta memberikan rasa keadilan dan kepastian bagi para

pencari keadilan '*°.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik bantuan hukum
masyarakat memiliki orientasi perlindungan sosial dan kemanfaatan bagi
masyarakat.

Hal ini diperkuat oleh L1 selaku Sekretaris LKBH Abu Zairi yang
menyatakan bahwa:

“Paralegal bekerja bersama LKBH dan advokat sehingga

pendampingan masyarakat berjalan saling terhubung. Banyak

persoalan masyarakat yang bisa selesai lebih cepat karena ada kerja
sama tersebut'’'.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem bantuan hukum
masyarakat berjalan secara kolaboratif dan terintegrasi.

Hal ini diperkuat juga oleh L2 selaku advokat LKBH Abu Zairi yang
menyatakan bahwa:

“Tujuan utama bantuan hukum adalah menjaga kemaslahatan

masyarakat dan mencegah konflik yang berkepanjangan. Karena itu,

penyelesaian melalui mediasi sering lebih efektif dibandingkan

litigasi karena mampu menjaga hubungan baik antarwarga serta

menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima bersama '**.”

130 Ust. Hafid Asnan (T3), wawancara (Sukokerto, 20 April 2026)
P! Muhammad Rofiki (L1), wawancara (Kantor LKBH Abu Zairi, 9 April 2026)
132 Agus Heryanto (L2), wawancara (Bondowoso, 15 April 2026)
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Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik bantuan hukum
masyarakat tidak hanya berorientasi pada kemenangan hukum formal tetapi
juga kemanfaatan sosial masyarakat.

Hasil observasi dan wawancara ini diperkuat dengan kajian dokumen
yaitu data mediasi masyarakat, laporan pendampingan hukum, arsip
penyelesaian perkara non-litigasi, dan dokumen koordinasi pendampingan

hukum sebagai berikut:

E. Bentuk Pendampingan yang DHlakukan B. Pihak yang Terlibat dalam Pendampingan

Fo Bentuk Keteragan
= T
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KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN BONDOWOSO

5| Fuukan perkara ke LKER Advolat
& | Peayuistin b
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A ldemtitas Pendampingan
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Paralegal m i
5. Apshils perkcra belum terselesaian, dilakukan koordinasi dengen LKBH Abu Zain
dan advokat

G. Hasil Pendampingan dan Medinsi

K. Pestup

Deeaikian lsporan pendamapingan bulues dan mediasi masyaraka i dibust ebagai beank
O Admininrasi Kependudulcan i m— bastuan hub masyerskat & Kecematsn Tlogosen Kshupaten

O Kekeerasan Dalem Rmsh Tangga Boudoweso

Tiogosar, 2028

...... Mengetabs,

Pasalegal LKBH Abu Zauri

Gambar 4.8: Laporan Pendampingan Hukum dan Mediasi Masyarakat
Berdasarkan dokumen laporan pendampingan hukum diketahui
bahwa sebagian besar perkara masyarakat diselesaikan melalui pendekatan
mediasi, musyawarah, dan penyelesaian non-litigasi. Dokumen tersebut
memuat jenis perkara, proses penyelesaian, pihak-pihak yang terlibat, serta
hasil penyelesaian perkara masyarakat.
Dalam dokumen tersebut terlihat bahwa penyelesaian konflik

masyarakat melibatkan berbagai unsur seperti keluarga, perangkat desa,
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tokoh masyarakat, paralegal, LKBH, dan advokat. Keterlibatan berbagai
unsur tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian masalah masyarakat
dilakukan secara kolektif dan mempertimbangkan aspek sosial masyarakat.
Dalam arsip penyelesaian perkara non-litigasi diketahui bahwa
paralegal lebih mengutamakan penyelesaian damai dan mediasi sebelum
perkara dibawa ke pengadilan. Strategi tersebut dilakukan untuk menjaga
hubungan sosial masyarakat dan mengurangi konflik berkepanjangan.
Dokumen koordinasi pendampingan hukum juga menunjukkan
adanya kerja sama antara paralegal, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh
masyarakat, dan LKBH Abu Zairi dalam membantu masyarakat
memperoleh perlindungan hukum. Koordinasi tersebut dilakukan agar
proses pendampingan masyarakat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.
Dokumen tersebut menunjukkan bahwa program bantuan hukum
yang dilakukan paralegal tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal
tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan sosial, perlindungan
masyarakat, dan keberlangsungan hubungan sosial masyarakat.
Berdasarkan paparan data observasi, wawancara, dan kajian dokumen
di atas, program pendampingan paralegal dalam meningkatkan akses
bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari
Kabupaten Bondowoso dalam perspektif Magasid al-Shariah Jasser Auda

dapat dikategorikan sebagai berikut:
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a. Orientasi kemaslahatan masyarakat

Program pendampingan paralegal menunjukkan orientasi yang kuat
pada kemaslahatan masyarakat, yaitu upaya menghadirkan penyelesaian
hukum yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga bermanfaat
bagi kehidupan sosial warga. Kategori ini tampak dari hasil observasi
yang menunjukkan bahwa paralegal lebih mengutamakan penyelesaian
yang mampu menjaga hubungan sosial masyarakat dan menghindari
konflik berkepanjangan. Data ini diperkuat oleh wawancara T1 yang
menegaskan bahwa yang paling penting dalam membantu masyarakat
bukan sekadar menang atau kalah, melainkan menjaga kemaslahatan
masyarakat dan menjaga hubungan sosial agar tidak rusak. Keterangan
tersebut juga diperkuat oleh L2 yang menyatakan bahwa tujuan utama
bantuan hukum adalah menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah
konflik berkepanjangan.

b. Pendekatan penyelesaian damai dan restoratif

Program  pendampingan  paralegal juga  menunjukkan
kecenderungan yang kuat pada penyelesaian damai melalui mediasi,
musyawarah, dan pendekatan kekeluargaan sebelum perkara dibawa ke
proses litigasi formal. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian
besar masyarakat lebih menerima penyelesaian konflik melalui
pendekatan musyawarah dan kekeluargaan dibandingkan proses litigasi
formal. Kategori ini diperkuat oleh wawancara M1 yang menyatakan

bahwa paralegal tidak langsung menyuruh perkara dibawa ke
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pengadilan, tetapi lebih dahulu mencarikan jalan damai. Keterangan ini
juga diperkuat oleh M2 yang menjelaskan bahwa masalahnya selesai
secara baik-baik melalui mediasi dan hubungan dengan pihak yang
berselisih tetap terjaga.
. Pertimbangan multidimensi terhadap kondisi masyarakat

Program pendampingan paralegal tidak memahami persoalan
hukum masyarakat secara sempit, tetapi mempertimbangkan kondisi
ekonomi, psikologis, keluarga, dan lingkungan sosial masyarakat. Hasil
observasi menunjukkan bahwa paralegal memahami persoalan hukum
masyarakat tidak hanya dari aspek normatif hukum semata, tetapi juga
memperhatikan kondisi psikologis, ekonomi, keluarga, dan lingkungan
sosial masyarakat. Kategori ini diperkuat oleh wawancara P1 yang
menyatakan bahwa penanganan perkara masyarakat harus melihat
kondisi keluarga, kondisi ekonomi, dan dampaknya bagi masyarakat
sekitar. Hal yang sama juga ditegaskan oleh P4 yang menyatakan bahwa
persoalan hukum masyarakat biasanya berkaitan dengan ekonomi
keluarga dan hubungan sosial, sehingga penyelesaiannya harus
mempertimbangkan dampak ke depan.
. Keterhubungan antaraktor dalam sistem bantuan hukum

Program  pendampingan  paralegal = menunjukkan  bahwa
penyelesaian masalah hukum masyarakat dilakukan melalui kerja sama
yang melibatkan banyak unsur, seperti keluarga, perangkat desa, tokoh

agama, tokoh masyarakat, LKBH Abu Zairi, dan advokat. Hasil
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observasi menunjukkan bahwa pendampingan hukum dilakukan secara
kolektif dan saling terhubung, bukan oleh satu aktor secara sendiri-
sendiri. Kategori ini diperkuat oleh wawancara P3 yang menjelaskan
bahwa penyelesaian masalah masyarakat biasanya melibatkan keluarga,
tokoh masyarakat, dan perangkat desa agar hasilnya dapat diterima
semua pihak. Keterangan tersebut juga diperkuat oleh L1 yang
menyatakan bahwa paralegal bekerja bersama LKBH dan advokat
sehingga pendampingan masyarakat berjalan saling terhubung dan
banyak persoalan dapat selesai lebih cepat. Dokumen koordinasi
pendampingan hukum dan laporan pendampingan juga menunjukkan
adanya hubungan kerja yang terintegrasi antara paralegal, pemerintah
desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, LKBH, dan advokat.
. Perlindungan sosial dan psikologis bagi masyarakat

Program pendampingan paralegal tidak hanya memberi bantuan
hukum secara teknis, tetapi juga memberikan rasa aman, ketenangan,
dan kepercayaan diri kepada masyarakat yang sedang menghadapi
persoalan hukum. Kategori ini terlihat dari wawancara P2 yang
menyatakan bahwa banyak masyarakat sebenarnya membutuhkan
dukungan moral dan penjelasan yang sederhana supaya mereka merasa
tenang. Data ini diperkuat oleh wawancara M3 yang menjelaskan bahwa
pendampingan paralegal membuat dirinya lebih tenang, tidak bingung,
dan lebih yakin dalam menghadapi proses penyelesaian masalah.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan hukum yang
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dilakukan paralegal juga memiliki fungsi perlindungan psikologis dan
sosial bagi masyarakat tidak mampu.

Berdasarkan kategorisasi tersebut, program pendampingan paralegal
dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan hukum masyarakat
dijalankan dengan orientasi kemanfaatan, perlindungan, penyelesaian
damai, dan keterhubungan sosial yang kuat. Temuan ini memperlihatkan
bahwa praktik pendampingan paralegal di Kecamatan Tlogosari tidak
berhenti pada penyelesaian hukum formal, tetapi bergerak ke arah
perlindungan masyarakat secara lebih luas.

B. Temuan Penelitian
1. Peran Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan paparan data, ditemukan bahwa peran paralegal dalam
meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di
Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dapat dikategorikan ke dalam
empat bentuk utama, yaitu peran informatif-edukatif, peran konsultatif-
administratif, peran mediatif non-litigasi, dan peran rujukan kelembagaan.
Peran informatif-edukatif tampak dalam pemberian penjelasan kepada
masyarakat mengenai bantuan hukum gratis, hak-hak hukum masyarakat,
dan prosedur awal penyelesaian masalah hukum. Peran konsultatif-
administratif terlihat dalam penerimaan pengaduan awal, identifikasi
persoalan hukum, serta pendampingan masyarakat dalam melengkapi

dokumen yang dibutuhkan untuk memperoleh bantuan hukum. Peran
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mediatif non-litigasi tampak dalam upaya penyelesaian konflik melalui
musyawarah dan mediasi sederhana sebelum perkara dibawa ke proses
hukum formal. Adapun peran rujukan kelembagaan terlihat dalam fungsi
paralegal sebagai penghubung antara masyarakat dengan LKBH Abu Zairi
dan advokat ketika perkara membutuhkan penanganan lebih lanjut.
. Strategi Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso
Berdasarkan paparan data, ditemukan bahwa strategi paralegal dalam
meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di
Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dapat dikategorikan ke dalam
enam bentuk utama, yaitu strategi pendekatan personal dan kekeluargaan,
strategi jemput bola, strategi penyuluhan hukum berbasis sosial dan
keagamaan, strategi mediasi non-litigasi, strategi koordinasi multiaktor, dan
strategi penguatan kapasitas paralegal. Strategi pendekatan personal dan
kekeluargaan digunakan untuk membangun kepercayaan masyarakat agar
lebih terbuka dalam menyampaikan persoalan hukumnya. Strategi jemput
bola dilakukan dengan cara mendatangi masyarakat yang mengalami
persoalan hukum agar hambatan rasa takut, malu, dan enggan berhubungan
dengan lembaga hukum formal dapat dikurangi. Strategi penyuluhan
hukum berbasis sosial dan keagamaan dilakukan melalui kegiatan
masyarakat dan forum keagamaan dengan menggunakan bahasa yang
sederhana agar masyarakat lebih mudah memahami hak-haknya. Strategi

mediasi non-litigasi digunakan karena dinilai lebih sesuai dengan
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kebutuhan masyarakat desa yang menghendaki penyelesaian cepat,
sederhana, murah, dan tetap menjaga hubungan sosial. Strategi koordinasi
multiaktor tampak dalam kerja sama antara paralegal, perangkat desa,
tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi keagamaan, LKBH Abu Zairi,
dan advokat dalam memperluas jangkauan layanan bantuan hukum.
Adapun strategi penguatan kapasitas paralegal dilakukan melalui pelatihan
dan koordinasi rutin agar kualitas pendampingan hukum kepada
masyarakat semakin efektif.
. Praktik Pendampingan Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan
Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu Perspektif Magasid al-Shariah
Jasser Auda

Berdasarkan paparan data, ditemukan bahwa praktik pendampingan
paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak
mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso menunjukkan
orientasi kemaslahatan yang selaras dengan perspektif Magasid al-
Shariah Jasser Auda. Temuan ini dapat dikategorikan ke dalam lima bentuk
utama, yaitu orientasi kemaslahatan masyarakat, pendekatan penyelesaian
damai dan restoratif, pertimbangan multidimensi terhadap kondisi
masyarakat, keterhubungan antaraktor dalam sistem bantuan hukum, serta
perlindungan sosial dan psikologis bagi masyarakat. Orientasi
kemaslahatan masyarakat tampak dalam upaya paralegal menghadirkan
penyelesaian yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga
bermanfaat bagi kehidupan sosial warga. Pendekatan penyelesaian damai

dan restoratif terlihat dalam kecenderungan paralegal mengutamakan
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mediasi, musyawarah, dan pendekatan kekeluargaan sebelum perkara

dibawa ke pengadilan. Pertimbangan multidimensi tampak dalam cara

paralegal memahami persoalan hukum masyarakat dengan memperhatikan

aspek sosial, ekonomi, psikologis, keluarga, dan dampak sosial yang

mungkin timbul. Keterhubungan antaraktor terlihat dalam keterlibatan

keluarga, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi

keagamaan, LKBH Abu Zairi, dan advokat dalam proses pendampingan

masyarakat. Adapun perlindungan sosial dan psikologis tampak dalam

pendampingan yang memberi rasa aman, ketenangan, kejelasan langkah,

dan kepercayaan diri kepada masyarakat ketika menghadapi persoalan

hukum..

Tabel 4.1 Temuan Penelitian

Peran  Paralegal  dalam
Meningkatkan Akses
Bantuan =~ Hukum  bagi

Masyarakat Tidak Mampu
di Kecamatan Tlogosari
Kabupaten Bondowoso

Peran paralegal dikategorikan ke dalam
empat bentuk, yaitu: peran informatif-
edukatif, peran = konsultatif-administratif,
peran mediatif non-litigasi, dan peran rujukan
kelembagaan.

Strategi  Paralegal dalam
Meningkatkan Akses
Bantuan ~ Hukum  bagi

Masyarakat Tidak Mampu
di Kecamatan Tlogosari
Kabupaten Bondowoso.

Strategi paralegal dikategorikan ke dalam
enam bentuk, yaitu: strategi pendekatan
personal dan kekeluargaan, strategi jemput
bola, strategi penyuluhan hukum berbasis
sosial dan keagamaan, strategi mediasi non-
litigasi, strategi koordinasi multiaktor, dan
strategi penguatan kapasitas paralegal.

Praktik Pendampingan
Paralegal dalam
Meningkatkan Akses
Bantuan  Hukum  bagi

Masyarakat Tidak Mampu
Perspektif ~ Magasid  al-
Shariah Jasser Auda

Praktik pendampingan paralegal
dikategorikan ke dalam lima bentuk, yaitu:
orientasi kemaslahatan masyarakat,
pendekatan penyelesaian damai dan restoratif,
pertimbangan multidimensi terhadap kondisi
masyarakat, keterhubungan antaraktor dalam
sistem bantuan hukum, serta perlindungan
sosial dan psikologis bagi masyarakat.




BAB V
PEMBAHASAN

A. Peran Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten

Bondowoso
Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa peran
paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak
mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dilaksanakan melalui
lima bentuk pendampingan utama, yaitu pemberian informasi hukum,
konsultasi hukum awal, pendampingan administratif, mediasi non-litigasi,
serta penghubungan masyarakat dengan LKBH Abu Zairi dan advokat.
Paralegal tidak hanya menjalankan fungsi bantuan hukum formal, tetapi juga
mengemban fungsi sosial melalui pendekatan persuasif, kekeluargaan, dan
komunikasi yang sederhana sehingga masyarakat lebih mudah menyampaikan
persoalan hukumnya. Keberadaan paralegal terbukti secara empiris mampu
mengurangi hambatan ekonomi, administratif, psikologis, dan hambatan yang
bersumber dari rendahnya pemahaman hukum masyarakat, serta menjadi
jembatan nyata antara kelompok mustadhafin dengan sistem keadilan formal.
Selain itu, ditemukan pola bantuan hukum berbasis kolaborasi sosial antara
paralegal, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, LKBH, dan
advokat dalam memperluas access to justice bagi masyarakat tidak mampu,
yang menunjukkan bahwa peran paralegal tidak berdiri sendiri melainkan

beroperasi dalam sebuah ekosistem sosial-hukum yang saling menopang.
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Analisis sosiologis terhadap temuan ini dapat dibingkai secara tepat
menggunakan Teori Peran (Role Theory) sebagaimana dikembangkan oleh
Ralph Linton dan dielaborasi lebih lanjut oleh Soerjono Soekanto. Linton
menegaskan bahwa peran (role) merupakan ekspresi dinamis dari status sosial
yang memuat seperangkat hak dan kewajiban yang diharapkan dari
pemegangnya dalam suatu sistem sosial'”’. Dalam konteks paralegal Tlogosari,
status mereka sebagai kader LKBH Abu Zairi yang bernaung di bawah MWC
NU Tlogosari melahirkan role expectation (harapan peran) yang bersumber
dari tiga lapisan sekaligus: lapisan regulatif-formal yang termaktub dalam UU
No. 16 Tahun 2011 dan Permenkumham No. 3 Tahun 2021; lapisan
institusional dari OBH pembina; serta lapisan komunal dari masyarakat
Tlogosari yang mengharapkan kehadiran pendamping hukum yang terpercaya,
mudah dijangkau, dan berbicara dalam bahasa keseharian mereka.
Konvergensi ketiga lapisan harapan peran ini memperkuat posisi paralegal
sebagai aktor yang memiliki legitimasi berlapis yuridis, kelembagaan, dan
sosial sekaligus.

Temuan penelitian membuktikan bahwa role
performance (pelaksanaan peran nyata) paralegal Tlogosari tidak hanya
identik dengan role expectation, tetapi dalam beberapa aspek justru
melampaui harapan normatifnya'”*. Jika regulasi hanya mengharapkan
paralegal menjalankan lima fungsi teknis-administratif, faktanya paralegal di

lapangan juga menjalankan fungsi perlindungan psikologis bagi korban

133 Linton, The Study of Man: An Introduction.
34 Biddle, Role Theory: Expectations, Identities and Behaviors.



155

penelantaran dan kekerasan domestik, fungsi moral supporter bagi warga
yang mengalami inferioritas berhadapan dengan aparatur, serta
fungsi community organizer yang membangun kesadaran hukum kolektif
dalam forum pengajian dan rembuk desa. Kesenjangan positif antara role
expectation dan role performance ini, di mana pelaksanaan peran melampaui
tuntutan formal merupakan indikator kuat bahwa paralegal Tlogosari tidak
sekadar menjalankan kewajiban prosedural, melainkan terdorong oleh
motivasi intrinsik keagamaan dan sosial yang jauh lebih dalam dari sekadar
kewajiban administratif.

Temuan tersebut selaras dengan teori Access to Justice sebagaimana
dikonseptualisasikan oleh Cappelletti dan Garth, yang menegaskan bahwa tiga
hambatan utama dalam mewujudkan akses keadilan bagi kelompok
masyarakat lemah adalah hambatan finansial (financial barrier), hambatan
organisasional (organizational barrier), dan hambatan prosedural (procedural
barrier)”®®. Dalam konteks Wilayah Tlogosari, ketiga hambatan tersebut
ditemukan secara bersamaan dan saling memperparah satu sama lain:
masyarakat tidak mampu menanggung biaya advokat, tidak terorganisir untuk
mengakses lembaga hukum formal, dan tidak memahami prosedur hukum
yang berlaku. Informasi yang diperoleh dari wawancara lapangan
menunjukkan bahwa banyak warga yang bahkan tidak mengetahui bahwa ada
layanan bantuan hukum gratis yang dijamin oleh negara melalui UU No.

16/2011. Kehadiran paralegal sebagai pemberi informasi hukum secara

135 Bryant Cappelletti, Mauro and Garth, Access to Justice: The Worldwide Movement to

Make Rights Effective (Alphen aan den Rijn: Sijthoff and Noordhoff, 1978),
https://www jstor.org/stable/j.ctvjfvcc.
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sistematis menghapus ketiga dinding hambatan tersebut secara bersamaan
melalui layanan yang gratis, berbasis komunitas, dan berbahasa keseharian.
Temuan ini sekaligus mengonfirmasi prinsip yuridis yang termaktub dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang
menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan kewajiban konstitusional
negara (state obligation) untuk menjamin persamaan di hadapan hukum
(equality before the law) bagi setiap warga negara tanpa terkecuali'*®.

Analisis teori peran lebih lanjut mengungkap dimensi penting yang
selama ini kurang mendapat perhatian dalam kajian paralegal, yakni
dinamika role set (himpunan peran) yang kompleks. Seorang paralegal
Tlogosari secara bersamaan mengemban peran sebagai edukator hukum,
fasilitator mediasi, pendamping administratif, penghubung kelembagaan,
dan moral supporter bagi klien yang sedang mengalami krisis psikologis.
Pengelolaan role set yang luas ini menuntut kecerdasan kontekstual tinggi,
yakni kemampuan membaca situasi secara cepat dan menentukan peran mana

"7 Temuan lapangan

yang paling dibutuhkan pada satu momen tertentu
menunjukkan bahwa paralegal Tlogosari memiliki kapasitas pengelolaan role
set yang cukup matang, terbukti dari kemampuan mereka beralih secara
fleksibel antara fungsi edukasi, konsultasi, mediasi, dan rujukan sesuai

kebutuhan aktual warga tanpa mengalami kebingungan peran yang signifikan.

Justru fleksibilitas pengelolaan role set inilah yang menjelaskan mengapa

136 Lembaran Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum” (2011).
7 Linton, The Study of Man: An Introduction.
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paralegal mampu mengatasi ketiga hambatan Cappelletti-Garth secara
bersamaan dalam satu proses pendampingan yang terintegrasi.

Temuan penelitian ini juga dapat dibedah secara akademis
menggunakan lensa teori Legal Empowerment yang dikembangkan oleh
Stephen Golub dan dipopulerkan melalui dokumen kebijakan UNDP/CLEP.
Teori ini berargumen bahwa solusi atas kemiskinan hukum (legal poverty)
tidak cukup hanya dengan menyediakan infrastruktur lembaga hukum formal
di tingkat pusat, melainkan harus dilakukan melalui pemberdayaan warga
secara langsung untuk memahami, menggunakan, dan menuntut hak-

8

haknya'**. Golub secara tegas membedakan antara model rule of law
konvensional yang bersifat fop-down dan terpusat pada lembaga, dengan
model legal empowerment yang bersifat bottom-up dan terpusat pada
komunitas. Paralegal di Tlogosari secara operasional menjalankan misi
pemberdayaan hukum model kedua ini secara konkret: mereka tidak sekadar
menyelesaikan sengketa klien yang datang, tetapi mendatangi warga secara
proaktif, mendidik masyarakat agar ke depannya mampu mengenali dimensi
hukum dari persoalan sosial yang mereka hadapi secara mandiri, dan
membangun kesadaran kolektif bahwa hukum adalah alat perlindungan bukan
instrumen ancaman. Ini adalah perbedaan fundamental antara paralegal
sebagai problem-solver sesaat dengan paralegal sebagai legal empowerment

agent yang membangun kapasitas hukum (legal capacity) jangka panjang

komunitas. Proses edukasi hukum yang dilakukan secara berulang dalam

%8 Golub, Beyond Rule of Law Orthodoxy: The Legal Empowerment Alternative.
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forum-forum kultural seperti pengajian dan rembuk desa perlahan
mentransformasi kesadaran hukum masyarakat dari posisi pasif-tertindas
(legal alienation) menuju posisi aktif-berdaya (legal consciousness).

Namun demikian, analisis teori peran juga mengungkap sisi kritis yang
perlu dikelola secara cermat, yakni adanya potensi role conflict (konflik peran)
dan role strain (ketegangan peran). Konflik peran muncul ketika tuntutan
regulatif yang menegaskan batas kewenangan non-litigasi paralegal
berbenturan dengan ekspektasi sebagian warga yang menginginkan paralegal
mewakili mereka secara penuh di muka persidangan. Di sisi lain, tekanan
komunitas untuk penyelesaian yang cepat dan informal terkadang berbenturan
dengan tuntutan OBH agar paralegal mengikuti prosedur pelaporan dan
dokumentasi yang terstandarisasi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa
paralegal Tlogosari merespons role conflict ini dengan strategi komunikasi
yang edukatif menjelaskan kepada warga batas-batas kewenangannya
sekaligus menunjukkan jalur rujukan yang tepat sehingga konflik peran tidak
berujung pada kegagalan pelayanan, melainkan justru memperkuat
kepercayaan warga terhadap integritas dan profesionalisme paralegal.
Adapun role strain muncul karena tuntutan responsivitas yang tak mengenal
batas waktu berhadapan dengan kapasitas individual paralegal yang terbatas'*’.
Kondisi ini menjadi celah struktural yang perlu diatasi melalui penguatan
kelembagaan: pembagian tugas yang lebih merata, dukungan anggaran

operasional yang memadai, serta pengakuan formal yang lebih kuat dari

139 Linton, The Study of Man: An Introduction.
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pemerintah daerah terhadap kontribusi paralegal dalam sistem bantuan hukum
daerah.

Temuan tersebut juga mencerminkan kedudukan yuridis paralegal
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3
Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, yang
menempatkan paralegal sebagai tangan panjang dari Organisasi Bantuan
Hukum (OBH), dengan ruang lingkup kerja pada layanan non-litigasi yang
mencakup penyuluhan hukum, konsultasi awal, mediasi komunitas, dan
pendampingan administratif'*’. Kepatuhan paralegal Tlogosari terhadap batas
kewenangan normatif ini terlihat dari pola konsisten merujuk perkara kepada
advokat LKBH Abu Zairi ketika sengketa dinilai memerlukan representasi
yudisial di pengadilan, sehingga kedudukan mereka sebagai institusi perantara
antara masyarakat dan sistem hukum formal terjaga secara proporsional dan
akuntabel. Pola koordinasi subordinatif-koordinatif ini justru memperkuat,
bukan melemahkan efektivitas peran paralegal yang bernaung di bawah OBH,
paralegal memiliki legitimasi kelembagaan yang menjamin akuntabilitas
kinerjanya kepada masyarakat yang didampingi sekaligus kepada sistem
hukum formal yang berlaku.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nugraha et al. yang
menyimpulkan bahwa paralegal memiliki kontribusi penting dalam membantu

masyarakat memahami persoalan hukum dan memperoleh pendampingan

140" Kemenkumham, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.
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', Namun, penelitian ini melengkapi temuan Nugraha et al. dengan

awa
menambahkan dimensi empiris lapangan yang lebih kaya dan spesifik, bahwa
efektivitas pendampingan paralegal di Tlogosari tidak semata-mata ditentukan
oleh penguasaan teknis hukum, melainkan sangat bergantung pada kedekatan
sosiologis dan kultural paralegal dengan komunitas yang didampingi. Nugraha
et al. lebih banyak membahas aspek prosedural pendampingan, sementara
penelitian ini mengungkap bahwa aspek non-prosedural berupa kepercayaan
sosial, kesamaan latar belakang budaya, dan pemahaman kearifan lokal justru
menjadi kunci utama yang membuka pintu dialog hukum dengan masyarakat
pedesaan yang secara historis antipati terhadap formalisme hukum. Temuan
ini juga mendukung penelitian Kurniawan yang menekankan peran paralegal
sebagai penghubung antara masyarakat dengan sistem hukum formal'*.
Perbedaannya, penelitian Kurniawan lebih bersifat deskriptif-normatif dan
tidak menyentuh konteks pedesaan secara mendalam, sedangkan penelitian ini
memotret secara empiris bagaimana pola penghubungan tersebut bekerja di
lapangan melalui pendekatan kekeluargaan, mediasi komunitas, dan
koordinasi lintas kelembagaan yang organik tumbuh dari budaya gotong
royong dan musyawarah masyarakat Tlogosari.

Di sisi lain, temuan penelitian ini berhadapan secara dialektis dengan

pandangan Maemanah yang memusatkan analisisnya pada tanggung jawab

4! Naufal Satria Nugraha et al., “Pendampingan Hukum Oleh Paralegal Sebagai Upaya

Peningkatan Akses Keadilan,” Media Hukum Indonesia (MHI) 2, no. 5 (2025): 352—60.

42 Neo Adhi Kurniawan, “Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak
Hukum Masyarakat,” Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (JPDS) 3, no. 1 (2020): 28,
https://doi.org/10.17977/um032v3ilp28-33.
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negara dalam pemenuhan bantuan hukum'®. Jika Maemanah menempatkan
negara sebagai satu-satunya aktor utama pemenuhan hak bantuan hukum
sebuah pandangan yang valid secara yuridis-normatif maka temuan penelitian
ini menunjukkan bahwa dalam realitas pedesaan yang memiliki keterbatasan
struktural berupa minimnya jumlah advokat publik, jauhnya jarak fisik ke
pusat kota, dan rendahnya literasi hukum masyarakat, aktor non-state berbasis
komunitas seperti paralegal justru mengisi kekosongan yang tidak dapat
dijangkau oleh mekanisme formal negara. Temuan ini tidak menafikan
tanggung jawab negara, melainkan merekonstruksinya secara paradigmatik,
negara perlu memperkuat dan melembagakan peran paralegal secara lebih
sistematis dan berkesinambungan sebagai instrumen tangan panjang negara
dalam mewujudkan akses keadilan yang inklusif dan terdesentralisasi. Temuan
penelitian ini juga melengkapi penelitian Sumarsih yang menunjukkan bahwa
lembaga bantuan hukum formal masih menghadapi berbagai hambatan dalam
pelaksanaan layanan'*. Hambatan-hambatan struktural yang diidentifikasi
Sumarsih pada lembaga formal tersebut berupa birokrasi yang kaku,
keterbatasan sumber daya manusia, dan minimnya jangkauan ke wilayah
pedesaan justru menjadi alasan keberadaan paralegal berbasis komunitas
untuk menambal retakan sistem yang tidak mampu dijangkau oleh lembaga
formal, bukan sebagai pesaing melainkan sebagai mitra pelengkap yang saling

menguatkan.

'3 Maemanah, “Tanggung Jawab Negara Dalam Bantuan Hukum Bagi Masyarakat

Miskin: Memastikan Akses Keadilan Dan Kesetaraan Di Indonesia,” THE JURIS VIII, no. 2
(2024): 695704, http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris.

* Sumarsih, “Peran Lembaga Bantuan Hukum Mewujudkan Access To Justice,”
Muhammadiyah Law Review 6, no. 1 (2022): 20-25, https://doi.org/10.24127/Ir.v611.1843.
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Berdasarkan analisis melalui ringkasan temuan, interpretasi teori peran
sosial, teori Access to Justice, dan teori Legal Empowerment, serta komparasi
dengan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa peran paralegal dalam
meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di
Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dilaksanakan secara nyata,
terstruktur, dan berdampak melalui lima fungsi strategis: pemberian informasi
hukum, konsultasi hukum awal, pendampingan administratif, mediasi non-
litigasi, dan penghubungan dengan LKBH serta advokat. Melalui lensa teori
peran, pelaksanaan lima fungsi ini mencerminkan role performance yang tidak
hanya memenuhi role expectation regulatif-formal, tetapi juga merespons
secara adaptif tuntutan komunal yang lebih luas dalam role set yang
kompleks, sambil mengelola role conflict dan role strain secara kontekstual
dan profesional. Temuan ini sesuai dengan teori Access to Justice Cappelletti
dan Garth yang menegaskan pentingnya dekonstruksi hambatan finansial,
organisasional, dan prosedural, serta sejalan dengan teori Legal
Empowerment Golub/UNDP yang menuntut pemberdayaan hukum berbasis
komunitas sebagai instrumen pemutus rantai kemiskinan hukum. Secara
komparatif, temuan ini memperkuat penelitian Nugraha et al. dan Kurniawan,
melengkapi kesenjangan yang ditinggalkan oleh kajian formal Maemanah dan
Sumarsih, sekaligus merekonstruksi konsepsi bantuan hukum yang tidak lagi
bersifat top-down dari negara ke warga, melainkan bersifat dari bawah ke atas
(bottom-up) dan berbasis pada kedekatan hubungan dalam masyarakat.

Dengan demikian, peran paralegal di Tlogosari tidak sekadar berfungsi
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sebagai penyelesai konflik parsial, melainkan sebagai instrumen struktural
yang secara sistematis membangun demokratisasi akses keadilan dari akar
rumput, mewujudkan prinsip equality before the law tidak hanya sebagai
jaminan normatif di atas kertas, tetapi sebagai kenyataan sosial yang dapat
dirasakan oleh setiap warga miskin di pelosok pedesaan.
. Strategi yang Dilakukan Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan
Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kecamatan Tlogosari
Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi yang
dilakukan paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi
masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso
dilaksanakan melalui enam kluster strategi yang saling mendukung dan
beroperasi secara simultan, yaitu: (1) pendekatan sosial dan kekeluargaan
yang memanfaatkan kedekatan organik paralegal dengan komunitas; (2)
strategi jemput bola dengan mendatangi warga secara aktif tanpa menunggu
laporan; (3) penyuluhan hukum masyarakat melalui forum kultural lokal
seperti pengajian, posyandu, dan arisan; (4) koordinasi multi-aktor dengan
pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan; (5) mediasi
non-litigasi berbasis musyawarah dan pendekatan damai; serta (6) penguatan
kapasitas paralegal melalui koordinasi dan pelatihan pendampingan hukum
yang berkesinambungan. Strategi-strategi tersebut tidak dijalankan secara

linier dan terisolasi satu sama lain, melainkan dieksekusi secara simultan,



164

adaptif, dan responsif sesuai dengan karakteristik kasus, kondisi sosial-
budaya, dan kebutuhan spesifik masyarakat yang dihadapi.

Analisis terhadap keenam kluster strategi tersebut secara konseptual
dalam kerangka Teori Strategi Berbasis Komunitas (Community-Based
Strategy) sebagaimana dikembangkan oleh Gary Craig, Marjorie Mayo, dan
Keith Popple dalam tradisi Community Development dan Community Work.
Teori ini menegaskan bahwa strategi yang efektif bagi kelompok marjinal
bukan strategi yang dirancang dari atas (top-down) oleh institusi formal,
melainkan strategi yang tumbuh dan berakar dari dalam komunitas itu sendiri,
menggunakan modal sosial yang sudah ada berupa jaringan kepercayaan,
norma bersama, dan hubungan timbal balik (reciprocity) sebagai sumber daya

utamanya'®’

. Dalam perspektif ini, efektivitas sebuah strategi pendampingan
tidak diukur dari kompleksitas teknisnya, melainkan dari seberapa dalam
strategi tersebut menyatu dengan fabric sosial komunitas yang dilayani.
Temuan penelitian di Tlogosari membuktikan prinsip ini secara empiris:
keenam kluster strategi paralegal semuanya bertumpu pada satu fondasi yang
sama, yakni kedekatan organik dan kepercayaan sosial (social trust) yang
telah dibangun paralegal melalui kehadiran yang konsisten, kesediaan untuk
hadir tanpa pamrih, dan komitmen jangka panjang yang melampaui sekadar
kewajiban administratif.

Penguatan analisis teori strategi ini dapat dilengkapi melalui

konsep Modal Sosial (Social Capital) yang dikembangkan oleh Robert D.

'3 Craig, Gary, Marjorie Mayo, The Community Development Reader: History, Themes
and Issues.
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Putnam. Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai jaringan sosial, norma
kepercayaan, dan nilai-nilai bersama yang memungkinkan individu dan
komunitas bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Modal
sosial terbagi atas dua bentuk: bonding social capital (ikatan internal dalam
komunitas yang homogen) dan bridging social capital (jembatan yang
menghubungkan komunitas dengan jaringan dan sumber daya di luar
komunitas)'*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa paralegal Tlogosari
secara bersamaan memanfaatkan kedua bentuk modal sosial ini sebagai
instrumen strategi utamanya. Bonding social capital digunakan melalui
pendekatan kekeluargaan, jemput bola, dan penyuluhan hukum di forum
pengajian dan rembuk desa yang memanfaatkan kesamaan identitas kultural,
bahasa, dan nilai-nilai keagamaan antara paralegal dan masyarakat yang
didampingi. Sementara itu, bridging social capital dioperasionalisasikan
melalui strategi koordinasi multi-aktor yang membangun jembatan antara
komunitas Tlogosari dengan jaringan institusional yang lebih luas, yaitu
LKBH Abu Zairi, MWC NU, perangkat desa, dan advokat. Konvergensi
kedua bentuk modal sosial ini menjadikan strategi paralegal Tlogosari tidak
hanya kuat ke dalam, mempererat kohesi komunitas, tetapi juga kuat ke luar,
memperluas akses komunitas ke sumber daya keadilan yang sebelumnya tidak
terjangkau.

Temuan tersebut dapat dianalisis secara tajam melalui teori hambatan

tiga lapis dalam diskursus Access to Justice kontemporer. Teori ini

146 Putnam, Robert D.; Leonardi, Robert; Nanetti, Making Democracy Work: Civic
Traditions in Modern Italy.
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menjelaskan bahwa akses keadilan dihambat oleh tiga level berlapis: faktor
finansial (first-wave), keterwakilan atau representasi kelompok (second-wave),
serta kendala prosedur dan budaya hukum (third-wave)'¥’. Teori ini
mengajarkan bahwa solusi terhadap defisit akses keadilan tidak cukup hanya
dengan menyediakan bantuan hukum gratis (first-wave solution), melainkan
harus secara bersamaan menangani ketidakmampuan kelompok marginal
untuk mengorganisir diri (second-wave solution) serta mengikis kecemasan
kultural dan buta hukum yang menghalangi partisipasi mereka dalam sistem
hukum formal (third-wave solution). Temuan penelitian menunjukkan bahwa
strategi paralegal di wiayah Tlogosari justru secara mandiri dan simultan
menjawab ketiga gelombang hambatan tersebut: strategi jemput bola dan
konsultasi gratis secara langsung menjawab hambatan first-wave; koordinasi
multi-aktor dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat merespons
hambatan second-wave dengan mengorganisir komunitas sebagai kekuatan
kolektif; sementara penyuluhan hukum yang menggunakan bahasa dan forum
budaya lokal secara efektif menyerang hambatan third-wave berupa buta
hukum dan kecemasan psikologis terhadap formalisme hukum. Dengan kata
lain, strategi paralegal Tlogosari bukan respons parsial yang menambal satu
lubang sambil membiarkan lubang lainnya menganga, melainkan intervensi
tiga lapis yang komprehensif, terkoordinasi, dan berakar kuat dalam realitas

sosial masyarakat.

7 Garth, Access to Justice: A World Survey.
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Temuan mengenai dominannya strategi mediasi dan musyawarah yang
digunakan paralegal di Tlogosari menemukan kekuatan penjelasan akademis
yang mendalam dalam teori Legal Mobilization yang dikembangkan oleh
Michael W. McCann. McCann berargumen bahwa hukum tidak hanya
berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa formal di pengadilan,
tetapi juga dapat dimobilisasi sebagai sumber daya kultural oleh kelompok
marginal untuk mendefinisikan kembali posisi hukum mereka, membangun
solidaritas kolektif, dan menegosiasikan hak-haknya di luar ruang sidang'*.
Mobilisasi hukum (legal mobilization) berbasis komunitas tercermin secara
nyata melalui strategi paralegal yang mengutamakan musyawarah dan mediasi
daripada jalur pengadilan. Melalui pendekatan ini, hukum tidak lagi dipandang
sebagai alat untuk memenangkan perkara di persidangan, melainkan sebagai
instrumen untuk memulihkan keadilan sekaligus merawat kerukunan sosial
secara damai. Teori ADR (Alternative Dispute Resolution) yang
dikembangkan oleh Christopher W. Moore juga memperkuat temuan ini,
dengan menegaskan bahwa mediasi komunitas yang dilakukan secara sukarela
dan berbasis itikad baik para pihak menghasilkan penyelesaian yang lebih
berkelanjutan dan lebih menjaga martabat para pihak dibandingkan putusan
hakim yang bersifat menang kalah mutlak dan meninggalkan satu pihak dalam
posisi kalah total'®. Kesesuaian dengan UU No. 30/1999 tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga menegaskan bahwa mediasi yang

8 McCann, Rights at Work: Pay Equity Reform and the Politics of Legal Mobilization.

"9 Christopher W. | Moore, The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving
Conflict (San Francisco: Jossey-Bass/Wiley, 2014).
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difasilitasi paralegal memiliki dasar legalitas yang kuat dalam hukum positif
Indonesia'™*.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Jamaludin yang
menemukan bahwa paralegal memiliki peran penting dalam konsultasi,
mediasi, dan pendampingan non-litigasi yang dekat dengan kebutuhan

masyarakat"'.

Penelitian ini memperkuat sekaligus memperluas temuan
Jamaludin dengan mengidentifikasi secara lebih rinci tiga faktor kunci
keberhasilan strategi mediasi paralegal di Tlogosari yang tidak dibahas dalam
penelitian Jamaludin: pertama, kepercayaan sosial yang dibangun melalui
kedekatan kultural paralegal dengan komunitas, sehingga warga lebih terbuka
dan bersedia mengikuti proses mediasi yang difasilitasi paralegal dibanding
mediator asing dari luar komunitas; kedua, penggunaan forum kultural lokal
(pengajian, musyawarah desa) sebagai ruang mediasi alternatif yang familiar
secara psikologis bagi para pihak; dan ketiga, pelibatan tokoh agama dan
tokoh masyarakat sebagai penjamin moral atas kesepakatan damai yang
dicapai, sehingga kesepakatan tersebut memiliki legitimasi sosial-keagamaan
yang membuat para pihak merasa terikat secara moral untuk menepatinya.

Temuan ini juga mendukung penelitian Ahmad dan Moonti yang

menyimpulkan bahwa paralegal memiliki fungsi penting dalam memperluas

%0 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

"*! Nurrun Jamaludin, “Peran Paralegal Lkbhi Dalam Penanganan Perkara Non Litigasi,”
Journal of Indonesian Law 3, no. 2 (2022): 193-208, https://doi.org/10.18326/jil.v3i2.193-208.
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akses keadilan masyarakat desa melalui penguatan kapasitas dan keterlibatan
aktif di tingkat komunitas'*.

Namun, secara dialektis, temuan penelitian ini mengoreksi dan
mereposisi pandangan Susilo dan Yuliawan yang cenderung pesimistis
terhadap efektivitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di kabupaten'®.
Susilo dan Yuliawan menemukan bahwa pelaksanaan bantuan hukum masih
menghadapi hambatan serius dalam aspek keterjangkauan, pemahaman
masyarakat, dan kualitas pelaksanaan layanan. Temuan penelitian ini
menunjukkan bahwa hambatan-hambatan tersebut bukan sesuatu yang
permanen, bersifat deterministik, atau tidak dapat diatasi, melainkan dapat
dijembatani secara efektif melalui strategi berbasis komunitas yang dijalankan
paralegal dengan mengoptimalkan modal sosial dan kultural yang sudah ada di
dalam masyarakat. Perbedaan konteks memang berperan: penelitian Susilo
dan Yuliawan mengamati efektivitas program bantuan hukum yang bersifat
top-down dari lembaga formal perkotaan yang belum mampu menjangkau
desa, sementara penelitian ini mengamati strategi yang bergerak bottom-up
dari paralegal yang organik berakar di komunitas dan paham betul karakter
sosial masyarakatnya. Temuan ini juga memberi koreksi konstruktif terhadap

asumsi Zaidan et al. yang menempatkan sinergi paralegal-advokat sebagai

152 Moonti, “Peningkatan Kapasitas Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Desa

Deme Dua Dan Desa Bubalango Berdasarkan Peraturan Menkumham No . 1 Tahun 2018.”

153 Qusilo, Adhi budi, and Indra Yuliawan, “Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum
Terhadap Kab Semarang,” Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani) 10, no. 1 (2020): 10-23,
https://hukum.unw.ac.id/storage/file/research-and-service/ ARTIKEL DIKTI.pdf.
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faktor determinan tunggal kualitas pendampingan'*. Temuan di Tlogosari
menunjukkan bahwa sinergi kelembagaan formal tersebut memang perlu dan
penting, tetapi faktor yang lebih menentukan efektivitas strategi paralegal
adalah kemampuan mereka membangun social trust dan cultural legitimacy di
dalam komunitas, sebuah modal sosial yang tidak dapat dibangun semata-mata
melalui kerja sama kelembagaan formal, melainkan hanya melalui kehadiran
yang konsisten, empati yang tulus, dan komitmen jangka panjang terhadap
kesejahteraan komunitas.

Berdasarkan analisis melalui ringkasan temuan, interpretasi teori, dan
komparasi dengan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa strategi
yang dilakukan paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi
masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso
bersifat partisipatif, adaptif, multi-lapis, dan berbasis pendekatan sosial-
kultural yang mengakar kuat di komunitas. Temuan ini sesuai dengan teori
hambatan tiga lapis Access to Justice yang menuntut intervensi simultan pada
hambatan finansial, representasional, dan prosedural-kultural, serta selaras
dengan teori Legal Mobilization McCann yang menekankan dimensi kultural
dan komunal dari perjuangan hukum kelompok marjinal, serta didukung oleh
teori ADR Moore yang menegaskan keunggulan mediasi komunitas atas
penyelesaian zero-sum berbasis litigasi. Secara komparatif, temuan ini
memperkuat penelitian Jamaludin dan Ahmad-Moonti, mengoreksi pesimisme

Susilo-Yuliawan dengan menunjukkan solusinya, sekaligus merekonstruksi

'** Muhammad Abyan Zaidan et al., “Sinergi Paralegal Dan Advokat Dalam Mewujudkan

Pendampingan Hukum Yang Holistik,” Customary Law Journal 2, no. 3 (2025): 1-10.
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konsepsi efektivitas bantuan hukum yang tidak lagi hanya diukur dari
kemenangan di pengadilan, melainkan dari kemampuan membangun
kepercayaan, memulihkan hubungan sosial, meningkatkan literasi hukum, dan
menciptakan kemandirian hukum masyarakat yang berkelanjutan. Dengan
demikian, paralegal di Tlogosari tidak dapat direduksi sebagai sekadar semi-
profesional yuridis tanpa kewenangan litigasi, melainkan harus diposisikan
secara konseptual sebagai perantara kultural yang mentransformasi hukum
dari instrumen elitis-formalistik menjadi kekuatan pembebasan sosial yang
inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang selama ini
terpinggirkan dari sistem keadilan formal.
. Praktik Pendampingan Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan
Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu Perspektif Maqasid al-Shariah
Jasser Auda

Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik
pendampingan hukum yang dilakukan paralegal dalam meningkatkan akses
bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari
Kabupaten Bondowoso memiliki orientasi kemaslahatan yang selaras secara
substantif dengan perspektif Magasid al-Shariah Jasser Auda. Paralegal
memahami persoalan hukum masyarakat secara kontekstual dengan
mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, psikologis, hubungan keluarga,
dan dampak sosial masyarakat; mengutamakan penyelesaian melalui mediasi,
musyawarah, dan pendekatan kekeluargaan yang menjaga kohesi sosial;

melakukan pendampingan secara menyeluruh mulai dari konsultasi awal
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hingga koordinasi dengan LKBH dan advokat; serta melibatkan berbagai
unsur masyarakat dalam sistem bantuan hukum yang kolaboratif dan terbuka.
Temuan tersebut secara keseluruhan mencerminkan enam fitur sistemik Jasser
Auda, yaitu cognitive nature (sifat kognitif), wholeness (keutuhan), openness
(keterbukaan), interrelated hierarchy (hierarki yang saling berkaitan),
multidimensionality (multidimensionalitas), dan purposefulness (berorientasi
tujuan), enam pilar yang secara bersama-sama membangun sebuah sistem
hukum Islam yang hidup, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan nyata
manusia.

Temuan tersebut selaras dengan konstruksi pemikiran Jasser Auda
dalam karyanya Magasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems
Approach, yang menegaskan bahwa Magasid harus diposisikan sebagai
fondasi filosofis utama dan ruh penggerak dari seluruh bangunan hukum Islam
yang bersifat teleologis, sistemik, dan adaptif terhadap realitas zaman'*. Auda
melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman Magasid klasik yang cenderung
defensif-statis (sekadar menjaga lima unsur pokok dari kerusakan) menuju
reformulasi yang ofensif-dinamis: Magasid sebagai instrumen aktif untuk
membangun keadilan sosial, menegakkan hak asasi manusia, dan mewujudkan
kesejahteraan komunitas secara komprehensif'*®. Dalam fitur cognitive nature
(sifat kognitif), Auda menegaskan bahwa pemahaman dan formulasi hukum
merupakan produk penalaran kognitif manusia yang dipengaruhi konteks

sosial, sehingga hukum harus selalu siap bertransformasi merespons

152 Auda, Magqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law.
5
Auda.
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perubahan kebutuhan masyarakat'’

. Temuan penelitian menunjukkan bahwa
paralegal di Tlogosari mengoperasionalisasikan fitur ini secara sangat nyata:
mereka tidak menerapkan aturan hukum secara kaku dan tekstual, melainkan
membaca setiap kasus secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi
ekonomi, latar belakang sosial-budaya, dan kapasitas psikologis warga yang
didampingi. Ketika menghadapi sengketa tanah antar tetangga, paralegal tidak
langsung merujuk pada Pasal KUHPerdata, melainkan terlebih dahulu
memetakan riwayat hubungan sosial para pihak, nilai kekeluargaan yang
mungkin masih bisa dijaga, dan dampak eskalasi sengketa terhadap
ketentraman komunitas secara keseluruhan. Pendekatan kognitif-kontekstual
ini mencerminkan kematangan ijtihad sosial yang diharapkan Auda dari setiap
aktor yang membawa nilai-nilai syariat ke tengah kehidupan nyata
masyarakat.

Dalam fitur wholeness (menyeluruh/keutuhan), Auda menolak keras
cara berpikir reduksionis-atomistik yang memotong-motong masalah hukum
secara parsial, dan menegaskan bahwa setiap persoalan hukum harus dianalisis
sebagai satu kesatuan ekosistem yang utuh di mana satu elemen dengan
elemen lainnya saling memengaruhi dan membentuk sebuah totalitas makna'*®.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa paralegal Tlogosari secara konsisten
menerapkan prinsip keutuhan ini dalam setiap proses pendampingan: mereka

mendampingi masyarakat bukan hanya pada satu titik persoalan yang

dilaporkan, melainkan secara komprehensif dari konsultasi awal, identifikasi

157 Auda.
158 Auda.
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dan penataan dokumen, pendampingan administratif, mediasi, hingga rujukan
ke LKBH apabila eskalasi perkara tidak dapat ditangani sendiri. Kasus
sengketa utang, misalnya, tidak hanya diselesaikan dari dimensi hukum
perdata semata, tetapi dianalisis pula dari dimensi kondisi ekonomi keluarga
yang melatarinya, tekanan psikologis debitur yang rentan tereksploitasi, dan
dampak penyelesaian terhadap kohesi sosial komunitas yang terdampak.
Kasus perceraian tidak hanya ditangani dari aspek putusnya perkawinan secara
formal, tetapi juga dari sudut pemulihan hak ekonomi perempuan pasca-cerai,
kepentingan terbaik anak, dan pemulihan martabat keluarga di mata
komunitas. Inilah yang dimaksud Auda dengan wholeness hukum bukan
sekadar tentang pasal dan prosedur, melainkan tentang kehidupan manusia
seutuhnya dalam kompleksitasnya yang nyata.

Fitur openness (keterbukaan) dan interrelated hierarchy (hierarki yang
saling berkaitan) menemukan manifestasinya yang paling ekspresif dalam pola
kolaborasi multi-aktor yang dibangun paralegal di Tlogosari sebagai respons
terhadap kompleksitas kebutuhan masyarakat'”. Auda menegaskan bahwa
sistem hukum Islam yang sehat tidak boleh bercorak eksklusif atau menutup
diri dalam dogmatisme statis, melainkan harus membuka diri secara
interdisipliner dan membangun jaringan hubungan yang saling menguatkan
antar-elemen sistem'®. Temuan penelitian menunjukkan bahwa paralegal
berperan sebagai connecting hub yang secara aktif membangun dan

memelihara jaringan kolaborasi antara masyarakat, perangkat desa, tokoh

159 Auda.
160 Ayda.
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agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan (MWC NU), LKBH Abu
Zairi, dan advokat dalam satu ekosistem bantuan hukum yang terbuka,
kolaboratif, dan saling mengisi. Ketika satu elemen dalam jaringan ini tidak
dapat menjawab kebutuhan masyarakat misalnya ketika persoalan
memerlukan intervensi spiritual dari tokoh agama atau memerlukan otoritas
pemerintah desa untuk legitimasi kesepakatan elemen lain segera mengambil
alith fungsi pelengkap tanpa hambatan birokrasi. Ini adalah interrelated
hierarchy dalam praktiknya yang paling konkret: hierarki yang tidak bersifat
vertikal-dominatif layaknya rantai komando formal, melainkan horizontal-
sinergis dan fleksibel setiap elemen memiliki fungsi unik yang tidak
tergantikan, namun beroperasi dalam kesalingterhubungan yang kohesif demi
satu tujuan kemaslahatan bersama.

Dalam fitur multidimensionality. (multidimensionalitas), Auda
menawarkan paradigma bahwa setiap fenomena hukum dan problem
kemanusiaan selalu menyimpan karakter multidimensi yang kompleks,
sehingga wajib dibedah melalui integrasi berbagai sudut pandang: normatif-
yuridis, sosiologis, ekonomi, etis-moral, dan psikologis'®'. Temuan penelitian
menunjukkan dengan sangat jelas bahwa paralegal Tlogosari tidak pernah
membaca sengketa masyarakat dari satu dimensi saja. Kasus sengketa tanah
tidak hanya dianalisis dari aspek kepemilikan hukum formal atas dasar
sertifikat atau akta, tetapi juga dari dimensi riwayat adat setempat yang

mengatur penggunaan lahan turun-temurun, kondisi ekonomi para pihak yang

161 Auda.
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menentukan sejauh mana mereka membutuhkan tanah tersebut secara
substantif, relasi sosial keluarga yang terancam rusak permanen jika sengketa
berlanjut ke pengadilan, dan dampak psikologis bagi pihak yang lebih lemah
secara ekonomi dan sosial. Pendekatan multidimensional yang
mengintegrasikan seluruh dimensi tersebut secara bersamaan inilah yang
menghasilkan kualitas penyelesaian konflik yang lebih adil secara substantif,
lebih diterima oleh para pihak, dan lebih tahan lama karena didasarkan pada
pemahaman komprehensif terhadap akar persoalan yang sesungguhnya.

Fitur purposefulness (berorientasi tujuan) menduduki posisi puncak
dalam arsitektur pemikiran Auda, yang menegaskan dengan sangat kuat
bahwa setiap unsur, setiap kebijakan, dan setiap tindakan penegakan hukum
dalam ekosistem hukum Islam secara mutlak harus diarahkan untuk mencapai
tujuan utama syariat: penegakan keadilan substantif, pemenuhan hak asasi,

penyebaran rahmat, dan perlindungan martabat kemanusiaan'®

. Hukum yang
baik dalam pandangan Auda bukanlah hukum yang sekadar patuh pada tata
prosedur formal dan menang di persidangan, melainkan hukum yang secara
nyata berhasil menuntun kehidupan umat manusia menuju taraf hidup yang
lebih adil, sejahtera, aman, dan bermartabat. Temuan penelitian menunjukkan
dengan sangat jelas bahwa seluruh aktivitas paralegal di Tlogosari bermuara
pada orientasi purposefulness yang komprehensif ini. Upaya mencegah

penelantaran ekonomi pasca-perceraian dan mendampingi perempuan dalam

memperjuangkan nafkah iddah serta hak asuh anak merupakan manifestasi

162 Auda.
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nyata hifz al-nafs (perlindungan jiwa dan kesejahteraan diri); membebaskan
warga dari jeratan rentenir, mendampingi sengketa utang-piutang agar tidak
berujung pada perampasan aset, dan melindungi hak atas tanah garapan
merupakan implementasi konkret hifz al-mal (perlindungan harta); sementara
mendampingi sengketa pengasuhan anak, konflik hak warisan keluarga, dan
pemulihan martabat korban kekerasan domestik merupakan perwujudan Aifz
al-nasl (pemeliharaan keturunan dan martabat keluarga)'®. Dengan demikian,
praktik bantuan hukum paralegal tidak hanya memenuhi fungsi yuridis-formal
sebagai pemenuhan amanat UU No. 16/2011, tetapi juga menggenapi fungsi
teologis-syar'i sebagai instrumen pencapaian al-daruriyyat al-khamsah dalam
kehidupan nyata masyarakat Muslim pedesaan yang selama ini terpinggirkan
dari sistem keadilan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Alfahmi yang menemukan
bahwa bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam perlindungan hak
masyarakat miskin sebagaimana dijamin oleh hukum positif Indonesia'®.
Penelitian ini melengkapi Alfahmi dengan menambahkan dimensi normatif-
Islami yang lebih dalam dan fundamental: bahwa legitimasi bantuan hukum
tidak hanya bersumber dari hukum positif yang dapat berubah sesuai dinamika
politik legislasi, melainkan juga dari fundamen syariat Islam yang bersifat
universal dan abadi melalui prinsip-prinsip Magqgasid al-Shariah. Dengan

demikian, paralegal Tlogosari memperoleh legitimasi ganda yang sangat

16 Abii Hamid Muhammad. Al-Ghazali, Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usil (Beirut: Dar al-
Kutub al-’Tlmiyyah, 1993).

' ALFAHMI, “BANTUAN HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA ( Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Mewujudkan Access to Justice ).”
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kokoh secara akademis: legitimasi yuridis-formal dari UU No. 16/2011 dan
Permenkumham No. 3/2021, serta legitimasi etis-Islami dari prinsip maslahah
mursalah, hifz al-nafs, hifz al-mal, dan hifz al-nasl yang menjadi inti Magqasid
al-Shariah. Integrasi kedua sumber legitimasi ini menempatkan peran
paralegal pada posisi yang sangat kuat secara akademis dan tidak mudah
diragukan dari sudut pandang manapun. Temuan ini juga melengkapi
penelitian Ramadhan yang mengidentifikasi peran paralegal dalam membantu
masyarakat yang terjerat kasus pinjaman online sebagai representasi hifz al-
mal'®. Jika Ramadhan hanya menyentuh satu dimensi Aifz al-mal pada kasus
pinjaman online, penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip perlindungan
Magasid yang diwujudkan oleh paralegal Tlogosari berlaku jauh lebih luas
dan komprehensif: mencakup seluruh spektrum ancaman terhadap jiwa, harta,
akal, keturunan, dan martabat manusia yang dapat dialami oleh kelompok
masyarakat tidak mampu dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Di sisi lain, temuan penelitian ini secara dialektis merespons kritik
positivisme hukum yang cenderung menolak integrasi nilai-nilai keagamaan
dalam analisis sistem hukum modern. Perspektif positivis yang diwakili oleh
Hans Kelsen dalam Pure Theory of Law-nya berpendapat bahwa legitimasi
norma hukum harus bersumber semata-mata dari prosedur pembentukan
hukum yang sah (legal validity), bukan dari kandungan moralitas agama atau

166

pertimbangan teologis'®*. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa

1% Yogha Aditya Ramadhan and Ichwan Setiawan, “Analisis Peran Paralegal Dalam Hak
Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Terjerat Kasus Pinjaman Online,”
Humaniorum 3, no. 3 (2025): 68—74, https://doi.org/10.37010/hmr.v3i3.107.

1% Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Berkeley: University of California Press, 1967).
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dalam konteks masyarakat Tlogosari yang secara sosiologis lekat dengan nilai-
nilai keislaman dan kearifan lokal berbasis agama, justru orientasi nilai
Magasid al-Shariah yang menjadi driving force utama paralegal dalam
menjalankan tugasnya secara tulus dan konsisten. Paralegal tidak termotivasi
semata oleh kewajiban prosedural atau insentif material yang minim,
melainkan oleh dorongan nilai keagamaan untuk menolong sesama yang
lemah (mustadhafin) sebagai wujud ibadah sosial dan penegakan amar ma'ruf
nahi munkar. Artinya, antara Access to Justice sebagai kerangka hukum
positif-modern dan Magqasid al-Shariah sebagai kerangka nilai hukum Islam
tidak berdiri dalam posisi dikotomis yang saling mengeksklusi sebagaimana
dipersepsikan oleh positivisme hukum, melainkan berkonvergensi secara
sinergis dan saling memperkuat dalam satu praktik bantuan hukum yang
holistik, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan nyata masyarakat.
Konvergensi ini merupakan kontribusi teoritis terpenting dari penelitian ini.
Berdasarkan analisis melalui summary temuan, interpretasi teori, dan
komparasi dengan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa peran
paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak
mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso menurut perspektif
Magqasid al-Shariah Jasser Auda mencerminkan keenam fitur sistemik secara
simultan dan integratif bukan sebagai elemen-elemen yang terpisah,
melainkan sebagai satu kesatuan sistem sosial-hukum Islam yang hidup dan
bekerja nyata di tingkat komunitas. Pendampingan dilakukan secara

kontekstual dan adaptif (cognitive nature), menyeluruh dari hulu ke hilir
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persoalan (wholeness), terbuka dan kolaboratif dengan berbagai unsur
masyarakat (openness), terjalin dalam jaringan hierarki yang saling
memperkuat antar-elemen (interrelated  hierarchy), multidimensional
melampaui sekat legalisme formal (multidimensionality), serta berorientasi
penuh pada kemaslahatan yang termanifestasi secara konkret dalam
perlindungan jiwa, harta, dan martabat keluarga (purposefulness). Temuan ini
sesuai dengan pemikiran sistemik Jasser Auda yang menolak formalisme
hukum kaku dan mendorong hukum untuk hadir sebagai kekuatan
transformatif sosial yang membebaskan, bukan sekadar mesin prosedural yang
kaku. Secara komparatif, temuan ini melengkapi penelitian Alfahmi dengan
menambahkan legitimasi Islami yang fundamental, memperluas cakupan
Ramadhan ke spektrum perlindungan Magasid yang lebih komprehensif,
sekaligus merekonstruksi pandangan dikotomis positivis dengan membuktikan
secara empiris bahwa Access to Justice dan Magqasid al-Shariah adalah dua
kerangka yang berkonvergensi dan saling memperkuat dalam praktik bantuan
hukum berbasis komunitas. Dengan demikian, praktik bantuan hukum yang
dijalankan paralegal di Tlogosari tidak hanya berfungsi sebagai layanan
hukum teknis yang memenuhi klausul undang-undang, melainkan sebagai
perwujudan nyata jihad kemanusiaan yang mengintegrasikan cita-cita hukum
positif modern dengan tujuan tertinggi syariat Islam: membebaskan manusia
dari belenggu ketidakadilan, menegakkan martabat kemanusiaan yang
sesungguhnya, dan menghadirkan rahmatan lil-alamin di tengah kehidupan

nyata masyarakat yang lemah dan terpinggirkan.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan
secara komprehensif pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan
tiga kesimpulan pokok sebagai berikut:

1. Peran Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten
Bondowoso

Peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi
masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso
terwujud melalui lima fungsi strategis yang saling melengkapi, yaitu
pemberian informasi hukum, konsultasi hukum awal, pendampingan
administratif, mediasi non-litigasi, dan penghubungan masyarakat dengan
LKBH Abu Zairi dan advokat. Melalui analisis Teori Peran Linton dan
Soekanto, terbukti bahwa role performance (pelaksanaan peran nyata)
paralegal tidak hanya memenuhi role expectation (harapan peran) regulatif-
formal sebagaimana diamanatkan UU No. 16 Tahun 2011 dan
Permenkumham No. 3 Tahun 2021, tetapi melampaui harapan normatifnya
dengan menjalankan fungsi moral supporter (pendukung moral), pelindung
psikologis, dan community organizer (pengorganisir komunitas) suatu
indikator kuat bahwa motivasi kerja paralegal bersumber dari dorongan
intrinsik keagamaan dan komitmen sosial yang mendalam terhadap

keberpihakan kepada kaum mustadhafin (kelompok yang lemah dan
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terpinggirkan). Keberadaan paralegal terbukti secara empiris mampu
mendekonstruksi tiga hambatan utama akses keadilan finansial,
organisasional, dan prosedural secara bersamaan dalam satu proses
pendampingan yang terintegrasi, sehingga paralegal di Tlogosari harus
diposisikan bukan sekadar semi-profesional yuridis, melainkan
sebagai legal empowerment agent (agen pemberdayaan hukum) yang
secara sistematis membangun demokratisasi akses keadilan dari akar
rumput.
. Strategi yang Dilakukan Paralegal dalam Meningkatkan Akses
Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kecamatan
Tlogosari Kabupaten Bondowoso

Strategi yang dilakukan paralegal dalam meningkatkan akses bantuan
hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten
Bondowoso bersifat = partisipatif, adaptif, multi-lapis, dan berbasis
pendekatan sosial-kultural yang mengakar kuat di komunitas, yang
terwujud melalui enam kluster simultan: pendekatan kekeluargaan,
strategi jemput bola (mendatangi warga secara proaktif), penyuluhan
hukum melalui forum kultural lokal, koordinasi multi-aktor, mediasi non-
litigasi berbasis musyawarah, dan penguatan kapasitas paralegal secara
berkesinambungan. Melalui analisis Teori Strategi Berbasis Komunitas
(Community-Based Strategy) Craig, Mayo, dan Popple serta Teori Modal
Sosial (Social Capital) Putnam, terbukti bahwa keenam kluster tersebut

bertumpu pada pemanfaatan bonding social capital (modal sosial pengikat)
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dan bridging social capital (modal sosial penjembatan) secara bersamaan,
di mana modal sosial pengikat diaktifkan melalui kedekatan kultural dan
keagamaan, sementara modal sosial penjembatan dimobilisasi melalui
koordinasi multi-aktor yang menghubungkan komunitas dengan jaringan
institusional eksternal. Faktor penentu utama efektivitas strategi paralegal
bukan semata-mata kompetensi teknis-yuridis, melainkan kemampuan
membangun  social  trust  (Kepercayaan  sosial)  dan cultural
legitimacy (legitimasi kultural) yang hanya dapat diraih melalui kehadiran
yang konsisten, empati yang tulus, dan komitmen jangka panjang terhadap
kesejahteraan komunitas.
. Praktik Pendampingan Palegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan
Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kecamatan Tlogosari
Kabupaten Bondowoso Menurut Perspektif Maqasid al-Shariah Jasser
Auda

Praktik pendampingan paralegal dalam meningkatkan akses bantuan
hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten
Bondowoso, apabila dianalisis melalui  perspektif Magasid  al-
Shariah Jasser Auda, terbukti selaras secara substantif dengan keenam fitur
sistemik yang dikembangkan Auda dalam karyanya Magasid al-Shariah as
Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, yaitu sifat kognitif
(cognitive nature), keutuhan (wholeness), keterbukaan (openness), hierarki
yang saling berkaitan (interrelated hierarchy), multidimensionalitas

(multidimensionality), dan kebermaksudan (purposefulness).
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Pertama, fitur sifat kognitif tercermin dari kemampuan paralegal
membaca setiap sengketa secara kontekstual dengan mempertimbangkan
realitas sosial, kondisi psikologis, dan keterbatasan literasi hukum
masyarakat sebelum menentukan langkah pendampingan yang paling tepat
mencerminkan ijtihad sosial yang hidup dan responsif sebagaimana
diharapkan Auda. Kedua, fitur keutuhan terwujud melalui pendampingan
komprehensif yang tidak memotong persoalan secara parsial, melainkan
mendampingi masyarakat secara utuh dari konsultasi awal, identifikasi
dokumen, mediasi, hingga rujukan kelembagaan, karena hukum harus hadir
untuk kehidupan manusia seutuhnya. Ketiga, fitur keterbukaan tercermin
dari kemampuan paralegal mengintegrasikan pendekatan kultural-lokal,
nilai kearifan adat, dan pertimbangan sosial-ekonomi ke dalam proses
pendampingan, sehingga hukum tidak terkurung dalam dogmatisme
tekstual yang kaku. Keempat, fitur hierarki yang saling berkaitan terwujud
melalui pola kolaborasi multi-aktor yang membangun jaringan horizontal-
sinergis antara paralegal, perangkat desa, tokoh agama, MWC NU, LKBH
Abu Zairi, dan advokat, sebuah ekosistem di mana setiap elemen memiliki
peran unik namun beroperasi dalam kesalingterhubungan yang
kohesif. Kelima, fitur multidimensionalitas tercermin dari praktik paralegal
yang selalu membaca sengketa masyarakat melalui integrasi sudut pandang
normatif-yuridis, sosiologis, ekonomis, etis-moral, dan psikologis secara
bersamaan, menghasilkan penyelesaian yang lebih adil secara substantif

dan lebih diterima oleh para pihak. Keenam,
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fitur kebermaksudan merupakan muara dari seluruh praktik pendampingan:
perlindungan jiwa (hifz al-nafs) diwujudkan melalui pembelaan hak
perempuan korban penelantaran; perlindungan harta (hifz al-mal) terealisasi
melalui penyelesaian sengketa utang-piutang dan perlindungan hak atas
tanah; serta pemeliharaan martabat keluarga (hifz al-nasl) terwujud melalui
mediasi perceraian yang manusiawi dan perjuangan hak asuh anak.

Analisis integratif terhadap keenam fitur ini membuktikan
bahwa Access to Justice sebagai kerangka hukum positif-modern
dan Magqasid al-Shariah sebagai kerangka nilai hukum Islam bukanlah dua
konstruksi yang dikotomis, melainkan berkonvergensi secara sinergis
dalam satu praktik bantuan hukum yang holistik, kontekstual, dan
berorientasi kemaslahatan nyata. Paralegal di Tlogosari memperoleh
legitimasi ganda yang kokoh: legitimasi yuridis-formal dari UU No. 16
Tahun 2011 dan Permenkumham No. 3 Tahun 2021, serta legitimasi etis-
Islami dari prinsip maslahah mursalah dan al-daruriyyat al-khamsah.
Dengan demikian, paralegal di Kecamatan Tlogosari tidak sekadar
menjalankan amanat undang-undang, melainkan sekaligus menjadi agen
kemaslahatan (agent of maslahah) yang menghadirkan rahmatan lil-
alamin secara konkret di tengah kehidupan nyata masyarakat yang selama
ini terpinggirkan dari sistem keadilan formal

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran paralegal dalam

meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di
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Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, maka disampaikan saran
sebagai berikut:
1. Bagi Paralegal
Paralegal hendaknya meningkatkan kapasitas hukum materiil secara
berkesinambungan, khususnya pada bidang hukum keluarga, hukum waris,
dan penyelesaian sengketa ekonomi rumah tangga yang paling banyak
ditemukan di lapangan. Selain itu, paralegal perlu mulai
mendokumentasikan setiap kasus yang ditangani secara tertib agar rekam
jejak pendampingan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan penguatan
kapasitas kelembagaan secara jangka panjang.
2. Bagi LKBH Abu Zairi dan Organisasi Bantuan Hukum
LKBH Abu Zairi perlu menyusun Standar Operasional Prosedur
(SOP) mediasi komunitas yang diakui secara legal-formal dan dapat
dijadikan pedoman bagi seluruh paralegal binaannya. Di samping itu,
LKBH perlu memperkuat sistem pembinaan, supervisi berkala, dan
pencatatan kasus agar praktik bantuan hukum paralegal memiliki arah kerja
yang sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara
akademis maupun yuridis.
3. Bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso
Pemerintah desa diharapkan mengintegrasikan peran paralegal ke
dalam struktur layanan publik desa, misalnya melalui penyediaan ruang
konsultasi hukum di balai desa dan penganggaran kegiatan penyuluhan

hukum dalam APBDes. Pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso perlu
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memperkuat kebijakan lokal yang mendukung perluasan jangkauan
paralegal berbasis komunitas melalui kerja sama formal antara Dinas
Hukum, LKBH, dan pemerintah kecamatan agar layanan bantuan hukum
dapat menjangkau seluruh desa di wilayah Tlogosari secara merata dan
berkeadilan.
. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian
dengan: (a) melakukan studi komparatif antara dua atau lebih wilayah
semi-rural dengan karakteristik sosial yang berbeda guna menguji
konsistensi temuan; (b) menggunakan pendekatan kuantitatif untuk
mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan paralegal secara
terukur; atau (c) memperluas analisis Maqasid al-Shariah ke aspek hifz al-
aql (pemeliharaan akal) dan hifz al-din (pemeliharaan agama) yang belum
terjangkau oleh penelitian ini, sehingga kajian tentang paralegal dalam

perspektif hukum Islam dapat menjadi lebih komprehensif dan utuh.
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F3.5

F3.6

Bagian: Khusus — Paralegal

Kl1.1

Strategi Paralegal

Strategi Paralegal

Strategi Paralegal

Strategi Paralegal

Strategi Paralegal

Magasid al-

Shariah

Magasid al-
Shariah

Magqasid al-
Shariah

Magasid al-
Shariah

Magasid al-
Shariah

Magqasid al-
Shariah

Khusus —
Paralegal

Bagaimana bentuk penyuluhan
hukum yang dilakukan kepada
masyarakat?

Bagaimana koordinasi paralegal
dengan perangkat desa, tokoh
masyarakat, tokoh agama, LKBH
Abu Zairi, dan advokat?
Hambatan apa saja yang sering
dihadapi paralegal dalam
membantu masyarakat
memperoleh bantuan hukum?
Strategi apa yang paling efektif
untuk mengatasi rendahnya literasi
hukum masyarakat?

Mengapa mediasi non-litigasi
lebih sering dipilih dalam
penyelesaian persoalan
masyarakat?

Apakah pendampingan hukum
oleh paralegal sudah
mencerminkan nilai keadilan bagi
masyarakat tidak mampu?
Bagaimana paralegal membantu
melindungi hak, kepentingan, dan
martabat masyarakat yang sedang
menghadapi persoalan hukum?
Apakah dalam pendampingan
hukum paralegal
mempertimbangkan kondisi sosial,
ekonomi, psikologis, keluarga, dan
hubungan masyarakat?
Bagaimana upaya paralegal
mencegah kerugian, konflik
berkepanjangan, atau
ketidakadilan terhadap
masyarakat?

Apakah penyelesaian melalui
mediasi dan musyawarah dinilai
lebih maslahat bagi masyarakat?
Mengapa?

Bagaimana keterkaitan
pendampingan hukum paralegal
dengan perlindungan jiwa, harta,
dan keluarga masyarakat?

Kasus seperti apa yang paling
sering ditangani di masyarakat?

Paralegal,
Tokoh
Masyarakat

Semua

Informan

Semua
Informan

Paralegal,
LKBH

Semua
Informan

Semua
Informan

Semua
Informan

Paralegal,
Tokoh
Masyarakat

Semua
Informan

Semua
Informan

Semua
Informan

Paralegal
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Rumusan
Masalah 2

Rumusan
Masalah 2

Rumusan
Masalah 2

Rumusan
Masalah 2

Rumusan
Masalah 2

Rumusan
Masalah 3

Rumusan
Masalah 3

Rumusan
Masalah 3

Rumusan
Masalah 3

Rumusan
Masalah 3

Rumusan
Masalah 3

Rumusan

Masalah 1 &

2



Kl1.2

KI1.3

K1.4

Khusus —
Paralegal

Khusus —
Paralegal

Khusus —
Paralegal

Bagaimana cara menjelaskan hak
hukum masyarakat dengan bahasa
yang mudah dipahami?
Bagaimana prosedur ketika
perkara harus dirujuk kepada
LKBH atau advokat?

Apa pengalaman paling sulit saat
mendampingi masyarakat tidak
mampu?

Bagian: Khusus — Penerima Bantuan

K2.1

K2.4

Khusus —
Penerima Bantuan

Khusus —
Penerima Bantuan

Khusus —
Penerima Bantuan

Khusus —
Penerima Bantuan

Persoalan hukum apa yang pernah
dihadapi?

Bagaimana awalnya bertemu atau
memperoleh bantuan dari
paralegal?

Bantuan apa saja yang diterima
dari paralegal?

Apakah pendampingan tersebut
membantu merasa lebih tenang,
paham, dan berani?

Bagian: Khusus — Tokoh Masyarakat

K3.1

K3.2

K3.3

Khusus — Tokoh
Masyarakat

Khusus — Tokoh
Masyarakat

Khusus — Tokoh
Masyarakat

Bagaimana keberadaan paralegal
di tengah masyarakat desa?

Mengapa pendekatan sosial dan
keagamaan penting dalam
pendampingan hukum?
Bagaimana kerja sama antara
paralegal dengan pihak desa atau
tokoh masyarakat?

Bagian: Khusus — LKBH/Advokat

K4.1

K4.2

K4.3

K4.4

Khusus —
LKBH/Advokat

Khusus —
LKBH/Advokat

Khusus —
LKBH/Advokat

Khusus —
LKBH/Advokat

Bagian: Penutup

Bagaimana posisi paralegal dalam
sistem bantuan hukum yang
dikoordinasikan LKBH Abu Zairi?
Sejauh mana paralegal membantu
memperluas jangkauan layanan
bantuan hukum?

Bagaimana pola koordinasi antara
paralegal dan advokat dalam
penanganan perkara masyarakat?

Bentuk penguatan kapasitas apa
yang diberikan kepada paralegal?

Paralegal

Paralegal

Paralegal

Penerima
Bantuan
Hukum
Penerima
Bantuan
Hukum
Penerima
Bantuan
Hukum
Penerima
Bantuan
Hukum

Tokoh
Masyarakat

Tokoh
Masyarakat

Tokoh
Masyarakat

Pengurus
LKBH,
Advokat
Pengurus
LKBH,
Advokat
Pengurus
LKBH,
Advokat
Pengurus
LKBH,
Advokat
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Rumusan
Masalah 1

Rumusan
Masalah 1 &
2

Rumusan
Masalah 2

Rumusan
Masalah 1

Rumusan
Masalah 1

Rumusan
Masalah 1

Rumusan
Masalah 1 &
3

Rumusan
Masalah 1 &
2

Rumusan
Masalah 2 &
3

Rumusan
Masalah 2

Rumusan
Masalah 1

Rumusan
Masalah 1 &
2

Rumusan
Masalah 2

Rumusan
Masalah 2
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Apa yang perlu diperbaiki agar

akses bantuan hukum bagi Semua
PT.I" Penutup masyarakat tidak mampu semakin  Informan Penutup
baik?
Apa harapan Bapak/Ibu/Saudara
Semua
PT.2 Penutup terhadap peran paralegal ke Penutup
Informan
depan?

Pokok informasi

Kutipan penting

Respons
nonverbal/konteks

Refleksi peneliti
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Lampiran 7: Dokumen Hasil Kajian

LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)

ABU ZAIRI

Jin. Raya Pakisan RT 06 RW 01 Pakisan - Tlogosari - Bondowoso 68272
Telp. 6281902779492 | website. www.stisabuzairi.ac.id | email. admin@stisabuzairiacid
Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

i

DATA KASUS PENDAMPINGAN MASYARAKAT

Nomor: 011/LKBH-ABZ/DPM/1/2025

Sengketa Nafkah | Konsultasi hukum, Koordinasi dengan
Keluarga pendampingan LKBH Abu Zairi
administrasi, dan mediasi
keluarga
2 M2 Sengketa Utang Mediasi non-litigasi dan Penyelesaian
Piutang musyawarah damai
3 M3 Hak Asuh Anak Konsultasi hukum dan Pendampingan
pendampingan advokat
administratif
4 M4 Administrasi Pendampingan pengurusan | Dokumen selesai
Kependudukan dokumen diproses
5 M5 Konflik Sosial Mediasi sosial dan Penyelesaian
Masyarakat koordinasi tokoh musyawarah
masyarakat
6 M6 Sengketa Waris Konsultasi hukum Kesepakatan
Keluarga keluarga Islam dan keluarga
mediasi
7 M7 Kekerasan Dalam | Pendampingan awal dan Penanganan oleh
Rumah Tangga rujukan bantuan hukum LKBH
8 M8 Perselisihan Utang | Konsultasi hukum dan Penyelesaian non-
Piutang mediasi kekeluargaan litigasi
9 M9 Perceraian Pendampingan Pendampingan
administrasi perkara litigasi
10 MI10 Sengketa Tanah Konsultasi hukum dan Pendampingan
Keluarga koordinasi perangkat desa | lanjutan
11 Ml1 Perselisthan Hak | Mediasi keluarga dan Penyelesaian
Waris konsultast hukum musyawarah
12 Mi2 Konflik Usaha Mediasi dan konsultasi Penyelesaian
Masyarakat hukum ekonomi damai
Bondowoso, 23 Desember 20235
Mengetahui,
Ketua LKBH Abu Zairi Sekretaris LKBH Abu Zairi

Agus Heriyanto, S.H Muhammad Rofiki, S.H

Data Kasus Pendampingan



LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)

ABU ZAIRI

Jin. Raya Pakisan RT 06 RW 01 Pakisan — Tlogosari — Bondowoso 68272
Telp, +6281902779492 | wabsite, www.stisabuzain.ac.id | email. admin@stisabuzairi.ac.id

Kecamalan Tlogosarn Kabupalen Bondoweso

¥

ARSIP KONSULTASI HUKUM MASYARAKAT

Nomor: 007/LKBH-ABZ/DPM/1/2025

1 | 12 Januari Permasalahan nafkah | Penjelasan prosedur Pendampingan
2025 | keluarga bantuan hukum administrasi
2 | 18 Januari | Sengketa utang Konsultasi dan Penyelesaian
2025 usaha mediasi musyawarah
3 | 24 Januari Administrasi bantuan | Pendampingan Dokumen
2025 hukum dokumen dilengkapi
4 | 02 Febmari Sengketa waris Konsultasi hukum Mediasi keluarga
2025 keluarga Islam
5 | 10Febmari | Konflik antar Konsultasi sosial dan | Penyelesaian damai
2025 masvarakat mediast
6 | 16 Febrari Kekerasan dalam Konsultasi hukum dan | Rujukan LKBH
2025 rumah tangga perlindungan
7 | 23 Febmari Permasalahan Pendampingan Dokumen selesai
2025 kependudukan administrasi
8 | 03 Maret 2025 | Gugatan perceraian | Konsultasi prosedur Pendampingan
perkara lanjutan
9 | 11 Maret 2025 Hak asuh anak Konsultasi hukum Koordinasi advokat
keluarga
10 | 18 Maret 2025 | Perselisihan keluarga | Mediasi kekeluargaan | Kesepakatan damai
11 | 25 Maret 2025 | Sengketa tanah Konsultasi hukum Mediasi desa
| keluarga pertanahan
12 | 02 April 2025 | Konflik usaha Konsultasi hukum Penyelesaian
masyarakat ekonomi musyawarah
Bondowoso, 26 Mei 2025
Mengetalui,
Ketua LKBH Abu Zain

Agus Heriyanto, S.H

Arsip Konsultasi Hukum Masyarakat
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SURAT RUTUKAN PARALEGAL
Nownor : 001/8R/2025

Sifir : Rabasia ¢ Penting

Tampivan : | Bundel Berkas Penyzaduan

Pesibil - Rujulsan Penanganan Perkara Iukum

Kepada Yl Diseknus / Ketna LKBIT Abu Zairi

i Tempal

Deagan o,

Melalui susat ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini, selalon Paralegal resini deri LTI
Al Zoairi yamgg bertuggas di wilayah Ds. Kerabang, Kee. Tlogosari, Kub. Bondoweso

*  Nama Paralegal -
+  Nomor IndukKTA
+ Wilayah Togas -

Deasggan i tenghidaplean foeng seorang wasen (Klien) yimg wennerulor bt bukaan
tingkat lanjut, dengan identites sebagai bedkut

+ Nama Klien:
. NK

« Teupul, Tel Labic
o Alumat Rumh ©
s No.Telepan'HP

1. Duduk Perkna {(Urnion Masaloh Singhet) Klien tersebut di anas, telab dutang keda ki
den mengadulan masalah Ik terkart perkara Sengketa Tanah Warts / Dugaan Penupuan /
Kasins KIR 1/ Masalah Perkarvinan, dengan vingkasm schagai berikul:

« Pada gl telal tesjadi #
+ Bahwa ckibar dari kejadian tersebur, Klien mengalami kerugian bempa Kerugian
At SEBESE R .

2. Vindakan/Upayn Avwal yang Telsh Dilakukon Paralegal Schelm memik perkam ini ke
Tawior pusat LKBH AL wa awal berupn;

1. Melakukan wawancara awal dan menyusun kronologi dasar pensnganan peckare
2 Wlelukukim ; gkt
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3. Memberikan kousultasi dan edukasi lukun desas mengenai hak -liak Klien.
3. Alasan Dinijuk ke LKBI Abu Zairi Perkara ini kani nujuk ke struluzal TRBIT Abu Zairi
karena

= Upaya perdamsiim/non-igasi & tingkal des tidak mencapai kesepakatan
« Perkara ini suddh wasuk ke rah bl formal (KepolisionPengadilan) sebinpea
langsung dari LKEH]

Sebagzai bulsan pertimbangzin, bersina sl in kans lsmpirkan

1. Tormulir nbungan KasusKronologi yang dinulis Poxalegal
2. Salinan KTP & Kamu Keluarea Kliea.
3. Salinan Bukti-Bukt Pendukmng {Surat/Foto/Dokumen terkait)

Debian susat rujuban i ki soopeikan, g Klien terssbut di atas mendapatkan
penanganan huimm yane semestinya demi tercapainya keadian. Atas pechatian dan tindik
Janjutrya, saya wcapkan terima kasih

Bondowosa, 15 Apeil 2025

Houat saya,

Paralegal LKBIL Abu Zaktl

Vembisan
1ol

Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) STIS Ab

2 Amip

Surat Rujukan Paralegal

2 LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)

'515 /5 ABU ZAIRI

Jin. Raya Pakisan RT D6 RW 01 Pakisan — Tlogosari - Bondowoso 68272

Telp. +6281902779492 | website. w air.acid | email iacid
Kecamalan Tlogosari Kabupalen Bundowoeso
LAPORAN KEGIATAN BANTUAN HUKUM MASYARAKAT
Nomor: 010/LKBH-ABZ/DPM/1/2025
A. Jenis Kegiatan
Penyuluhan dan Pendampingan Bantuan Hukum Masyarakat
B. Waktu dan Tempat
Hari/Tanggal : 25 Desember 2025
Tempat : Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso
C. Benluk Kegiatan
1 | Penyuluhan hukum | Paralegal Masyarakat desa | Pemahaman bantuan
masyarakat hukum meningkat
2 | Konsultasi hukum Paralegal dan Masyarakat idak | Identifikasi masalah
gratis LKBH manipu hukum
3 | Pendampingan Paralegal Penerima Dokumen administrasi
administrasi bantuan hukum | lengkap
4 | Mediasi konflik Paralegal dan Pihak berselisih | Penyelesaian damai
masyarakat tokoh masyarakat
5 | Koordinasi bantuan | Paralegal dan Penanganan Pendampingan lebih
hukum advokat perkara efektif
6 | Penyuluhan berbasis | Tokoh agama dan = Jamaah pengajian | Kesadaran hukum
keagamaan paralegal meningkat
7 | Pendampingan Advokat dan Masyarakat Proses perkara
litigasi paralegal penerima bantuan | berjalan

Sekretaris LKBH Abu Zairi

Muhammad Rofiki. S.H

Bondowoso, 26 Mei 2025

Panitia Penyelenggara

Laporan Kegiatan Bantuan Hukum Masyarakat
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D. Sazaran Program. 5. i pei i lebin lan, paralegal
dan rjulen kepada LKBH Aba Zair dan advokt.

Masyarakattidake mampu di Kecamstan Tlogosari

1
o= 2. Misyeraka yung mangalam bk kaloargs|
3. Masyarakat vang mengalami sengie viang C. Penutup
o 4. Masverdn yang mengalem Koo sl
o : = - e
i Hecamstan Ty
mlumumc&mﬂmuzum secara efelmf, terarah dan berkelawutan. Dm.un adawya wcgm keexja ind dibarapkan
RI KABUPATEN masyareker tidsk manp daper merperchl shaes baian Mk sscen Wb i,
TAHUN 2025 Walts | Famgzeng s ————y
Polsoansan | amab. - )
e R Tiogorr, 02 Femuar 2025
A Latar Belakang TempE | TeRET
i Recanatan Tl s 3| Pemyuluban Fidown | Eddkas! balonn melahi [T Kl s Parale: dan|
beagi b 4iam s st Wnan i, bk K R 3| | Bt T el s | Pl
ST, TS Pt TR SR i o > pe=e
> PR e e e Kot LH A Zai o ——)
= Hpessoalan Masyarakat sbumban
Eebusiomn paraepal mewitii per paiting sehagel pecdapg masvakat ddlan Pealimpgn | Peadupien Sest Talemldm
empatolh skses bautum oo vang masda, sefehars, 43 tejengia. Ol Karens Peicma st s s k| Ak
vannan o
e £l g ¥ (ol e | Faper o[ 1 Tl seiap | Palezd G| X
Pemeriniah Dese. | penanganan masyarakat | bulan Peranglat Desa Agus Heriyanto, SH Rifid Malnarom, SKam.
T P Peks i | Penghning saseyer| St T
B. Dasar Pelaksansaa. ey dmgan s e
T (e T | Dolammaniet G | Seupbim | s
1. Undang-Undang Nomor 16 Taun 2011 tentang Bantuan Huloum. Masyarakat
2. Permenkuham Nomor 3 Tahan 2021 tevtang Pasalezal dalam Pemberian Bantuan ¢ | Peadampinzan Fupmzan langsuns | Setap ming: Pasalegal
Fuiem. ey m—— .
5. Program ejs LKGH b Zai K-sbupates Ecndawoso. T | Pengosts Kapasi | Pl don_evaloa | P e | LEF A 2o
e Tiogonari Palezal peslegel
€. Tujusn Program F. Mekanizme Pelaksanazn
1. Mesingiakn > 1. Mosyara menyampeion pengatum kepad parslegal
2. Meninghstian pemsabnan bk masyaraat e 2 y
B & 3. sdeministratit.
s = g 4 o s -
5. Memperkut koandinas amar paalege, pemeroah desa, dan LKBH.
C. Susuman Acara F. Penutup
iy - .
9 2. Suvbn Retua Dicpizan Bapat pelasensan kagitan pendampingan bk masyarshat s Kecamanas Tlogosart Kabaeen
1 5. Pemempian Penmasslaban o Masyarakat [E—
P —————
NOTULEN RAP: BANTUAN HURUM iy Togosers, 27 Nevember 225
LKBH ABU ZATRI KECAMATAN TLOGOSARY i ppe Tk
EABUPATEN BOXDOWOSO s
D. Hasil Pembshasan
A, Identitas Kegiatan
B} ! x . waters yung
BaiTmgzal i : it i oL Noatis Pimpinan Rapat
va R ————
at . . 2. Berdasarican havil ksordtnasi, sehagian besar masyaraist yang membueblean banman
dgoia Koortimsi Pendampingn dan Penyelesian Bemzasaaban ko s . e el
- - o b sl
3. Dl raps cisapalia baha penyelasaian peniars smasyaskat skan Jeb dsbuly ppa—— R
il B s
B. Daftar Peserta Rapat e .
e “Tisds Tangan )
 — 3. LKEH Aba Zaii
7 Tz ‘masyarakat yang memnerukan bartuan bukom lebth lanjt.
] 6. Padegal dimnss venk ferw melsikan e perirs maEska G
ERNE
T [ A
L
(] Shabuddin E. Tindak Lanjut
7[Rzt
T | TFenmnzzume Janib
[ [Feais T [ Peadmize sk s | Padaed T
[T A Grams ey
T e Sy T T Tl Gm Toreh | Dyl
17 [ St Masyekar
T3 Se Pl 3 Tl gy
T Fay N o
e N REF m g | Bumm
15 | GmmGaEe | Foor st Bmn Bk
| ATGhoad
IO M A
O Mg
EmETET
E. Bentuk Pendampingan yang Dilakukan ‘H. Pihak yang Terlibat dalam Pendampingan
Bentuk Keterangan o Nama Jobatsn/Kedudukan Keterangs
onsins b sval Panisga
Pt 2 Penngiat Desa
LAPORAN PENDAMPINGAN HUKUM DAN MEDIASI MASYARAKAT e '”'g‘:‘:m_ o 3 Tekoh Masyarskst
LA L e et e . o o Sr— P
- Penyuluhan hukum 5 Advolat LKBH
A ldentits Pendampingan Fendampinpan hin 5 Pilak Berselss
Nomor Laparan
Tugsnl Pndapisgia - F. Proses Mediasi dun Pemdampingan L Hambtss Peadamplagan
Nama Parlegal : N
Lok Pendmpingan 1, Pansegal melakndken dseifibsi awal trhadap pemsssalaban masyareket
dempg 2 Pansegsl - .
B. ldentias Penerima Bantusn Hukum s
Parslegal mesbazny bk
—_— Parslege] melalnicen medias: stars bk yang bersels
& b e b e, s ki deg KB A 2
Gan adveicat 1. Kesimpulan Pendampingan
G. Hasil Pendampingan dan Medissi
Statas Ekoncen
D Perkara slesai el mediass mmsyamasah
€. Jenis Permasalahan Hokum 0 Dilabukn pendasapingan lsjunsn
O Durujuk ke LKBH Advokat
5 ik Kebuarga s proses perelessian
- 1O Dalam proses penyel K. Pensiup
O Senghets Utang Pistang D Laim
CKonflik Seeial Masyarakat B Danikian laporen pendampingan bubue dan medias mesyarsken i dibuat sebagai beank
O Admininrasi Kependudulcan Keterangan Hasil Pendampangan: ickimentssy kepiatn bantum bubam mamvarskat i Kesematn Tlogosan Kshupasen
O Kekerasan Diler Remah Tangza Beodowoso.
2 Senghat Tuh e N i
O Laineya g, e
. Krsachg! Pemasalon e Mengetabzi

Paralegal LKBH Abu Zaii

Laporan Pendampingan Hukum dan Mediasi Masyarakat



209

KEPUTUSAN KETUA
YAYASAN PONDOK PESANTREN ISLAM SALAFIYAH ABU ZAIRI BONDOWOSO
NOMOR : YPPISA/0170/SK/04/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA KONSULTASI DAN
BANTUAN HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH
TINGGI ILMU SYARIAH ABU ZAIRI
BONDOWOSO

KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN ISLAM SALAFIYAH ABU ZAIRI BONDOWOSO
Menimbang :a. Bahwa Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi
Ilmu Syariah Bondowoso sebagai salah satu institusi pendidikan
hukum tidak hanya mengajarkan hukum Islam semata melainkan
mengajarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia;
b. Bahwa Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Ilmu
Syariah Abu Zairi Bondowoso memiliki tanggungjawab salah satu
Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa Pengabdian kepada
masyarakat yang direalisasikan adanya Lembaga Konsultasi dan
Bantuan Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso
c. Bahwa untuk kelancaran dalam pengelolaan Lembaga
Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Program Studi Hukum
Keluarga Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso
maka pembentukan dan pengangkatan pengurusnya ditetapkan
dengan Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Islam
_Salafiyah Abu Zairi Bondowoso

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan

Tinggi;

L



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

: Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Islam Salafiyah Abu Zairi

Bondowoso Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Pengurus
Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum pada Program Studi Hukum
Keluarga Islam Sekolah Tinggi IlImu Syariah Abu Zairi Bondowoso.

: Membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Program

Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi llmu Syariah Bondowoso.

: Menugaskan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini

sebagai pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syariah
Bondowoso Masa Jabatan 2025-2027.

: Tata Kerja Organisasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum pada

Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi llmu Syariah
Bondowoso lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan keputusan Ketua
Sekolah Tinggi llmu Syariah Bondowoso.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika

ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagai
mana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing
yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bondowoso
Pada tanggal : 22 April 2025
Ketua Yayasan Pondok Pesantren
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Lampiran :

Keputusan : Ketua Yayasan Pondok Pesantren Islam Salafiyah Abu Zairi Bondowoso
Nomor : YPPISA/0170/SK/04 /2025
Tanggal : 22 April 2025
PENGURUS LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
PADA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH ABU ZAIRI BONDOWOSO
No Jabatan Nama Keterangan
1 | Pelindung Ketua Yayasan Pondok Pesantren Islam
Salafiyah Abu Zairi
2 | Penanggung Jawab Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu
Zairi Bondowoso
3 | Pengarah Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam
4 | Ketua Agus Heriyanto, S.H., M.Pd.
5 | Sekretaris Taufiqur Rahman, S.H.
6 | Bendahara Alfiah,S.H., M.H.
7 | Koordinator Bidang Adi fathurrozi, S.H., M.H
Non Litigasi
8 | Koordinator Bidang | Dzurrotul Muniroh Ahdaniah,
Litigasi S.H., M.H
9 | Koordinator Bidang | Ahmad Muktafi, Lc., M.H
Kerjasama
10 | Koordinator Ahmad Bisri, S.Pd.1
Pendidikan dan
Pelatihan
11 | Koordinator Bidang | Amrotus Soviah, S.Sos., M.Si
Pelayanan Publik
12 | Koordinator Bidang Muhammad Rofiki, S.H
Advokasi

Ditetapkan di : Bondowoso
Pada tanggal : 22 April 2025
Ketua Yayasan Pondok Pesantren




SK LKBH Abu Zairi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN BANTUAN HUKUM

LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH ABU ZAIRI BONDOWOSO

A. Ketentuan Umum

1.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman tertulis yang
menjelaskan langkah-langkah dan prosedur yang harus diikuti dalam
memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum.

SOP ini bertujuan untuk memastikan keseragaman, efisiensi, efektifitas dan
transparansi dalam pelaksanaan tugas serta memberikan kepastian hukum
bagi penerima layanan.

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan
Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso.

Penerima Bantuan Hukum adalah perseorangan, masyarakat, kelompok
masyarakat, masyarakat miskin (masyarakat yang tidak dapat memenuhi
hak dasar secara layak dan mandiri seperti : hak atas pangan, sandang,
layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau
perumahan).

Jasa Hukum adalah layanan = profesional yang diberikan oleh
pengacara/advokat sendiri atau bersama paralegal pada Lembaga Konsultasi
dan Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso
berupa Konsultasi Hukum, pendampingan hukum, penyusunan dokumen
hukum, analisa hukum, mediasi, negosiasi perkara perdata, pidana,hukum
keluarga dan tata usaha negara.

Paralegal adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan
hukum tetapi tidak memiliki lisensi sebagai pengacara/advokat bekerja di
bawah pengawasan pengacara/advokat dalam menjalankan tugas-tugas
hukum.

B. Tujuan Pemberian Konsultasi dan Bantuan Hukum kepada masyarakat.

1.

Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk
mendapatkan akses keadilan;

Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip
persamaan kedudukan di dalam hukum;
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C.

Jenis Layanan Konsultasi dan Bantuan Hukum

Pemberian Bantuan Hukum meliputi:

1.

2.

Litigasi (Penyelesaian perkara melalui peradilan) meliputi masalah:
» Hukum Perdata
Hukum Pidana
Hukum Tata Usaha Negara
Hukum Keluarga Islam di Peradilan Agama
Litigasi (Penyelesaian/penanganan perkara di luar peradilan) meliputi :
Konsultasi Hukum
Penyuluhan/sosialisasi hukum
Investigasi perkara (secara elektronik/non elektronik)
Pemberdayaan masyarakat
Mediasi
Negosiasi
Legal Drafting (Penyusunan dokumen hukum)

No

N Y B VoYY

YV Y Y

Syarat dan tata cara Permohonan Bantuan Hukum

1.

Mengajukan permohonan baik secara lisan maupun secara tertulis yang
berisi sekurang kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai
pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum (formulir disediakan
secara tertulis maupun electronik (google form doc) dan dalam hal
Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan
Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis;

Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;

Bagi masyarakat miskin melampirkan Surat Keterangan Miskin dari Lurah,
Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan
Hukum.

Permohonan ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan
Hukum.

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas adminduk,
Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam
memperoleh surat keterangan alamat sementara dan atau surat keterangan
pejabat yang berwenang;

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan
miskin, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan
Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau
dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam
waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan
Bantuan Hukum.

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan,
Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan
secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja
sejak permohonan dinyatakan lengkap.
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10.

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan, Pemberi
Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa
khusus dari Penerima Bantuan Hukum;

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan memberikan
konsultasi hukum , Pemberi Bantuan Hukum  menentukan agenda
pertemuan konsultasi hukum di LKBH STIS ABU ZAIRI BONDOWOSO.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KASUS PIDANA

1.

a1k

10.

11.

12.

Penerima Bantuan Dalam Perkara Pidana terdiri dari
Terlapor/Tersangka/terdakwa atau korban.

Pemberi bantuan hukum harus memberikan layanan bantuan hukum
dimulai dari penyidikan, penuntutan/ dan pemeriksaan di pengadilan dan
Upaya hukum

Layanan Bantuan bantuan hukum tersebut meliputi:

Membuat surat kuasa;

Melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan untuk menentukan
permohonan pelayanan bantuan hukum atas perkara/kasus tersebut
dinyatakan diterima atau ditolak;

Memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan
dengan proses penyidikan dan penuntutan, pemeriksaan di pengadilan;
Melakukan pendampingan proses penyidikan dan penuntutan,
pemeriksaan di pengadilan

Membuat eksepsi, duplik, pledoi guna kepentingan penerima bantuan
hukum; Menghadikan saksi dan atau ahli;

Melakukan upaya hukum, banding, kasasi, peninjuan kembali sesui dengan
permintaan penrima bantuan hukum;

Membuat seluruh dokumen hukum guna kepentingan penerima bantuan
hukum (non litigasi)

Memastikan hak-hak pemberi bantuan hukum sebagai tersangka tidak
dilanggar oleh Kepolisian, Jaksa penuntut Umum dan Hakim;

Memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses
saat penyidikan, penuntutan/persidangan;

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KASUS
PERDATA/HUKUM KELUARGA ISLAM DI PERADILAN AGAMA

1.

Sebelum dilakukan pelayanan bantuan hukum, pihak yang bersengketa dan
atau penggugat atau tergugat dan atau melalui keluarganya wajib
mengajukan permohonan bantuan hukum

Penggugat atau Tergugat dan atau melalui keluarganya yang mengajukan
permohonan bantuan hukum, wajib mengisi form permohonan sebagaimana
yang telah disediakan dan selanjutnya wajib diwawancarai oleh
paralegal/advokat

Wajib menyertakan dokumen hukum :bukti surat dan/atau saksi;
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Berdasarkan hasil wawancara dengan calon klien atau keluarganya,
paralegal/advokat yang melakukan wawancara wajib membuat posisi kasus
secara tertulis dengan melampirkan form permohonan bantuan hukum dan
bukti-bukti surat dan/atau saksi termasuk Surat-surat yang diterbitkan oleh
Intansi yang berwenang diserahkan kepada Ketua LKBH, paling lambat 1
(satu) hari sejak wawancara dilakukan;

Jika berdasarkan posisi kasus dan bukti-bukti hasil wawancara masih
dianggap kurang, maka Paralegal melakukan investigasi lebih lanjut dan hasil
investigasi tersebut segera dilaporkan Ketua LKBH paling lambat 1 (satu) hari
sejak invetigasi selesai dilakukan;

Jika berdasarkan posisi kasus dan bukti-bukti hasil wawancara dan/atau
hasil investigasi dianggap telah cukup, maka Ketua LKBH segera menggelar
rapat untuk menentukan permohonan pelayanan bantuan hukum atas
perkara/kasus tersebut dinyatakan diterima atau ditolak;

Jika permohonan bantuan hukum atas kasus tersebut ditolak, maka Ketua
LKBH wajib membuat surat mengenai penolakan tersebut disertai
pertimbangan yang ditujukan kepada Pemohon Bantuan Hukum paling
lambat 4 (empat) hari kerja, sejak permohonan diajukan;

Jika permohonan bantuan hukum atas kasus tersebut diterima, maka Ketua
LKBH vyang akan bertanggung jawab dalam penanganan kasus tersebut
dengan mempertimbangkan secara proporsional beban kerja Advokat dan
Paralegal yang ditunjuk untuk menangani kasus tersebut, selanjutnya wajib
membuat Surat Kuasa Khusus dan draft legal opini;

Dalam penyusunan/pembuatan Surat Kuasa Khusus dan Draft Legal Opini,
wajib memperhatikan semua data/bukti-bukti surat dan saksi hasil
wawancara, Klarifikasi dan konfirmasi;

PENANGANAN PERKARA NON LITIGASI

1.

Penanganan sengketa harus mempertimbangkan prinsip-prinsip non
kekerasan, non diskriminasi, harmonisasi sosial, keutuhan komunitas,
pendekatan nilai-nilai hukum di masyarakat;

Penyelesaian sengketa yang menyangkut kepentingan individual, dan atau
kelompok msyarakat mengutamakan pendekatan alternatif penyelesaian
sengketa seperti lobby, negosiasi, mediasi dan arbitrase;

Jika permohonan bantuan hukum atas kasus tersebut diterima, maka Ketua
LKBH melakukan gelar perkara untuk menentukan bentuk penanganan
perkara Berdasarkan hasil wawancara, investigasi, legal opini, seyogyanya
melakukan upaya-upaya hukum dalam bentuk lobby, negosiasi, mediasi
terlebih dahulu; Jika upaya-upaya hukum dalam bentuk lobby, negosiasi,
mediasi tidak berhasil dan mendapatkan keputusan maka Penanganan
Kasus segera melakukan upaya hukum yang bersifat desakan seperti surat
klarifikasi, somasi dan surat protes;
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H.

I.

PELAYANAN KONSULTASI HUKUM

1.

Mengajukan permohonan baik secara lisan maupun secara tertulis yang
berisi sekurang kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai
pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum (formulir disediakan
secara tertulis maupun electronik (google form doc) dan dalam hal
Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan
Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis;

2. Melaporkan kepada Ketua LKBH konfirmasi tentang jadwal pertemuan waktu
dan tempat serta media konsultasi;

3. Pemohon konsultasi membawa dokumen yang berkenaan dengan perkara
yang akan dikonsultasikan;

4. Melaksanakan pertemuan konsultasi.

LAIN-LAIN

1. SOP Pelayanan LKBH ini dapat diintegrasikan dengan SOP STIS Abu Zairi.

2% Terhadap hal lain yang bersifat teknis yang belum diatur dalam SOP ini akan

ditetapkan dengan kebijakan berupa Instruksi Ketua LKBH STIS Abu Zairi
Bondowoso.

Bondowoso, 7 Juli 2025
Ketua LKBH STIS Abu Zairi

AGUS HERIYANTO, SH, M.Pd.

216



217

SOP LKBH Abu Zairi
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PERAIII

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

Agus Heriyanto, S.H.
NIA. 23.10005

2026/4/21 07:06

Dokumentasi Advokad
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Wawancara Informan T3
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Wawancara Informan L2
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